
IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT  

ADAT MELAYU DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

DISERTASI 

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar 

Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga 

 

Oleh: 

SUMANTRI ADENIN 

NIM: 32290514781 

 

Promotor:  

Dr. Helmi Basri, Lc., MA 

 

Co Promotor: 

Dr. M. Ihsan, M.Ag 

 

PASCASARJANA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

1447 H / 2025 M 



https://v3.camscanner.com/user/download
Guest
Rectangle



https://v3.camscanner.com/user/download
Guest
Rectangle



https://v3.camscanner.com/user/download
Guest
Rectangle



https://v3.camscanner.com/user/download
Guest
Rectangle



https://v3.camscanner.com/user/download
Guest
Rectangle



https://v3.camscanner.com/user/download
Guest
Rectangle



https://v3.camscanner.com/user/download
Guest
Rectangle



i 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillāhi rabbil 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama 

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

Huruf arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 S|a S| Es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H Ha (dengan titik ح

dibawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Z|al Z| Zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad S Es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D De (dengan titik di bawah) ض

 Ta T Te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘   Apostrof terbalik‘ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof Q Qi ق

 Kaf       K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah     ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fath{ah A A اَ 

 Kasrah I I اَ 

 D{ammah U U اَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nam

a 

Huruf dan tanda Nama 
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َاََ... َىََ/..   ....َ fathah dan alif 

atau ya 

a a dan garis di 

atas 

َي  .... kasrah dan ya i i dan garis di atas 

َو  ... dammah dan wau u u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 Mata : م اتَ 

 Rama : ر م ى

 Qila : ق يْلَ 

 yamutu : يَ  وْتَ 

4. Ta Marbuatah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:  

 Raudah al-atfal : ر وْض ة َالْْ طْف الَ 

ي ْل ةَ   Al-madinah al-fadilah : الْم د يْ ن ة َالْف ض 

 Al-hikmah : الح كْم ةَ 

5. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh : 

َر ب َّن ا : Rabbana 

ن ا  Najjaina : نَ َّي ْ
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Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ( i ) ,(ىِي  )

Contoh: 

 ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)‘ : ع ل يَ 

 َ  arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)‘ : ع ر ب 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam 

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). Contohnya: 

 Al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  الشَّمْسَ 

 Al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  الزَّلْز ل ةَ 

  Al-falsafah :  الف لْس ف ةَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contohnya: 

مْ ر وْنَ   Ta’muruna : تَ 

 ’Al-nau : الن َّوْءَ 

 Syai’un : ش يْءَ 

 Umirtu : أ م رْتَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
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Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-

Qur’an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. Contoh:  Fi Zilal al-Qura’an, Al-sunnah qabl al-tadwin. 

9. Lafz al-jalalah (الله) 

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh:  َد يْن َالل : dinullah ,  َلل  .billahi : بِ 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: َ َالل َر حْْ ة  ْ َفِ   hum fi : ه مْ

rahmatillah. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 

diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 

ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan  

Contoh: 

Nasir al-Din al-T{usi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 
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ABSTRAK 

 

Sumantri Adenin (2025) : Implementasi Pembagian Harta Warisan 

Masyarakat Adat Melayu di Kabupaten 

Kepulauan Meranti dalam Perspektif 

Hukum Islam 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa masyarakat Melayu di 

Kabupaten Kepulauan Meranti hingga kini masih melaksanakan pembagian 

warisan berdasarkan ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik 

tersebut sering kali tidak sejalan dengan ketentuan faraidh dalam hukum Islam, 

terutama dalam hal penundaan pembagian warisan dan penguasaan harta oleh 

pasangan pewaris yang masih hidup. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat 

Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tujuan untuk mendeskripsikan 

implementasi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, 

menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya secara adat, serta 

mengkaji implementasi tersebut dalam perspektif hukum Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif 

dan desain etnografi. Informan penelitian terdiri atas tokoh adat, tokoh masyarakat, 

dan keluarga ahli waris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, 

observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan masyarakat 

Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan berdasarkan hukum adat yang 

mengedepankan asas kekeluargaan dan musyawarah. Pembagian warisan baru 

dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia, dengan pola pembagian sama 

rata antara anak laki-laki dan perempuan. Faktor yang memengaruhi praktik ini 

antara lain tanggung jawab menjaga marwah pewaris, penghormatan terhadap 

keluarga, serta nilai keharmonisan dan kebersamaan yang kuat. Dalam perspektif 

hukum Islam, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan faraidh, 

kecuali pada pembagian sama rata yang dilakukan atas dasar kerelaan (ridha) dan 

perdamaian (ṣulḥ) di antara para ahli waris.  

Kata Kunci: Pembagian Warisan, Masyarakat Melayu, Hukum Islam, Kepulauan 

Meranti, Hukum Waris Adat. 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

ABSTRACT 

 

Sumantri Adenin (2025) : The Implementation of Inheritance 

Distribution among the Malay Community 

in Kepulauan Meranti Regency from the 

Perspective of Islamic Law 

  

lhis study is motivated by the phenomenon that the Malay community in 

Kepulauan Meranti Regency continues to implement inheritance distribution based 

on customary laws passed down through generations. Such practices often diverge 

from thefaraidh principles in Islamic law, particularly regarding the delay in 

inheritance distribution and the control of assets by the surviving spouse. This 

research aims to describe the implementation of inheritance distribution among the 

Malay community in Kepulauan Meranti, analyze the factors influencing its 

customary application, and examine it from the perspective of Islamic law. This 

study employs a qualitative field research design with an ethnographic approach. 

The informants consist of traditional leaders, community figures, and families of 

heirs. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, 

and documentation, and analyzed using a descriptive qualitative method. lhe 

findings reveal that the inheritance distribution among the Malay community in 

Kepulauan Meranti Regency is conducted according to customary law, 

emphasizing family consensus and deliberation (musyawarah). The distribution 

typically takes place only after both parents have passed away, with an equal 

division of assets between male and female heirs. Factors influencing this practice 

include the responsibility to preserve the family's dignity (marwah), respect for 

kinship, and strong values of harmony and togetherness. From the perspective of 

Islamic law, this practice does not fully comply with the faraidh provisions, except 

in cases where equal distribution is carried out based on mutual consent (ridha) and 

reconciliation (sulk) among the heirs. 

Keywords: Inheritance Distribution, Malay Community, Islamic Law, Kepulauan 

Meranti, Customary Inheritance Law  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan sosial dan 

budaya yang tinggi. Keberagaman tersebut tidak hanya tercermin dari perbedaan 

suku bangsa, bahasa, dan tradisi, tetapi juga tampak dalam sistem hukum yang 

hidup dan berkembang di tengah masyarakat.1 Dalam kehidupan masyarakat, 

berbagai sistem hukum hidup dan berfungsi secara berdampingan, khususnya 

hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif negara. Kondisi ini melahirkan 

realitas pluralisme hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga 

menjadi bagian dari praktik sosial sehari-hari masyarakat.2 Pluralisme hukum 

tersebut paling nyata terlihat dalam bidang hukum keluarga yang secara 

langsung bersentuhan dengan nilai budaya, agama, dan struktur sosial 

masyarakat. 

Hukum keluarga merupakan salah satu bidang hukum yang paling kuat 

dipengaruhi oleh pluralisme hukum. Perkawinan3 dan kewarisan, sebagai dua 

aspek utama dalam hukum keluarga, sering kali menjadi arena pertemuan antara 

norma agama, adat istiadat, dan ketentuan hukum negara. Dalam banyak kasus, 

 
1 Achmad Hariri and Basuki Babussalam, “Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, 

and Its Existence in Indonesia,” Walisongo Law Review (Walrev) 6, no. 2 (2024): 146–70, 

doi:10.21580/walrev.2024.6.2.25566. 
2 Benlinda Pudjilianto and Emy Handayani, “Penerapan Pluralisme Hukum Dalam 

Masyarakat,” Diponegoro Law Journal 11, no. 2 (2022): 1–8, 

doi:https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34957. 
3 Irzak Yuliardy Nugroho, Mufidah Ch, and Suwandi, “Pluralisme Hukum Dalam Tradisi 

Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang,” Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family 

Law 4, no. 1 (April 18, 2022): 25–41, doi:10.19105/al-manhaj.v4i1.5722. 
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masyarakat tidak sepenuhnya tunduk pada satu sistem hukum tertentu, 

melainkan melakukan negosiasi dan penyesuaian antara berbagai norma hukum 

yang tersedia sesuai dengan kebutuhan sosial dan nilai yang diyakini.4  Hal ini 

menyebabkan hukum keluarga di Indonesia berkembang secara dinamis dan 

kontekstual. 

Salah satu aspek hukum keluarga yang paling kompleks dalam konteks 

pluralisme hukum adalah kewarisan.5 Warisan tidak hanya menyangkut 

pengalihan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga 

berkaitan erat dengan struktur kekuasaan dalam keluarga, relasi sosial antar ahli 

waris, serta nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat.6 Dalam praktiknya, 

struktur kekuasaan tersebut tampak ketika pihak tertentu memiliki peran 

dominan dalam menentukan penguasaan dan pembagian harta warisan. Oleh 

karena itu, praktik kewarisan sering kali menjadi arena pertemuan bahkan 

pertarungan antara norma hukum yang berbeda, khususnya antara hukum adat 

dan hukum Islam dalam masyarakat Muslim Indonesia.7 

Dalam perspektif hukum Islam, kewarisan merupakan peristiwa hukum 

yang terjadi secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia. Al-Qur’an dan 

 
4 Sartika Intaning Pradhani, “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: 

Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional,” Undang: Jurnal Hukum 4, no. 

1 (June 5, 2021): 81–124, doi:10.22437/ujh.4.1.81-124. 
5 Ernik Ernik, Andi Sukmawati Assaad, and Helmi Kamal, “Hukum Waris Islam Dan 

Pluralisme Hukum,” MADDIKA : Journal of Islamic Family Law 4, no. 1 (March 10, 2024): 38–47, 

doi:10.24256/maddika.v4i1.4861. 
6 Chandra Bismo Saputra et al., “Analisis Distribusi Warisan Berdasarkan Gender Dalam 

Hukum Islam: Telaah Atas Prinsip Keadilan Dan Ekonomi Syari’ah,” Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial 

& Hukum 3, no. 2 (May 1, 2025): 281–90, doi:10.61104/alz.v3i2.981. 
7 Muslim, “Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Melayu Bunut Dan Kedudukannya 

Dalam Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan 17, no. 2 (2021): 186–200, 

doi:https://doi.org/10.56633/jkp.v17i2.320. 
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hadis telah mengatur secara rinci mengenai subjek ahli waris, prinsip-prinsip 

pembagian, serta besaran bagian masing-masing pihak.8 Ketentuan tersebut 

bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah konflik keluarga, dan 

mewujudkan keadilan proporsional sesuai dengan tanggung jawab serta 

kedudukan ahli waris. Dengan karakter normatif dan tekstual tersebut, hukum 

waris Islam memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan dan pembagian 

harta peninggalan.9 

Berbeda dengan hukum waris Islam yang bersifat normatif dan tertulis, 

hukum waris adat pada umumnya tidak disusun dalam bentuk norma baku 

sebagaimana hukum Islam, melainkan hidup dan berkembang dalam praktik 

sosial masyarakat. Hukum adat memandang warisan bukan semata-mata sebagai 

persoalan hukum individual, tetapi sebagai bagian dari mekanisme menjaga 

keseimbangan sosial dan keharmonisan keluarga.10 Oleh karena itu, pembagian 

warisan dalam hukum adat sering kali dilakukan melalui musyawarah, 

kesepakatan keluarga, dan pertimbangan nilai-nilai lokal yang dianggap adil 

oleh masyarakat setempat.11 

 
8 Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” Al-Mashlahah: 

Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial 8, no. 1 (2020): 68–81. 
9 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW 

(Bandung: Refika Aditama, 2005), 1. 
10 Sonny Dewi Judiasih and Efa Laela Fakhriah, “Inheritance Law System: Considering the 

Pluralism of Customary Law in Indonesia,” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 5, 

no. 2 (2018): 315–30, doi:10.22304/pjih.v5n2.a6. 
11 Tarmizi Tarmizi and Asni Zubair, “Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan 

Adat Adat Di Indonesia,” Adhki: Journal of Islamic Family Law 4, no. 2 (July 24, 2023): 131–47, 

doi:10.37876/adhki.v4i2.98. 
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Perbedaan orientasi antara hukum waris Islam dan hukum waris adat inilah 

yang menjadi salah satu sumber dinamika dalam praktik kewarisan masyarakat 

Indonesia. Dalam konteks masyarakat Muslim yang masih kuat memegang adat 

istiadat, ketentuan faraidh tidak selalu diterapkan secara tekstual, melainkan 

sering kali disesuaikan dengan struktur sosial dan nilai budaya yang berlaku. Hal 

ini menunjukkan bahwa praktik kewarisan tidak dapat dipahami hanya melalui 

pendekatan normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan sosio-legal yang 

mempertimbangkan realitas sosial masyarakat.12 

Secara antropologis, sistem kewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem 

kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat. Sistem kekerabatan berfungsi 

sebagai kerangka dasar yang menentukan garis keturunan, kedudukan anggota 

keluarga, serta mekanisme distribusi hak dan kewajiban, termasuk dalam hal 

pewarisan. Di Indonesia, dikenal tiga sistem kekerabatan utama, yaitu 

patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Masing-masing sistem 

tersebut melahirkan corak pewarisan yang berbeda dalam menentukan ahli waris 

dan pembagian harta peninggalan.13 

Sistem patrilineal menempatkan garis keturunan ayah sebagai dasar utama 

pewarisan, sementara sistem matrilineal menitikberatkan pada garis keturunan 

ibu. Adapun sistem parental atau bilateral mengakui kedua garis keturunan 

 
12 Ebied Hidayat, Abdul Rahim, and Muhamad Ridwan, “Persinggungan Hukum Adat Dan 

Hukum Islam Dalam Komunitas Masyarakat Muslim,” Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan 

Islam 23, no. 1 (July 5, 2025): 175–93, doi:10.30762/realita.v23i1.505. 
13 Sovia Santika and Yusnita Eva, “Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, 

Patrilineal Dan Bilateral,” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial 11, no. 2 (2023): 

193–202, doi:https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874. 
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secara seimbang. Dalam praktiknya, sistem-sistem tersebut tidak selalu hadir 

secara murni, melainkan sering kali mengalami variasi dan adaptasi sesuai 

dengan perkembangan sosial, pengaruh agama, dan kebutuhan masyarakat. 

Variasi ini turut memengaruhi bagaimana masyarakat memahami konsep 

keadilan dalam pewarisan.14 

Dalam masyarakat adat Melayu, adat istiadat berfungsi sebagai pedoman 

utama dalam mengatur kehidupan sosial dan hubungan kekeluargaan. Adat 

Melayu tidak hanya dipahami sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai sistem 

norma yang memiliki kekuatan mengikat. Masuknya Islam ke dalam masyarakat 

Melayu tidak sepenuhnya menggantikan adat yang ada, melainkan berinteraksi 

dan berasimilasi dengannya.15 Prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi 

Kitabullah” menjadi simbol integrasi antara adat dan Islam dalam kehidupan 

masyarakat Melayu.16 

Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai salah satu wilayah di Provinsi 

Riau yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat Melayu beragama Islam, 

memperlihatkan secara jelas dinamika tersebut. Dalam kehidupan sosial 

masyarakat setempat, adat masih memiliki peran penting sebagai rujukan dalam 

mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk kewarisan. Identitas 

 
14 Iftitah Kurnia and Maisya Yusti Santosa, “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: 

Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia,” 

Syariah: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2024). 
15 Ade Rahima and Erlina Zahar, “Local Wisdom Values on Customary Law Norms of the 

Jambi Malay Seloko Adat,” Umbara 7, no. 2 (January 23, 2023): 121, 

doi:10.24198/umbara.v7i2.41237. 
16 Miza Almutasya Billah and Syarifah Jasmin Mawaddah, “Pengaruh Islam Pada Budaya 

Melayu Di Riau,” Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat 8, no. 2 (December 13, 

2025): 11–20, doi:10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v8i2.353. 
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keIslaman yang kuat hidup berdampingan dengan tradisi adat yang diwariskan 

secara turun-temurun, sehingga praktik kewarisan menjadi ruang interaksi antara 

norma adat dan norma agama.17 

Pembagian harta warisan dalam masyarakat Melayu sering kali dilakukan 

melalui mekanisme kekeluargaan dengan menekankan musyawarah dan 

kesepakatan bersama. Waktu pembagian warisan, bentuk pembagian, serta 

pertimbangan yang digunakan kerap disesuaikan dengan kondisi keluarga dan 

nilai sosial yang dianut. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara 

norma hukum Islam yang bersifat normatif dengan praktik kewarisan adat yang 

hidup dalam masyarakat. Meskipun hukum Islam telah memberikan ketentuan 

yang jelas mengenai kewarisan, dalam praktik sosial masyarakat masih 

ditemukan kecenderungan untuk mempertahankan mekanisme adat demi 

menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial.18  

Hasil pengamatan awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat di 

Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan adanya berbagai permasalahan 

dalam praktik pembagian harta warisan. Salah satu kasus ditemukan pada sebuah 

keluarga di Kecamatan Merbau yang memiliki sebidang tanah sawah sebagai 

harta peninggalan orang tua. Tanah tersebut telah dikelola oleh salah satu anak 

sejak lama, sementara saudara-saudaranya memilih merantau ke luar daerah. 

Setelah kedua orang tua meninggal dunia, muncul perselisihan di antara para ahli 

 
17 Zikri Darussamin, “Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Siak Dengan Kewarisan Islam,” Al-

Fikra : Jurnal Ilmiah KeIslaman 11, no. 2 (August 1, 2017): 186, doi:10.24014/af.v11i2.3857. 
18 Fatma Wati Tuharea, La Ode Angga, and Mahrita Aprilya Lakburlawal, “Pembagian Harta 

Warisan Berdasarkan Hukum Adat,” BAMETI Customary Law Review 2, no. 1 (June 2, 2024): 25–

37, doi:10.47268/bameti.v2i1.13558. 
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waris terkait status penguasaan dan pembagian tanah tersebut. Perselisihan ini 

berlangsung cukup lama dan berdampak pada renggang nya hubungan 

kekeluargaan.19 Kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan keadilan 

dalam praktik kewarisan yang perlu dikaji secara lebih mendalam, khususnya 

dalam konteks masyarakat Melayu yang mengidentifikasi dirinya sebagai 

komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman. 

Dalam perspektif hukum Islam, kewarisan memiliki ketentuan yang jelas 

dan bersifat mengikat, baik terkait subjek ahli waris maupun besaran bagian 

yang diterima.20 Al-Qur’an secara tegas mengatur pembagian hak warisan 

sebagaimana firman Allah SWT: 

َف َ  َاثْ ن  ت يْ  كَ نََّن س اۤءًَف  وْق  َف ا نْ
َالَْ نْ ث  ي يْ ِۚ د ك مَْل لذَّك ر َم ثْل َح ظٰ  َْْٓا وْلَ  فِ   َ يْك م َاللّهٰ َو ا نَْي  وْص 

ِۚ
َث  ل ث اَم اَت  ر ك  ل ه نَّ

ةًَف  ل ه اَالنٰ صْف  َ د   ك ان تَْو اح 
Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. 

Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika dia (anak perempuan itu) 

seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta. (QS. An-Nisa: 11)21 

Selain itu, Rasulullah SAW menegaskan kewajiban menunaikan hak 

warisan kepada pihak yang berhak, sebagaimana sabdanya: 

َع بَّ َع نَْأ ب يه َع نَْابْن  :َأ لحْ ق واَع نَْع بْد َاللَّّ َبْن َط او س  َاللَّّ َص لَّىَاللَّّ َع ل يْه َو س لَّم َق ال  اسٍَع نَْر س ول 
َر ج لٍَذ ك رٍَ َف لِ  وْلَ  َالف ر ائ ض  َبِ  هْل ه اَف م اَت  ر ك ت   الف ر ائ ض 

 
19 Abdul Latif, Wawancara tentang Problem Warisan pada Msyarakat Meranti, December 19, 

2025. 
20 Rizem Aizid, Fiqih Keluarga Terlengkap (Yogyakarta: Laksana, 2018), 381. 
21 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 106. 
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Dari Abdullah bin Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dari Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Berikanlah harta warisan 

kepada yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk keluarga laki-laki 

yang terdekat." (HR. Muslim No. 1615)22 

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam menekankan kejelasan 

hak ahli waris serta menganjurkan agar pembagian harta warisan dilakukan 

segera setelah pewaris wafat. Penundaan pembagian warisan tanpa dasar yang 

jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian status harta dan membuka ruang 

konflik di antara ahli waris.23 Sehingga pada keluarga tersebut, ahli waris yang 

menetap di kampung sering merasa memiliki hak yang lebih besar karena telah 

mengelola dan menjaga harta peninggalan, sementara ahli waris yang tinggal 

jauh tetap memiliki hak yang sama secara syar‘i.  

Dari sudut pandang hukum Islam, kondisi tersebut berpotensi bertentangan 

dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan. Allah 

SWT telah menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan,24 

termasuk memperhatikan hak-hak setiap ahli waris. Firman Allah "SWT 

ي ْزَ  اَلْك يْل َو الْم  َو ا وْف وا
هِۚ اَ ش دَّ ل غ  َي  ب ْ اَ حْس ن َح تّهٰ ي 

َْه  لَّتِ  َبِ  لََّ
اَ  اَلْي ت يْم  َت  قْر ب  وْاَم ال  َو لَ  َن ك لٰ ف  َلَ 

لْق سْط ِۚ ان َبِ 
قَ  لْت مََْ َو ا ذ ا

اِۚ َو سْع ه  اَ لََّ ن  فْسًا
 َ
تَ ذ كَّر وْن  لَ ع لَّك مْ بَ ه مْ ىك  ذَهل ك مَْو صهٰ

اَ وْف  وْا  اَللّهٰ  َو ب ع هْد  ِۚ قَ  رْبٰه ذَ ا كَ ان   ف اعْد ل وْاَو ل وْ
Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 

lebih bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan 

timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut 

 
22 An Nawawi Muhyiddin, Syarh Al-Nawawi ’ala Shahih Muslim, vol. Juz II (Beirut: Dar el-

Ma’rifah, 1997), 54. 
23 Maimanah Maimanah et al., “Delay in the Division of Inheritance: A Theoretical Review 

within Legal System Framework in Indonesia” 24, no. 1 (2025): 241–57, 

doi:https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12916. 
24 Dasri Dasri, “Negotiating Justice: An Islamic Legal Analysis of the Delay in Inheritance 

Distribution,” Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 8, no. 3 (2025): 

754–62, doi:https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.467. 
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kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku 

adil, walaupun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian 

itu diperintahkan Allah kepada mu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am: 152)25 

Ayat ini mengajarkan bahwa dalam pengelolaan harta, termasuk harta 

warisan, prinsip keadilan harus ditegakkan, baik dalam pemeliharaan maupun 

pembagiannya. Penundaan pembagian warisan yang berlarut-larut, meskipun 

dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga, dapat berisiko melanggar 

prinsip keadilan ini. Apalagi jika selama masa penundaan, harta warisan tersebut 

dimanfaatkan oleh sebagian pihak tanpa kesepakatan atau merugikan pihak lain. 

Oleh karena itu, syariat Islam menganjurkan agar pembagian dilakukan dengan 

segera dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.26 Syariat Islam 

menekankan kejelasan hak, keadilan distribusi, serta perlindungan terhadap 

seluruh ahli waris tanpa diskriminasi.27 Oleh karena itu, praktik kewarisan adat 

yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut perlu dikaji 

secara mendalam dalam kerangka pluralisme hukum yang hidup di masyarakat.  

Sejauh ini, kajian mengenai hukum waris adat dan hukum waris Islam 

masih cenderung dilakukan secara terpisah. Penelitian hukum adat umumnya 

menekankan aspek deskriptif dan kultural, sementara kajian hukum Islam lebih 

berfokus pada aspek normatif dan doktrinal.28 Akibatnya, masih terbatas 

penelitian yang mengkaji praktik kewarisan adat sebagai hukum keluarga yang 

 
25 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, 202. 
26 Dasri, “Negotiating Justice: An Islamic Legal Analysis of the Delay in Inheritance 

Distribution.” 
27 Hamid Pongoliu, “Wujud Keadilan Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam,” Al-Manahij: 

Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 2 (2025): 177–90, doi:10.24090/mnh.v6i2.597. 
28 Abdul Hafidz Miftahuddin, “Comparison of Customary Inheritance and the Compilation 

of Islamic Law: A Study of Inheritance Distribution in Indonesia,” VRISPRAAK : International 

Journal of Law 8, no. 2 (September 30, 2024): 1–19, doi:10.59689/vris.v8i2.1158. 
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hidup dan dianalisis secara integratif dalam perspektif hukum Islam, khususnya 

pada masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti.  

Penelitian ini memiliki kebaruan dan originalitas yang terletak pada aspek 

empiris, pendekatan analitis, dan kontribusi konseptual dalam kajian hukum 

kewarisan Islam dan hukum adat. Dari segi empiris, disertasi ini merupakan 

kajian lapangan yang secara khusus mengkaji praktik pewarisan adat masyarakat 

Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti, suatu wilayah yang belum banyak 

menjadi fokus penelitian kewarisan adat sebelumnya. Penelitian ini 

menghadirkan data primer tentang praktik pewarisan yang hidup dan dijalankan 

secara turun-temurun dalam masyarakat setempat. 

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada objek kajian substantif, yaitu 

pengungkapan pola-pola konkret praktik pewarisan adat yang belum dikaji 

secara komprehensif sebagai satu kesatuan dalam penelitian terdahulu. Dari sisi 

pendekatan, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan praktik 

pewarisan adat sebagai hukum yang hidup dan menganalisisnya melalui 

pendekatan hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan penilaian terhadap 

praktik pewarisan tidak hanya berdasarkan kesesuaian normatif dengan 

ketentuan faraidh, tetapi juga berdasarkan tujuan hukum Islam. Dengan 

demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum 

kewarisan Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial 

masyarakat. 
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Atas dasar uraian dan fenomena yang telah dipaparkan tersebut, penulis 

tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam pola dan praktik pembagian harta 

warisan pada masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil kajian 

ini kemudian dirangkum dalam sebuah disertasi berjudul Implementasi 

“Pembagian Harta Warisan Adat Melayu Riau di Kabupaten Kepulauan Meranti 

dalam Perspektif Hukum Islam”. 

B. Definisi Istilah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk menghindari sebuah kekeliruan 

dalam memahami judul ini, maka penulis perlu memberikan penegasan pada 

istilah-istilah yang menjadi kunci yang terdapat dalam penelitian ini. Berikut 

adalah definisi istilah-istilah tersebut: 

1. Implementasi  

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Secara 

umum, istilah ini sering dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Implementasi dapat dipahami sebagai proses 

menerjemahkan ide, konsep, kebijakan, maupun inovasi ke dalam tindakan 

nyata, sehingga menimbulkan dampak dalam bentuk perubahan, baik pada 

aspek pengetahuan, keterampilan, maupun pada ranah nilai dan sikap 

individu maupun kelompok.29  

 
29 “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” in Implementasi (Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Risetm dan Teknologi Republik 

Indonesia, oktober 2025). 
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Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama Islam. oleh karena 

itu, negara mengatur kehidupan masyarakat indonesia dengan aturan-aturan 

agama Islam. masalah waris diserahkan kepada peradilan agama. umat Islam 

dapat melaksanakan pembagian waris berdasarkan hukum Islam atau 

berdasarkan adat yang berkembang atau berdasarkan berbagi sama antara 

laki-laki dan perempuan.30 

Dalam Islam, pembagian harta warisan diatur secara rinci dalam Al-

Qur'an, seperti dalam QS. An-Nisa: 11-12, yang memberikan petunjuk 

proporsional mengenai hak masing-masing ahli waris. Prinsip keadilan 

menjadi landasan utama, sehingga pembagian harus dilakukan secara adil dan 

sesuai syariat31 

2. Harta Warisan 

Harta warisan adalah aset atau kekayaan yang ditinggalkan oleh 

seseorang setelah meninggal dunia, yang selanjutnya menjadi hak bagi ahli 

warisnya. Harta ini meliputi benda bergerak, seperti uang, perhiasan, 

kendaraan, serta benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.32  

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama 

setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit hingga wafat, biaya 

pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.33 

 
30 Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 113. 
31 Hikmatullah, Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam (Serang: A-Empat, 2021), 220. 
32 Dika Ratu Marfu’atun et al., “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum 

Perdata Dan Hukum Islam,” Konsesus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi 1, 

no. 4 (2024): 229–35. 
33 Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, 115. 
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3. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti  

Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti didominasi oleh suku 

Melayu, di samping keberadaan suku-suku lain seperti Jawa, Tionghoa, dan 

Minangkabau. Dari segi agama, mayoritas penduduk menganut agama Islam 

dan sebagian lainnya beragama Buddha. Dalam konteks sosial-budaya, 

identitas Melayu dipahami sebagai kesatuan antara agama Islam, penggunaan 

bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari, serta pengamalan adat istiadat 

Melayu yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Prinsip adat 

Melayu dirumuskan dalam ungkapan “adat bersendikan syarak, syarak 

bersendikan Kitabullah”, yang menegaskan keterkaitan erat antara adat dan 

ajaran Islam sebagai landasan normatif kehidupan masyarakat Melayu.34  

Masyarakat Melayu merupakan komunitas yang kaya akan budaya dan 

tradisi. Hukum adat merupakan kumpulan norma, aturan, dan kebiasaan yang 

tidak tertulis namun diakui dan dijalankan oleh suatu masyarakat tertentu 

sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hukum ini berkembang 

secara turun-temurun dan berakar kuat pada tradisi, nilai-nilai budaya, dan 

kepercayaan lokal yang bersifat dinamis sesuai dengan perubahan sosial. 

Selain itu hukum adat bersumber pada perasaan keadilan rakyat, yang terus 

berkembang dan mencakup peraturan perilaku manusia dalam kehidupan 

sehari-hari, dihormati karena memiliki akibat hukum atau sanksi.35 Dalam 

 
34 Husni Thamrin, Antropologi Melayu (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), 220. 
35 Aprilianti and Kasmawati, Hukum Adat Di Indonesia (Bandar Lampung: Pusaka Media, 

2022), 4–5. 
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masyarakat Indonesia, hukum adat sering kali menjadi acuan dalam 

penyelesaian berbagai masalah, termasuk pembagian harta warisan, dengan 

menekankan prinsip musyawarah dan keharmonisan. 

4. Hukum Islam 

Hukum Islam, atau yang dikenal sebagai syariat, adalah sistem hukum 

yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma’ (konsensus ulama), dan qiyas 

(analogi). Hukum ini mencakup aturan yang mengatur seluruh aspek 

kehidupan manusia, termasuk hubungan spiritual, sosial, ekonomi, hingga 

pembagian harta warisan. Tujuan utama dari hukum Islam adalah mencapai 

keadilan, menjaga kemaslahatan umat, dan melindungi hak individu serta 

kelompok dalam masyarakat.36 Hukum Islam berarti seperangkat peraturan 

berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia 

mukalaf yang di akui dan di yakini berlaku dan mengikat untuk semua umat 

yang beragama Islam.37 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Dalam latar belakang masalah telah dijelaskan bahwa pembagian harta 

warisan merupakan salah satu persoalan penting dalam masyarakat, 

khususnya dalam konteks masyarakat Melayu di Kabupaten Meranti. Praktik 

pembagian warisan di daerah ini menunjukkan adanya perbedaan yang 

 
36 Prilia Kurnia Ningsih Ningsih, Fiqh Muamalah (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), 11–

14. 
37 Amir Syarifuddin, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 14. 
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signifikan antara tradisi adat dengan ketentuan hukum Islam. Berdasarkan 

latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat diidentifikasi 

masalah yang ada sebagai berikut: 

a. Praktik pembagian warisan pada masyarakat Melayu di Kabupaten 

Kepulauan Meranti dilakukan secara adat tanpa merujuk kepada 

ketentuan hukum Islam 

b. Kurangnya pemahaman masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan 

Meranti tentang ketentuan hukum waris dalam Islam  

c. Pembagian warisan sering kali ditunda hingga kedua orang tua, 

penguasaan dan pengelolaan harta peninggalan oleh salah satu 

pasangan yang masih hidup, pembagian warisan melalui musyawarah 

keluarga dengan kecenderungan pembagian sama rata, serta praktik 

hibah orang tua kepada anak yang tidak adil 

d. Belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis praktik 

pewarisan adat masyarakat Melayu Kepulauan Meranti dalam 

perspektif hukum Islam secara komprehensif. 

2. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada kajian praktik pewarisan harta warisan 

secara adat yang berlaku dalam masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan 

Meranti. Fokus penelitian diarahkan pada penundaan pembagian warisan, 

penguasaan harta peninggalan oleh salah satu pasangan yang masih hidup, 

pembagian melalui musyawarah keluarga dengan kecenderungan pembagian 

sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, serta praktik hibah orang tua 
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kepada anak yang bersumber dari harta yang berpotensi menjadi warisan. 

Analisis penelitian dibatasi pada penilaian praktik-praktik tersebut dalam 

perspektif hukum Islam dengan merujuk pada Al-Qur’an, hadis, ijma’, 

maqāṣid al-syarī‘ah, Kompilasi Hukum Islam, serta mashlahah dan 

mafsadah  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana implementasi pembagian warisan pada masyarakat Melayu 

di Kabupaten Kepulauan Meranti? 

b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembagian 

warisan secara adat pada masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan 

Meranti? 

c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pembagian 

warisan pada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan implementasi pembagian harta warisan yang 

dilakukan oleh masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti, 
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b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

pembagian warisan secara adat pada masyarakat Melayu di Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 

c. Untuk mengkaji implementasi pembagian warisan masyarakat melayu 

di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam perspektif hukum Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam berbagai 

aspek, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Manfaat Akademis 

1) Menambah wawasan akademik mengenai sistem pembagian harta 

warisan dalam masyarakat adat Melayu di Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 

2) Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

mengeksplorasi topik serupa. 

3) Mengembangkan teori dalam studi hukum adat terkait sistem 

pewarisan yang masih bertahan di masyarakat serta faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 

b. Manfaat Praktik 

1) Memberikan gambaran bagi pemerintah daerah dan instansi terkait 

dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan hukum waris 

adat 
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2) Menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, pengacara, dan mediator 

dalam menangani sengketa waris yang melibatkan hukum adat 

Melayu 

3) Menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut tentang hukum waris adat di Indonesia. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yang berisikan 

pembahasan sebagai berikut: 

1. Bab I (Pendahuluan) 

Bab ini berisi uraian mengenai dasar-dasar yang melatarbelakangi 

penelitian. Beberapa aspek yang dibahas dalam bab ini meliputi: latar 

belakang, definisi istilah, permasalahan yang mencakup identifikasi masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

2. Bab II (Landasan Teoritis) 

Bab ini berisi kajian terhadap literatur yang relevan dengan penelitian 

ini. Subbab dalam bab ini mencakup: teori mengenai hukum kewarisan Islam, 

prinsip-prinsip hukum Islam, hukum adat, hukum kewarisan adat, paradigma 

kewarisan hukum Islam dan adat, dan penelitian yang relevan. 

3. Bab III (Metodologi Penelitian) 

Bab ini membahas metode yang digunakan dalam penelitian untuk 

memperoleh data yang valid dan objektif. Subbab dalam bab ini meliputi: 
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jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan informan penelitian, sumber data, 

penelitian teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

4. Bab IV (Hasil dan Pembahasan) 

Bagian utama yang menyajikan temuan penelitian berdasarkan data 

yang telah dikumpulkan, serta analisis mendalam yang menghubungkan 

temuan tersebut dengan teori dan konsep yang relevan. Subbab dalam bab ini 

meliputi: profil Kabupaten Kepulauan Meranti, bentuk implementasi 

pembagian warisan masyarakat adat melayu, faktor-faktor timbulnya sistem 

pembagian warisan secara adat, tinjauan hukum Islam terhadap hukum waris 

adat pada masyarakat melayu Kabupaten Kepulauan Meranti, dan 

keterbatasan penelitian. 

5. Bab V (Kesimpulan dan Saran) 

Merupakan bagian terakhir dari penelitian yang berisi rangkuman hasil 

penelitian, kesimpulan, dan rekomendasi berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan. Subbab pertama, Kesimpulan, memuat ringkasan utama dari hasil 

penelitian, menjawab rumusan masalah yang diajukan. Pada subbab Saran, 

disampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak. Terakhir, 

bab ini diakhiri dengan refleksi terhadap keterbatasan penelitian yang telah 

dilakukan, serta saran untuk penelitian lebih lanjut.
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Hukum Kewarisan Islam 

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam 

Setiap manusia yang mengalami proses kelahiran pada akhirnya akan 

meninggal dunia. Kelahiran seseorang akan menimbulkan sebab akibat 

hukum serta timbulnya hak dan kewajibannya. Bagi orang lain, khususnya 

keluarganya dan orang-orang yang pernah berhubungan dengannya semasa 

hidupnya, terjadinya kematian juga akan menimbulkan sebab akibat hukum.38  

Tanggung jawab pribadi seseorang tidak beralih kepada orang lain 

ketika ia meninggal dunia, kecuali tanggung jawab yang berkaitan dengan 

harta benda orang yang meninggal dunia, akan beralih kepada orang-orang 

yang telah ditetapkan sebagai ahli waris. Proses peralihan harta dari orang 

yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup kemudian diatur oleh 

hukum waris/ ilmu faraidh atau disebut juga fiqih mawaris.39 

Lafadz al-faraidh sebagai jamak dari lafadz faridhah oleh ulama 

diartikan semakna dengan lafadz mafrudah, yakni bagian yang telah 

dipastikan atau ditentukan kadarnya.40 Istilah al-Mawarit المواريث merupakan 

bentuk jamak dari kata mirat راثیم  yang secara etimologis berarti harta 

peninggalan atau sesuatu yang diwariskan dari seseorang yang telah 

 
38 Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 33. 
39 Dahris Siregar, “Prinsip Keadilan Hukum Waris Islam Tentang Pembagian Warisan Antara 

Laki-Laki Dan Perempuan,” As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan 13, no. 1 (June 30, 

2024): 94, doi:10.51226/assalam.v13i1.505. 
40 Facturrahman, Ilmu Waris (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), 33–35. 
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meninggal kepada ahli warisnya. Dalam al-Mu’jam al-Wasit disebutkan 

bahwa: " من المیت المتروكة   yang berarti harta benda yang ditinggalkan " الأموال 

oleh seseorang setelah wafat, lalu berpindah kepada para ahli warisnya sesuai 

dengan ketentuan syariat.41 

Ilmu faraidh menurut Muhammad al-Syarbiny adalah ilmu tentang 

fiqih kewarisan, pemahaman tentang cara perhitungan yang dapat 

menyelesaikan urusan kewarisan, dan ilmu tentang syarat-syarat bagi setiap 

orang yang mewarisi harta warisan.42 Habi Ash-Shiddieqy mendefinisikan 

ilmu faraidh sebagai Ilmu yang mempelajari siapa yang berhak mewarisi dan 

siapa yang tidak, berapa bagian yang diterima masing-masing ahli waris, dan 

bagaimana pembagiannya.43 Selanjutnya Muhammad Muhyidin Abdul 

Hamid mendefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang batas (bagian) 

harta warisan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris).44 

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ilmu faraidh 

atau fiqih mawaris adalah kajian tentang pemindahan harta warisan dari orang 

yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Kajian ini meliputi 

aset-aset yang ditinggalkan, para ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, 

dan metode-metode penyelesaian pembagian harta warisan tersebut.45 

 
41 Majma’ al-Lughah al-’Arabiyyah, Al-Mu’jam al-Wasīt (Kairo: Dār al-Dakwah, 2004), 963. 
42 Assyarbaini, Mugni Al-Muhtaj, Juz III (Beirut: Dar al-Fikri, 1984), 3. 
43 Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 18. 
44 Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, Ahkam Al-Mawarits Fi al-Syari‘ati al-Islamiyah 

‘Ala Madzahib al-A’Imah al-Arba‘ah (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Araby, 1984), 41. 
45 Suparman Usman and Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 13–14. 
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Sebelum menguraikan apa yang dimaksud dengan harta warisan ada 

baiknya diutarakan terlebih dahulu apa yang disebut dengan harta 

peninggalan atau dalam bahasa Arab disebut dengan tirkah/tarikah. Menurut 

Muhammad Ali Ash-Shabuni, harta warisan mengacu pada segala sesuatu 

yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, termasuk hak-hak 

kebendaan, harta benda, dan hak-hak yang tidak bersifat kebendaan.46 

Pandangan fuqaha Hanafiyah menyatakan bahwa harta warisan adalah harta 

yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tanpa ada hubungan dengan 

orang lain (pihak ketiga). Ibnu Hazm, seorang pakar hukum Islam, 

berpendapat bahwa warisan yang wajib dibagikan hanya terbatas pada harta 

benda. Adapun hak-hak tertentu tidak dapat diwariskan, kecuali jika memiliki 

keterkaitan dengan benda, seperti hak mendirikan bangunan atau menanam 

tanaman di atas tanah.47 

Menurut pandangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah, 

harta peninggalan mencakup semua yang ditinggalkan oleh seseorang setelah 

wafatnya, baik berupa harta benda maupun hak-hak tertentu. Hak-hak 

tersebut bisa berupa hak kebendaan maupun hak non-kebendaan, yang tetap 

dianggap bagian dari warisan.48 Menurut Undang-Undang Hukum Waris 

Mesir, tirkah atau harta peninggalan didefinisikan sebagai segala sesuatu 

yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Ini mencakup aset 

 
46 Elvina Sagala, “Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam,” 

Jurnal Ilmiah Advokasi 5, no. 1 (2017): 28–40, doi:https://doi.org/10.36987/jiad.v5i1.319. 
47 Facturrahman, Ilmu Waris, 36–40. 
48 Ibid., 36–40. 
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yang dimiliki, tanggungan yang berkaitan dengan hak orang lain, biaya 

pemeliharaan, serta kewajiban membayar utang baik utang ainiyah 

(kewajiban yang melekat langsung pada suatu benda (ain/materi tertentu), 

maupun muthlaqah (bersifat mutlak yang menyangkut hak orang lain). 

Setelah seluruh tanggungan diselesaikan, sisa harta akan dibagikan kepada 

ahli waris yang berhak menerimanya.49 Dari defenisi di atas dapat diuraikan 

bahwa harta peninggalan itu terdiri dari:50 

a. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan 

Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, 

benda tidak bergerak, piutang-piutang (termasuk diyat atau denda wajib, 

dan uang pengganti qishash), dan barang lainnya termasuk dalam kategori 

ini. 

b. Hak-hak kebendaan 

Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini 

mencakup hal-hal seperti persediaan air minum, irigasi untuk pertanian 

dan perkebunan. 

c. Hak-hak yang bukan kebendaan 

Berikut ini termasuk dalam kategori hak non kebendaan: hak khiyar, 

hak syuf'ah (hak tetangga atas tanah pekarangan, hak pembelian eksklusif 

untuk satu anggota perusahaan). 

 
49 Sagala, “Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam,” 34. 
50 Facturrahman, Ilmu Waris, 36. 
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Hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan harus diberikan sebelum 

harta warisan dibagi kepada para ahli waris. Hak-hak tersebut meliputi:51 

a. Zakat warisan 

Zakat warisan adalah zakat yang seharusnya dibayarkan oleh 

almarhum tetapi belum direalisasikan sebelum kematiannya. Zakat 

warisan sering dibahas sebagai bagian dari zakat maal. Hukum Islam 

menetapkan bahwa zakat maal menjadi wajib apabila harta mencapai nisab 

tertentu dan telah melewati haul (masa kepemilikan satu tahun). Oleh 

karena itu, bila harta warisan memenuhi kedua syarat tersebut yakni 

mencapai nisab dan telah dalam kepemilikan selama haul maka zakat 

warisan menjadi kewajiban bagi penerima waris.52 Umumnya, persentase 

zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari nilai aset tersebut, sebagaimana 

berlaku untuk zakat maal pada umumnya.53 Namun zakat ini tidak 

diterapkan pada tanah atau rumah warisan yang tidak produktif atau tidak 

dijual; baru ketika aset tersebut dijual dan hasilnya mencapai nisab, maka 

zakat 2,5% dikenakan atas hasil penjualannya. Di dalam praktik 

kontemporer, sebagian ulama dan lembaga zakat memandang warisan 

setara dengan harta temuan (rikaz) sehingga harus dizakati sebagaimana 

harta biasa. 

 
51 Suhrawadi, K. Lubis, and Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis) 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 42–48. 
52 Mahmudin Hasibuan and Ebin Saleh Hasibuan, “Zakat Perhiasan Istri Setelah Meninggal 

Dunia Menurut Hukum Islam,” Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 3 (2023): 24671. 
53 Misbahuddin Fatmawati, “Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam,” Socius: 

Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 1, no. 6 (January 7, 2024): 52–55, 

doi:10.5281/ZENODO.10466049. 
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b. Biaya perawatan jenazah 

Biaya perawatan jenazah dalam hukum Islam merupakan 

pengeluaran pertama yang wajib dipenuhi dari harta peninggalan 

seseorang setelah ia wafat.54 Perawatan ini mencakup seluruh kebutuhan 

dasar sejak terjadinya kematian hingga proses pemakaman selesai. Rincian 

nya meliputi biaya memandikan jenazah, mengafani dengan kain kafan 

yang layak, mengangkat dan mengusung jenazah menuju tempat 

pemakaman, biaya penggalian liang kubur, serta penguburan sesuai 

dengan tuntunan syariat. Ulama menegaskan bahwa biaya-biaya tersebut 

diambil dari harta pewaris sebelum dilakukan pembagian warisan, karena 

penghormatan terhadap mayit dan pemenuhan haknya untuk dimakamkan 

secara terhormat adalah kewajiban yang didahulukan.55 

c. Biaya-biaya yang berkaitan dengan utang yang masih ditagih oleh para 

kreditur (pemberi pinjaman) 

Dalam hukum Islam, utang memiliki kedudukan yang sangat penting 

karena termasuk dalam hak-hak manusia (ḥuqūq al-‘ibād) yang tidak 

gugur dengan kematian. Utang tetap melekat pada harta peninggalan 

seseorang dan harus dilunasi dari tirkah (harta warisan) sebelum dibagikan 

kepada ahli waris.56 Para fuqaha menegaskan bahwa pelunasan utang lebih 

 
54 Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” 2020. 
55 Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah (Jakarta: 

Gema Insani, 2011), 364. 
56 Agita Maira Ramdani and Fatmie Utari, “Analisis Terhadap Hak Waris Atas Utang 

Anggota Ahli Waris Yang Dibebaskan Dari Kewajiban Mencicil Utang Ditinjau Dari Hukum Waris 

Islam,” Jurnal Penelitian Hukum Padjadjaran 1, no. 2 (2019): 197–210. 
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didahulukan daripada pembagian warisan karena hak kreditur harus 

dipenuhi agar tidak terjadi kezaliman. Hal ini sesuai dengan hadis  

أَ نْف قَ  أَ نْ فَ أ ر دْت  َع ي الًَ، ثَ لا ثَ  ائ ة َد رْه مٍ،َو ت  ر ك  َو ت  ر ك  أَ خ اه َم ات  أَ نَّ اَلْ تْ و ل  بَْن  ل ىَه اَعَ ع نَْس عْد 
يَل ه ،َف  قَ ع ي ا َالنَّب  ع ل يْه َو س لَّمَ ََال  َع نْهَ ص لَّىَاللََّّ  ينْ ه ،َف اقْض  َب د  َمَ ْب وس   .:َإ نََّأ خ اك 

Dari Sa‘d bin al-Atwal, bahwa saudaranya meninggal dunia dan 

meninggalkan harta sebanyak tiga ratus dirham serta meninggalkan 

keluarga. Ia (Sa‘d) ingin menggunakan harta itu untuk keluarganya. Maka 

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya saudaramu terikat dengan 

utangnya, maka bayarkanlah (utang itu) untuknya.” (HR. Ibnu Majah No. 

2424)57 

Utang-utang kepada Allah, seperti zakat dan kafarat, tidak menjadi 

kewajiban bagi ahli waris untuk melunasi nya, kecuali jika almarhum 

sebelumnya telah berwasiat agar utang tersebut dibayarkan. 

d. Wasiat  

Dalam konteks ini, wasiat diartikan sebagai wasiat yang tidak 

ditujukan untuk kepentingan ahli waris dan nilainya tidak boleh melebihi 

sepertiga (1/3) harta warisan.58 Hal ini berdasarkan dari sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh Muslim  

كَ ليه مَْي َ  نَْو ل د َس عْدٍ َع نَْث لاث ةٍَمٰ  َالحْ م ير يٰ  دٰ ث ه َع نَْع مْروٍَبْن َس ع يدٍَع نَْحْ  يْدٍَبْن َع بْد َالرَّحْْ ان 
َص لَّىَاللَّّ َع ل يَْ َّ َالنَّب  َأ نَّ َ ه َو س لَّمَ ع نَْأ ب يه  َأ نَْت ذ ر  كَ ب ير َإ نَّك  َأ وْ كَ ث ير َ  ،َو الث يل ث  :َالث يل ث  ق ال 

َالنَّاسَ  َأ غْن ي اء َخ يْر َم نَْأ نَْت ذ ر ه مَْع ال ةًَي  ت ك فَّف ون   و ر ث  ت ك 
Dari 'Amru bin Sa'id dari Humaid bin Abdurrahman Al Himyari dari 

ketiga anak Sa'd semuanya telah menceritakan kepadanya dari Ayahnya, 

bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata “Sepertiga, dan 

sepertiga itu sudah banyak (besar). Sesungguhnya engkau meninggalkan 

 
57 Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Ṣadaqāt, Bāb al-Qard, No. 2424 (Beirut: Dār al-

Fikr, 1997), 175. 
58 Abdul Rashid and Haji Abdul Latif, Wasiat Dalam Islam (Malaysia: Universiti kebangsaan 

Malaysia, 1986). 
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ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau 

meninggalkan mereka miskin meminta-minta kepada orang lain” (HR, 

Muslim No. 1628)59 

Setelah poin 1, 2, 3, dan 4 dikeluarkan, maka harta tersebut menjadi 

harta warisan dan kemudian dibagi di antara para ahli waris sesuai dengan 

ketentuan-ketentuannya.  

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam 

Tujuan hukum Islam diturunkan oleh Allah swt adalah untuk maslahat 

atau kepentingan dan kebajikan umat manusia, serta menghindarkan mereka 

dari kerusakan dan bahaya dunia dan akhirat.60 Ibnu Qayyim al-Jauzi 

menyampaikan bahwa sesungguhnya syariat dibangun dan berdasar pada 

hikmah dan kemaslahatan manusia, baik untuk kehidupan dunianya maupun 

akibatnya. Karena syariat itu semuanya adil, semuanya rahmat, dan semuanya 

maslahat serta penuh hikmah. Setiap sesuatu yang melenceng dari keadilan 

kepada ketimpangan, dari rahmat sebaliknya, dari maslahat ke mafsadat dan 

dari hikmah kepada tak bermakna, maka hal itu tidak sesuai dengan syariat, 

meskipun dipaksakan penafsiran nya sebagai mashlahah.61 

Hukum kewarisan Islam adalah salah satu bagian penting dari syariat 

Islam yang mengatur pembagian harta warisan setelah seorang Muslim 

meninggal dunia.62 Aturan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan 

 
59 Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairī al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 3 (Beirut: 

Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), 1250. 
60 ‘Abdul karim Zaydan, Al Wajiz Fi Usulil Fiqh (Beirut: Muassasah Ar-risalah, 1407), 378. 
61 Muhammad Ichsan, Hukum Pidana Islam, Mengutip Dari Ibnu Manzur, Lisanul Arab 

(Kairo: Darul Ma’arif, n.d.). 
62 Zulham Wahyunadi and Raihanah Hj Azahari, “Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan 

Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Islam Futura 14, no. 2 

(February 1, 2015): 166, doi:10.22373/jiif.v14i2.328. 
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distribusi harta secara adil, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga dan 

masyarakat. Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an, Nabi 

Muhammad SAW telah memberikan petunjuk yang tegas kepada para 

umatnya tentang tata cara pembagian harta warisan. Rasulullah SAW 

bersabda:  

َ َإ بْن  َع نْ َأ ب يه  ََاسٍَع بَّع نْ َأ هْل  َب يْ  َالْم ال  م وا َاقْس  َو س لَّم : َص لَّىَاللَّّ َع ل يْه  َاللَّّ  َر س ول  َق ال  ق ال 
َاللََّّ  َع ل ىكَ ت اب   الْف ر ائ ض 

Dari Ibnu Abbas dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 

bersabda: "Bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak 

(Dzawil furudl) sesuai dengan Kitabullah (HR. Muslim No. 1615)63 

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa setiap muslim wajib 

mengikuti dan mengamalkan hukum pembagian harta warisan sesuai dengan 

hukum Islam (fardhu 'ain). Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad merupakan tiga 

sumber hukum Islam yang dapat dijadikan landasan dalam mengidentifikasi 

dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum. Berikut ini adalah sumber 

hukum Islam yang menjadi landasan pembagian harta warisan:64 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an merupakan sumber utama hukum Islam, termasuk dalam 

hal kewarisan. Perlu diketahui bahwa hanya ketentuan-ketentuan yang 

berkaitan dengan pembagian warisan yang paling lengkap penjelasannya 

dari sekian banyak masalah hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Al-

 
63 Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz III (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyyah, 1992), 23. 
64 Usman and Somawinata, Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam, 20. 
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Qur’an menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara jelas 

antara lain:   

1) Surah An-Nisa’ ayat 7 

َو الََْ  ن  َالْو ال ده َمّ َّاَت  ر ك  يْب  َو ل لنٰ س اۤء َن ص 
َۖ
َو الَْ قْ ر ب  وْن  ن  َالْو ال ده َمّٰ َّاَت  ر ك  يْب  َن ص  َقْ ر ب  وْن َمّ َّال لرٰ ج ال 

بًاَمَّفْر وْضًا ي ْ َن ص 
 
ث  ر  كَ  نْه َا وْ  ق لََّم 

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua 

dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun 

banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa: 7)65 

Mengenai alasan turunnya ayat ini, pada saat itu (empat belas 

abad yang lalu) laki-laki dewasa memonopoli dalam pengambilan harta 

warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapat pembagian sedikit pun 

dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak, atau kerabat. Selain itu 

anak laki-laki yang belum mampu berperang dan anak perempuan, 

meskipun mereka yatim, tidak diperbolehkan mewarisi harta orang tua 

mereka, khususnya di Jazirah Arab, yang ahli warisnya hanya terbatas 

pada laki-laki yang mampu berperang dan mengumpulkan harta 

rampasan perang. Maka Al-Qur’an mengubah sistem yang cenderung 

menindas kaum lemah ini.66 

 Setelah turunnya ayat ini, masyarakat pada saat itu menganggap 

ada keganjilan karena mengubah kerangka sistem hukum waris yang 

 
65 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, 105. 
66 Muhammad Lutfi Hakim, “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara 

Laki-Laki Dengan Perempuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam,” Jurnal Almaslahah 12, no. 1 

(2016): 3, doi:https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.339. 
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berlaku, yaitu memberikan kedudukan yang sama kepada anak laki-laki 

dan anak perempuan sebagai ahli waris dari orang tuanya tanpa melihat 

kemampuan berperang nya. Ayat 7 surat An-Nisa’ menetapkan bahwa 

semua kerabat berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, baik 

laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, meskipun pembagiannya 

tidak sama, karena disesuaikan dengan fungsi dan tanggung jawab 

masing-masing.67 

2) Surah An-Nisa’ ayat 11 

Ayat ini merupakan landasan utama hukum kewarisan dalam 

Islam. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan pembagian harta warisan 

kepada anak-anak (laki-laki dan perempuan), orang tua, dan suami atau 

istri. Ayat ini berkaitan dengan kasus Sa'ad bin Rabi', seorang sahabat 

Nabi yang gugur dalam Perang Uhud. Setelah wafatnya, istrinya datang 

kepada Nabi Muhammad karena anak-anaknya tidak menerima bagian 

warisan dari kerabat suaminya yang mengambil alih harta tersebut. 

Ayat ini turun sebagai jawaban atas kezaliman tersebut, untuk 

menetapkan hak waris anak-anak secara adil.68  Allah berfirman: 

ََِۚف إَ  َٱلْْ نث  ي يْ  َََۖل لذَّك ر َم ثْل َح ظٰ  فِ َْٓأ وْل هد ك مْ ٱَللََّّ  يك م  َث  ل ث اَي وص  َف  ل ه نَّ ٱَثْ ن  ت يْ  َن س آْءًَف  وْق  نكَ نَّ

ن ْه م اَٱلسيَ دٍَمٰ  َو هح  ََِۚو لْ  ب  و يْه َل ك لٰ  ةًَف  ل ه اَٱلنٰ صْف  د  َََۖو إ نكَ ان تَْو هح  َمّ َّاَت َ م اَت  ر ك  َإ نَد س  ر ك 

 
67 Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam (Jakarta: Amzah, 2011), 279. 
68 Hakim, “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan 

Perempuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam,” 7. 
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َإ خْو ة َفَ ك انَ  َل ه ۥْٓ كَ ان  ََِۚف إ ن ه َٱلث يل ث  َأ ب  و اه َف لِ  مٰ  َو و ر ث ه ۥْٓ َي ك نَلَّه ۥَو ل د  ََِۚف إ نَلََّّْ ه ََل ه ۥَو ل د  لِ  مٰ 

َ َء ابِ ْٓؤ ك مَْو أ بْ ن آْؤ ك مَْ أ وَْد يْنٍ ىَبِ  آَْ يَّةٍَي وص  ََِۚم نَۢب  عْد َو ص  َت دْر ونَ ََٱلسيد س  َل ك مَْأ ي يه مَْأ ق َََْلَ  ر ب 

َ َإ نََّٱللَّّ كَ ان َع ل يمًاَح ك يمًا َٱللَّّ  ََِۚف ر يض ةًَمٰ ن   ن  فْعًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki 

sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu 

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka 

dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) 

itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). 

Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta 

yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia 

(yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua 

orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang 

meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 

seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang 

dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan 

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang 

lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. 

(Q.S An-Nisa: 11)69 

Ayat ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam 

sudah ditentukan oleh Allah, sehingga tidak boleh diubah seenaknya 

sesuai keinginan manusia. Pembagian yang proporsional ini bertujuan 

untuk memastikan keadilan berdasarkan kebutuhan dan tanggung 

jawab masing-masing ahli waris. 

 
69 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, 106. 
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3) An-Nisa’ ayat 12 

Surah An-Nisa’ ayat 12 menjelaskan pembagian untuk pasangan 

suami istri dan kerabat lainnya. Suami mendapatkan separuh dari harta 

istri jika tidak ada anak, dan sepertiga jika ada anak. Sebaliknya, istri 

mendapatkan seperempat dari harta suami jika tidak ada anak, dan 

seperdelapan jika ada anak. Ayat ini juga mengatur bagian saudara 

seibu, yaitu sepertiga jika mereka lebih dari satu, dan seperenam jika 

hanya satu.70 Allah swt berfirman 

َ َِۚ َو ل د  َي ك نَلََّّ نَّ َإ نَلََّّْ َأ زْو هج ك مْ َم اَت  ر ك  َمّ َّاَو ل ك مَْن صْف  َٱلريب ع  َف  ل ك م  َو ل د  َلَّ  نَّ كَ ان  ف إ ن

يَّةٍَيَ  ََِۚم نَۢب  عْد َو ص  ي ك نَلَّكَ ت  ر كْن  َّاَت  ر كْت مَْإ نَلَََّّْ
َٱلريب ع َمّ  ََِۚو لَّ  نَّ أ وَْد يْنٍ َبِ  آَْ ََِۚف إ نَوص ي  مَْو ل د 

نَۢ ََِۚمٰ  َّاَت  ر كْت م
َٱلثيم ن َمّ  َ َو إ نكَ ان َر ج ل َك ان َل ك مَْو ل د َف  ل ه نَّ أ وَْد يْنٍ يَّةٍَت وص ون َبِ  آَْ َب  عْد َو ص 

كَ ل هل ةًَأَ  ََِۚف إ نََي ور ث  ن ْه م اَٱلسيد س  دٍَمٰ  َو هح  َف ل ك لٰ  َأ خ َأ وَْأ خْت  َم نَو َٱمْر أ ة َو ل ه ۥْٓ ك ان  وْٓاَ۟أ كْث  ر 

يَّ َم نَۢب  عْد َو ص  َِۚ َٱلث يل ث  َف  ه مَْش ر ك آْء َفِ  يَّةًَمٰ ن َذ هل ك  َو ص  َِۚ َبِ  آَْأ وَْد يْنٍَغ يْر َم ض آْرٍٰ ةٍَي وص ىه

َ َو ٱللَّّ ََ  ع ل يم َح ل يمَ ٱللَّّ 

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-

istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) 

itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan 

setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta 

yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 

 
70 Raja Ritonga, “The First Class of Women Heir Member in the Observation of Surah An-

Nisa Ayat 11, 12, and 176,” Al-‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam 6, no. 1 (2021): 1–17, 

doi:https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362. 
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mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta 

yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau 

(dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki 

maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan 

anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang 

saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis 

saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-

saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam 

bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya 

atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli 

waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Penyantun. (Q.S An-Nisa:12)71 

Ayat ini menggarisbawahi hak pasangan dalam warisan, yang 

menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan penting dalam 

pembagian warisan. Hak mereka ditentukan berdasarkan keberadaan 

anak, menunjukkan fleksibilitas aturan dalam mengakomodasi kondisi 

keluarga yang berbeda. 

Ayat ini turun untuk menjelaskan pengaturan warisan keluarga 

secara lebih luas. Salah satu peristiwa yang melatarbelakangi turunnya 

adalah ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad 

mengenai hak waris suami dan istri dalam berbagai situasi keluarga. 

Ayat ini kemudian diturunkan sebagai penjelasan dan penyempurnaan 

hukum waris Islam.72 

 
71 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, 107. 
72 Ritonga, “The First Class of Women Heir Member in the Observation of Surah An-Nisa 

Ayat 11, 12, and 176,” 1–17. 
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4) Surah An-Nisa’ ayat 176 

Surah An-Nisa’ ayat 176 memberikan aturan untuk situasi 

khusus, seperti warisan saudara laki-laki dan perempuan seibu. Ayat ini 

merupakan jawaban atas kasus yang melibatkan kalalah, yaitu 

seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak. 

Dalam situasi ini, Allah menjelaskan bahwa saudara perempuan 

mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan, sedangkan saudara 

laki-laki mendapatkan seluruh harta jika tidak ada ahli waris lainya. Jika 

ada saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara laki-laki 

mendapatkan bagian dua kali lebih besar daripada saudara 

perempuan.73 Firman Allah swt: 

َف  ل ه ا َأ خْت  َو ل ه ۥْٓ َو ل د  َل ه ۥ َل يْس  َه ل ك  َٱمْر ؤ ا۟ َإ ن  َِۚ ل هل ة  َٱلْك  َفِ  َٱللَّّ َي  فْت يك مْ َق ل  َي سْت  فْت ون ك 

َ َن صْف  ََِۚو ه و  ََِۚم اَت  ر ك  َمّ َّاَت  ر ك  اَٱلث يل ث ان  َف  ل ه م  ََِۚف إ نكَ ان  ت اَٱثْ ن  ت يْ  ي ك نَلََّّ اَو ل د  ي ر ث  ه آَْإ نَلَََّّْ

ليَ ل ك مَْأ نَت ض  َ َي  ب يٰ  َٱللََّّ  َٱلْْ نث  ي يْ  َ َو ٱللََّّ واَ۟و إ نكَ ان  وْٓاَ۟إ خْو ةًَرٰ ج الًََو ن س آْءًَف ل لذَّك ر َم ثْل َح ظٰ 

 َش ىْءٍَع ل يم َۢب ك لَٰ 

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, 

“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika 

seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai 

seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) 

seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-

lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak 

mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, 

 
73 Ibid. 
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bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka 

(ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, 

bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang 

saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar 

kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S An-

Nisa: 176)74 

Ayat ini terkait dengan permintaan fatwa dari Jabir bin Abdullah, 

yang bertanya kepada Nabi Muhammad Saw. mengenai warisan bagi 

seseorang yang meninggal tanpa ayah dan anak. Setelah pertanyaan ini, 

Nabi menunggu wahyu, dan kemudian ayat ini diturunkan untuk 

menjelaskan hak-hak waris dalam situasi tersebut.75 

Aturan ini menunjukkan bagaimana Al-Qur’an memberikan 

pedoman dalam kasus-kasus tertentu, seperti ketika seseorang 

meninggal tanpa keturunan langsung. Ayat ini mengakomodasi 

berbagai kondisi keluarga, yang mencerminkan komprehensivitas 

hukum Islam. 

b. Hadis 

Selain Al-Qur’an, hadis juga menjadi rujukan utama dalam hukum 

kewarisan Islam. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam 

setelah Al-Qur'an. Hadis berfungsi menjelaskan, memerinci, dan 

melengkapi ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, termasuk dalam 

persoalan pembagian harta warisan. Sebagai penjelas, hadis memberikan 

 
74 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, 142–43. 
75 Ibn Kathir, Tafsir Al-Quran al-Azim (Riyadh: Darussalam, 2003), 23. 
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rincian yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat-ayat Al-Qur'an 

tentang warisan.76 Beberapa hadis juga menjawab persoalan-persoalan 

spesifik yang muncul di kalangan umat Muslim. Rasulullah Saw 

memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai penerapan ayat-ayat 

warisan dalam berbagai situasi. Beberapa hadis penting terkait kewarisan 

antara lain:77 Hadis yang menjadi ketentuan pembagian warisan: 

م واَ َاللَّّ َص لَّىَاللَّّ َع ل يْه َو س لَّم :َاقْس  َر س ول  َق ال  َع نَْأ ب يه َع نَْإ بْن َع بَّاسٍَق ال  َأ هْل  َب يْ  الْم ال 
َاللََّّ  َع ل ىكَ ت اب   الْف ر ائ ض 

Dari Ibnu Abbas dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 

bersabda: "Bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak 

(Dzawil furudl) sesuai dengan Kitabullah (HR. Muslim No. 1615)78 

َ: ع ل يْه َو س لَّم َق ال  َاللَّّ َص لَّىَاللََّّ  َع نَْأ ب يه َع نَْابْنَ َع بَّاسٍََع نَْر سَ ول  ع نَْع بْد َاللَّّ َبْن َط او س 
َر ج لٍَذ ك رٍَ َف لِ  وْلَ  َالف ر ائ ض  َبِ  هْل ه اَف م اَت  ر ك ت   أ لحْ ق واَالف ر ائ ض 

Dari Abdullah bin Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dari Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Berikanlah harta warisan 

kepada yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk keluarga 

laki-laki yang terdekat." (HR. Muslim No. 1615)79 

Hadis tentang penghalang warisan: 

َه ر يْ ر ة َأ نََّر سَ  َاللَّّ َص لَّىَاللََّّ ع نَْحْ  يْدٍَع نَْأ ب  َي ر ثَ َع ل يْه َو س لَّم َقَ ول  :الْق ات ل َلَ   ال 
Dari Humaid dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 

'alaihi wa sallam bersabda: "Pembunuh tidak berhak mendapatkan harta 

warisan. " (HR. Ibnu Majah No. 2645)80 

 
76 Fahrur Roji and Mochamad Samsukadi, “Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi,” 

Jurnal Mu’allim 2, no. 1 (December 22, 2019): 42–56, doi:10.35891/muallim.v2i1.2189. 
77 Usman and Somawinata, Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam, 35–36. 
78 Muslim, Shahih Muslim, Juz III, 23. 
79 Muhyiddin, Syarh Al-Nawawi ’ala Shahih Muslim, Juz II:54. 
80 Ibn Abi Daud, Sunan Abi Daud, Juz III (Bandung: Maktabah Dahlan, n.d.), 10. 
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Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an memiliki 

peran penting dalam menetapkan hukum waris Islam. Dengan 

menjelaskan, merinci, dan memberikan solusi atas kasus-kasus spesifik, 

hadis memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil 

sesuai dengan ketentuan syariat. Pemahaman mendalam terhadap hadis 

memungkinkan pelaksanaan hukum waris yang lebih sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam.81 

c. Ijma’  

Dalam hukum Islam, selain Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber 

utama, terdapat dua sumber sekunder yang menjadi rujukan, yaitu ijma’ 

dan qiyas. Ijma’ adalah kesepakatan para ulama mujtahid mengenai suatu 

hukum syariat yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad.82 

Dalam konteks hukum waris, ijma’ dan ijtihad para sahabat, para 

imam mazhab, dan para mujtahid sering digunakan untuk menentukan 

hukum dalam kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-

Qur'an dan hadis.83 Sebagai contoh, pembagian muqasamah (bagi sama) 

dalam masalah al-Jaddu wal-Ikhwah (kakek bersama-sama dengan 

 
81 Roji and Samsukadi, “Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi.” 
82 W. B. Hallaq, An Introduction to Islamic Law (New York: Cambridge University Press, 

2009), 172. 
83 Wahyudi Wahyudi and Ending Solehudin, “Ijma’ Sebagai Sumber Hukum: Antara 

Konsensus Ulama Dan Dinamika Zaman,” Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) 3, no. 2 (July 

26, 2025): 47–64, doi:10.15575/ejil.v3i2.1938. 
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saudara-saudara)84, wasiat wajibah85, pengurangan dan penambahan 

bagian para ahli waris dalam masalah ‘Aul dan Radd86, pembagian 

tsulutsul baqi (sepertiga sisa) bagi ibu jika hanya bersama bapak dan suami 

isteri dalam masalah Gharrawain,87 Berikut akan dijelaskan secara ringkas 

contoh pembagian yang disebutkan diatas 

1) al-jadd wa al-ikhwah. 

Pembahasan ini muncul ketika seorang kakek dari pihak ayah 

(jadd) hadir bersama saudara-saudara pewaris (ikhwah). Tidak ada ayat 

Al-Qur’an atau hadits yang secara tegas menetapkan bagian kakek bila 

berada bersama saudara-saudara. Maka, para ulama melalui ijtihad 

mempertimbangkan apakah kakek menjadi ashab atau mendapat 

bagian fardh. Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan kakek 

dalam situasi ini.88 Pendapat yang banyak diterima (jumhur) 

menyatakan bahwa kakek bisa mengambil keputusan memilih: 

Pertama, menjadi bagian dari muqasamah (berbagi sama rata) 

bersama saudara-saudara, sehingga semua (kakek + saudara) berbagi 

rata menurut jumlah mereka. Kedua, atau mengambil bagian fardh 

tertentu (misalnya 1/6) sementara sisanya dijadikan milik para saudara 

 
84 Aulia Muthiah and Novy Sri Pratiwi Hardini, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia, 2015), 53. 
85 Ibid., 83. 
86 Ibid., 70–71. 
87 Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, 107. 
88 Muthiah and Hardini, Hukum Waris Islam, 53. 
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sebagai ashabah. Kesepakatan (ijma’) dapat dikatakan terjadi bahwa 

muqasamah dapat diterapkan dalam kasus tersebut sebagai solusi adil.89 

Misal A meninggal, meninggalkan ahli waris: Kakek laki-laki dan 

Dua saudara kandung laki-laki. Harta warisan = Rp 120.000.000. 

Pertama, pilihan muqasamah: Jumlah ahli (kakek + 2 saudara) = 3 

orang. Tiap orang mendapat 1/3. Kakek = 40 juta, Saudara 1 = 40 juta, 

Saudara 2 = 40 juta. Kedua, pilihan fardh + ashabah. Misal kakek 

mengambil 1/6 sebagai fardh = 20 juta, Sisa 100 juta tersebut dibagi ke 

saudara sebagai ashabah (masing-masing 50 juta) 

Kedua opsi ini dikenal dalam tradisi fikih sebagai jalan 

penyelesaian, dan ulama mengistiqra’ (mengamati) praktik umat bahwa 

muqasamah banyak diterapkan.  

2) Wasiat Wajibah 

Wasiat wajibah merupakan salah satu instrumen hukum kewarisan 

Islam yang berkembang secara khas dalam sistem hukum Islam di 

Indonesia dan dilembagakan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Keberadaan wasiat wajibah mencerminkan upaya ijtihad hukum untuk 

menjawab kebutuhan sosial masyarakat yang tidak sepenuhnya dapat 

diakomodasi oleh ketentuan faraidh. Dalam konteks hukum nasional, 

wasiat wajibah termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama 

 
89 Supardin, Fikih Mawaris Dan Hukum Kewarisan: Studi Analisis Perbandingan (Gowa: 

Pusaka Almaida, 2018), 71. 
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2009.90 

Secara teoritis wasiat wajibah dapat dipahami sebagai penetapan 

hukum oleh hakim atau penguasa negara yang mewajibkan pemberian 

wasiat kepada pihak tertentu dalam kondisi tertentu, meskipun pewaris 

tidak menyatakannya secara langsung semasa hidup. Dengan karakter 

imperatif tersebut, wasiat wajibah tidak bergantung pada kehendak 

pewaris, melainkan ditetapkan demi menjamin terwujudnya keadilan dan 

kemaslahatan dalam pembagian harta peninggalan. 

Kompilasi Hukum Islam memiliki pengaturan tersendiri mengenai 

wasiat wajibah yang berbeda dari ketentuan di sejumlah negara Muslim 

lainnya. Dalam KHI, wasiat wajibah dibatasi hanya untuk anak angkat dan 

orang tua angkat. Berbeda dengan itu, negara-negara seperti Mesir, Suriah, 

Maroko, dan Tunisia menerapkan konsep wasiat wajibah untuk 

menyelesaikan persoalan cucu yang terhalang mewarisi karena orang 

tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakek atau neneknya. Pembatasan 

penerapan wasiat wajibah dalam KHI dilatarbelakangi oleh pertimbangan 

para perumusnya, antara lain karena ulama Indonesia belum menerima 

kedudukan anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana dikenal dalam 

 
90 Khomaini, “Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah 

Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah METADATA 5, no. 2 (August 2, 2023): 139–52, 

doi:10.47652/metadata.v5i2.375. 
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hukum adat, serta pandangan bahwa pengembangan konsep ahli waris 

pengganti bagi cucu dinilai lebih adil dan manusiawi bagi konteks 

masyarakat Indonesia.91 

Pembatasan maksimal sepertiga dalam pelaksanaan wasiat wajibah 

merupakan bentuk konsistensi KHI dengan prinsip umum wasiat dalam 

hukum Islam, yang bertujuan melindungi hak ahli waris sah agar tidak 

tereduksi. Wasiat wajibah dilaksanakan setelah dikurangi biaya 

pemakaman dan pelunasan utang pewaris, namun sebelum pembagian 

warisan kepada ahli waris.92 Dengan mekanisme ini, wasiat wajibah 

berfungsi sebagai instrumen distribusi harta yang bersifat korektif 

terhadap sistem faraidh. 

Sebagai ilustrasi konkret, misalkan seorang pewaris Muslim 

meninggal dunia dengan harta bersih senilai Rp300.000.000 tanpa 

meninggalkan wasiat tertulis. Pewaris tersebut tidak memiliki saudara 

kandung yang masih hidup, namun ia memiliki seorang anak angkat yang 

sejak kecil diasuh dan dibesarkan tanpa pernah menerima hibah atau 

wasiat semasa hidup. Karena anak angkat tersebut tidak termasuk ahli 

waris dalam hukum faraid, hakim di Pengadilan Agama kemudian 

menetapkan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sesuai 

ketentuan KHI sebesar maksimal sepertiga harta peninggalan, yakni 

 
91 Hartini, “Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” Mimbar Hukum 

37, no. 2 (2001): 189. 
92 Rashid and Latif, Wasiat Dalam Islam, 38. 
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Rp100.000.000. Kemudian sisa harta sebesar Rp200.000.000 dibagikan 

kepada ahli waris yang sah menurut faraidh setelah dikurangi kewajiban-

kewajiban lain seperti biaya pemakaman dan utang pewaris. Bagian wasiat 

wajibah kepada anak angkat ini diberlakukan meskipun pewaris tidak 

pernah secara formal menetapkannya semasa hidup, karena tujuan hukum 

ini adalah untuk menjembatani kebutuhan perlindungan sosial dan 

keadilan bagi pihak yang secara nyata bergantung pada pewaris namun 

tidak termasuk ahli waris secara hukum Islam.93 

3) Aul 

Secara harfiah, aul artinya bertambah atau meningkat. Aul adalah 

kondisi ketika bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an 

dan Sunnah jumlahnya melebihi keseluruhan harta peninggalan (lebih dari 

satu kesatuan harta). Dalam kondisi demikian, pembagian dilakukan 

dengan cara mengurangi bagian setiap ahli waris secara proporsional agar 

keseluruhan pembagian sesuai dengan jumlah harta yang ada. Hal tersebut 

dilakukan karena jika pembagian warisan dijalankan sesuai ketentuan 

yang berlaku, maka harta yang tersedia tidak akan mencukupi.94 

Kondisi aul terjadi karena berkumpulnya sejumlah ahli waris yang 

berhak atas bagian tertentu (dzawul furudh). Hal ini menyebabkan bagian 

mereka mengalami pengurangan, sedangkan asal masalah menjadi lebih 

 
93 Khomaini, “Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah 

Dalam Perspektif Hukum Islam.” 
94 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 109. 
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besar. 95 Mekanisme ini pertama kali diterapkan pada masa Khalifah Umar 

bin Khattab, kemudian diikuti oleh mayoritas ulama dan dijadikan ijma’ 

sebagai solusi praktis dalam menjaga keadilan distribusi harta warisan.96 

Misalnya, seorang istri meninggalkan suami, saudara perempuan 

seibu, saudara perempuan sebapak, dan ibu. Menurut ketentuan faraidh, 

bagian suami 1/2, bagian saudara perempuan seibu 1/2, saudara 

perempuan sebapak 1/6, dan bagian ibu 1/6. Jika dijumlahkan, total nya 

8/6 (melebihi satu). Dalam kasus ini dilakukan aul yang awalnya 6 

menjadi 8. 

Dalam kasus ini terlihat bahwa nilai pembilang lebih besar 

dibandingkan penyebut, yaitu 8 berbanding 6 (8/6). Konsekuensi nya, 

bagian setiap ahli waris mengalami pengurangan dari jatah semestinya. 

Misalnya, suami yang seharusnya memperoleh 3/6, berkurang menjadi 

3/8; ibu yang semestinya mendapat 1/6 berubah menjadi 1/8; saudara 

perempuan sekandung yang semula berhak atas 3/6 berkurang menjadi 

3/8; dan saudara perempuan seayah yang seharusnya memperoleh 1/6 

akhirnya menjadi 1/8. Meskipun terdapat pengurangan, proporsi 

pembagian tetap seimbang, sehingga dianggap lebih adil. Hal ini lebih 

bijaksana dibandingkan bila dilakukan sesuai perhitungan asal, karena 

 
95 Moh. Rifa’i, Fiqih Islam Lengkap (Semarang: PT. Toha Putra, 2014), 501. 
96 Sayyid Muhammad Husain Fadlullah, Fiqh Al-Mawaris Wa Al-Faraid, Juz 1 (Lebanon: 

Dar Al-Malak, 2000), 108. 



44 

 

 

 

dalam kondisi itu akan ada ahli waris yang dirugikan sementara pihak lain 

justru diuntungkan. 

4) Radd 

Secara harfiah radd artinya mengembalikan Radd merupakan 

keadaan kebalikan dari aul, yakni ketika jumlah bagian ahli waris yang 

ditentukan lebih kecil daripada total harta peninggalan. Walaupun 

demikian, cara penyelesaiannya berbeda dengan kasus ‘aul. Jika dalam 

‘aul permasalahannya terletak pada kekurangan harta yang harus 

dibagikan, maka dalam radd justru terjadi sebaliknya, yakni adanya 

kelebihan harta setelah dilakukan pembagian kepada para ahli waris.97 

Kejadian ini terjadi karena jumlah ahli waris yang termasuk 

ashhabul furudh relatif sedikit, sementara total bagian mereka masih 

kurang dari satu. Akibatnya, masih tersisa harta warisan yang belum 

dibagikan, dan tidak ada ashabah yang berhak menuntut sisa tersebut. 

Dalam kondisi seperti ini, langkah yang ditempuh adalah menyesuaikan 

atau mengurangi pembagian awal sehingga seluruh harta waris cukup 

untuk diberikan kepada ashhabul furudh yang ada. Sisa harta tersebut 

dikembalikan kepada ahli waris yang ada sesuai proporsi bagian mereka, 

kecuali kepada suami dan istri karena hak mereka dianggap terbatas pada 

ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur’an.98 

 
97 Ritonga, “The First Class of Women Heir Member in the Observation of Surah An-Nisa 

Ayat 11, 12, and 176,” 15. 
98 Hikmatullah, Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam (Serang: A-Empat, 2021), 103. 
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Syarat radd menurut mayoritas ulama: Ada ahli waris furudh yang 

telah mendapat bagian. Kedua, Terdapat kelebihan (sisa) harta setelah 

pembagian fardh. Ketiga, Tidak ada ahli waris ashab yang mengambil 

bagian dari sisa (jika ada ashab, maka sisa menjadi hak mereka, bukan 

radd).99 

Terkait konsep radd dalam hukum waris Islam, para ulama juga 

berbeda pendapat. Sebagian ulama, seperti Zaid bin Tsabit, Imam Malik, 

dan Imam Syafi‘i, berpendapat bahwa radd tidak dapat diberlakukan 

sehingga sisa harta warisan harus diserahkan kepada Baitul Mal. 

Sementara itu, mayoritas ulama lainnya, di antaranya Imam Abu Hanifah, 

Imam Ahmad bin Hanbal, serta sebagian ulama Syafi‘iyyah, 

membolehkan penerapan radd dengan ketentuan tertentu, yaitu bahwa 

suami atau istri tidak berhak menerima radd karena hubungan perkawinan 

tidak termasuk hubungan nasab.100 

Misalnya, Seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan 

harta sebesar Rp. 120.000.000. Ahli warisnya hanya terdiri dari seorang 

anak perempuan dan seorang ibu. Menurut ketentuan faraidh, anak 

perempuan memperoleh 1/2 bagian, sedangkan ibu memperoleh 1/6 

bagian. Anak perempuan: 1/2 × Rp. 120.000.000 = Rp. 60.000.000 dan 

Ibu: 1/6 × Rp. 120.000.000 = Rp. 20.000.000. Jumlah total yang terbagi = 

 
99 Lia Murlisa, “Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 193 Dan 

Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan,” Jurnal Ilmiah Islam Futura 14, no. 2 (February 1, 

2015): 281–197, doi:10.22373/jiif.v14i2.334. 
100 Ibid., 281–97. 
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Rp. 80.000.000. Masih terdapat sisa Rp. 40.000.000 yang tidak terbagi. 

Sisa inilah yang kemudian dikembalikan (radd) kepada ahli waris yang 

ada, yaitu anak perempuan dan ibu, sesuai dengan proporsi bagian masing-

masing, tanpa melibatkan ashabah (karena tidak ada). Dengan demikian 

anak perempuan mendapat tambahan sesuai perbandingan 1/2:1/6 = 3:1, 

Sisa Rp. 40.000.000 dibagi dengan perbandingan 3:1. Anak perempuan = 

Rp. 30.000.000 dan Ibu = Rp. 10.000.000. Sehingga total akhir: Anak 

perempuan = Rp. 90.000.000 dan Ibu = Rp. 30.000.000 

5) Gharrawain 

Gharrawain (الغرّاوين) adalah istilah dalam hukum waris Islam yang 

merujuk pada dua kasus khusus pembagian warisan yang melibatkan ahli 

waris inti, yaitu ayah, ibu, dan suami atau istri. Dua kasus ini dikenal pula 

dengan sebutan al-‘Umariyatain, karena penyelesaiannya dinisbahkan 

kepada ijtihad Khalifah ‘Umar bin al-Khaththab Persoalan utama dalam 

Gharrawain terletak pada penentuan bagian ibu, apakah memperoleh 

sepertiga (1/3) dari keseluruhan harta peninggalan atau sepertiga dari sisa 

harta setelah diambil bagian suami atau istri.101 

Kasus Gharrawain hanya terjadi dalam dua keadaan berikut: (1) 

Pewaris meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris: suami, ibu, dan 

ayah. (2) Pewaris meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris: istri, ibu, 

 
101 Nur Fitrah and Firdaus Firdaus, “Pembagian Warisan Dengan Metode al Gharawain 

Menurut Hukum Kewarisan Islam,” Jurnal Tana Mana 1, no. 1 (June 28, 2020): 31–45, 

doi:10.33648/jtm.v1i1.146. 
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dan ayah. Dalam kedua kasus tersebut tidak terdapat anak maupun 

saudara, sehingga ayah berstatus sebagai ‘ashabah (penerima sisa harta). 

Keberadaan suami atau istri menyebabkan munculnya persoalan proporsi 

bagian antara ayah dan ibu.102 

Dasar hukum pembagian warisan dalam kasus Gharrawain 

bersumber dari QS. an-Nisa’ ayat 11 yang menyatakan bahwa ibu 

memperoleh sepertiga harta apabila pewaris tidak memiliki anak dan tidak 

memiliki beberapa saudara. Ayat ini menjadi titik perdebatan dalam 

penerapan nya ketika ibu mewaris bersama ayah dan salah satu pasangan 

(suami atau istri). 

Perbedaan pendapat dalam Gharrawain terjadi di kalangan sahabat 

Nabi SAW, khususnya antara ‘Umar bin al-Khaththab dan Ibnu ‘Abbas.  

Pertama: ‘Umar bin al-Khaththab berpendapat bahwa bagian ibu 

dalam kasus Gharrawain adalah sepertiga (1/3) dari sisa harta setelah 

diambil bagian suami atau istri. Ijtihad ini didasarkan pada pertimbangan 

sistem pembagian faraidh agar bagian ayah, sebagai ‘ashabah, tidak lebih 

kecil daripada bagian ibu. Pendapat ini kemudian diikuti oleh mayoritas 

sahabat seperti Zaid bin Tsabit, ‘Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas‘ud, serta 

menjadi pendapat jumhur ulama dari empat mazhab fikih.103 

 
102 Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, 107. 
103 Fitrah and Firdaus, “Pembagian Warisan Dengan Metode al Gharawain Menurut Hukum 

Kewarisan Islam.” 
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Kedua: Ibnu ‘Abbas berpendapat bahwa ibu tetap memperoleh 

sepertiga (1/3) dari keseluruhan harta peninggalan, sebagaimana makna 

lahiriah QS. an-Nisa’ ayat 11. Menurutnya, tidak terdapat nash yang secara 

eksplisit membatasi bagian ibu menjadi sepertiga dari sisa. Pendapat ini 

mencerminkan pendekatan tekstual dalam memahami ayat waris, 

meskipun tidak menjadi pendapat mayoritas dalam praktik hukum Islam. 

Perbedaan pendapat dalam Gharrawain bukan disebabkan oleh 

perbedaan dalil, melainkan oleh perbedaan metode penafsiran dan 

pendekatan ijtihad. ‘Umar menggunakan pendekatan sistemik dan 

kontekstual dengan mempertimbangkan struktur keadilan dan 

keseimbangan hak antar ahli waris. Sementara itu, Ibnu ‘Abbas berpegang 

pada pendekatan tekstual-literal terhadap ayat Al-Qur’an. Perbedaan ini 

menunjukkan keluasan ijtihad sahabat serta fleksibilitas hukum Islam 

dalam merespons persoalan praktis.104 

Dalam kasus Gharrawain, misalnya pewaris meninggal dunia 

dengan meninggalkan suami, ibu, dan ayah serta harta warisan sebesar 

Rp120.000.000. Menurut ijtihad ‘Umar bin al-Khaththab yang diikuti 

jumhur ulama, suami memperoleh setengah harta, yaitu Rp60.000.000. 

Dari sisa harta Rp60.000.000, ibu memperoleh sepertiga sebesar 

Rp20.000.000, sedangkan ayah menerima sisa Rp40.000.000 sebagai 

‘ashabah, sehingga bagian ayah tetap lebih besar daripada ibu. Sebaliknya, 

 
104 Siti Ropiah, “Kontroversi Masalah Gharawain Dalam Waris Hukum Islam,” Khazanah: 

Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 (2021): 53–69. 



49 

 

 

 

menurut pendapat Ibnu ‘Abbas, ibu memperoleh sepertiga dari 

keseluruhan harta, yaitu Rp40.000.000, sementara suami tetap 

memperoleh Rp60.000.000 dan ayah hanya menerima sisa Rp20.000.000. 

Perbedaan hasil pembagian ini menunjukkan perbedaan pendekatan 

penafsiran antara pemahaman tekstual terhadap nash Al-Qur’an dan 

pendekatan sistemik dalam menjaga keseimbangan struktur pembagian 

faraidh. 

Dalam perkembangan fikih, pendapat ‘Umar bin diterima secara luas 

dan menjadi praktik baku dalam pembagian warisan Gharrawain. Meski 

demikian, pendapat Ibnu ‘Abbas tetap dihargai sebagai khazanah ilmiah 

yang memperkaya diskursus hukum waris. 

d. Qiyas 

Qiyas adalah proses menetapkan hukum suatu perkara baru dengan 

mengacu pada perkara yang memiliki kesamaan illat atau alasan hukum.105 

Dalam hukum waris, qiyas sering diterapkan untuk menentukan bagian cucu 

laki-laki dari anak laki-laki jika ayahnya telah meninggal lebih dahulu. 

Analogi ini didasarkan pada prinsip hubungan nasab langsung dengan 

pewaris.106 Allah SWT berfirman: 

َالَْ بَْ  ص ارَ ف اعْت بِ  وْاَيٰهْٓ ولَ 

 
105 M. H. Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence (Cambridge: Islamic Texts Society, 

2003), 264–67. 
106 Sakirman, “Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam,” Yudisia : Jurnal Pemikiran 

Hukum Dan Hukum Islam 9, no. 1 (June 10, 2018): 37, doi:10.21043/yudisia.v9i1.3672. 
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Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang 

mempunyai pandangan. (QS. Al-Hasyr: 2)107 

Ayat ini menunjukkan pentingnya menggunakan prinsip analogi 

untuk menetapkan hukum dalam situasi baru. Ijma’ dan qiyas merupakan 

sumber hukum sekunder yang memiliki peran penting dalam hukum waris 

Islam. Ijma’ memberikan solusi hukum berdasarkan konsensus para 

ulama, sementara qiyas menggunakan analogi hukum berdasarkan prinsip-

prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis.108 Kedua sumber ini 

melengkapi hukum waris Islam dengan memberikan panduan yang 

aplikatif, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. Ijma’ dan qiyas 

melengkapi kekosongan hukum dalam Al-Qur'an dan hadis serta 

memberikan solusi yang aplikatif terhadap kasus-kasus kontemporer 

dalam pembagian warisan. Kedua metode ini membantu mewujudkan 

prinsip keadilan dalam hukum waris Islam dengan memperhatikan kondisi 

sosial dan budaya masyarakat.109 

3. Kedudukan Hukum Islam 

Dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan hukum Islam dalam 

konteks kewarisan memiliki posisi yang signifikan namun bersifat relatif, 

tergantung pada konteks sosial dan hukum yang berlaku. Hukum waris Islam 

tidak berdiri sendiri, tetapi berdampingan dengan sistem hukum nasional dan 

hukum adat yang juga memiliki legalitas dan pengaruh kuat dalam 

 
107 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, 806. 
108 Sakirman, “Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam.” 
109 I. A. K. Nyazee, Theories of Islamic Law (Islamabad: Islamic Research Institute, 2000), 

198. 
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masyarakat. Dalam masyarakat Muslim, hukum waris Islam memiliki 

legitimasi normatif karena bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijma’, dan qiyas. 

Dalil-dalil seperti QS. An-Nisa’ 11, 12, dan 176 secara tegas mengatur 

bagian-bagian waris untuk ahli waris tertentu dan menjadikan hukum waris 

sebagai bagian dari kewajiban syar ’i yang tidak boleh diubah kecuali dengan 

alasan yang dibenarkan syariat.110 

Di Indonesia, hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum 

nasional dalam beberapa aspek tertentu, terutama melalui Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991. Kompilasi ini menjadi pedoman hukum bagi pengadilan agama dalam 

menyelesaikan perkara-perkara kewarisan umat Islam. Di dalam KHI, 

ketentuan kewarisan sangat erat dengan prinsip-prinsip fikih mazhab Syafi'i, 

yang secara umum telah membentuk persepsi umum masyarakat tentang 

keadilan waris menurut ajaran Islam. Dalam Pasal 171–214 KHI, kedudukan 

ahli waris, bagian masing-masing, dan pengaturan wasiat serta hibah diatur 

secara komprehensif, mencerminkan adaptasi hukum Islam dalam sistem 

hukum positif Indonesia.111 

Namun dalam praktik sosial, hukum waris Islam seringkali berinteraksi 

dan bahkan berkompetisi dengan hukum adat. Hal ini terlihat jelas di 

beberapa daerah, termasuk dalam masyarakat adat Melayu, Batak, Bali, dan 

 
110 Ritonga, “The First Class of Women Heir Member in the Observation of Surah An-Nisa 

Ayat 11, 12, and 176,” 16. 
111 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum 

Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 107. 
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Papua, yang memiliki tradisi sendiri dalam pengelolaan harta warisan. 

Misalnya, dalam masyarakat adat Minangkabau, warisan rumah pusaka 

diwariskan ke keturunan menurut garis keturunan ibu (matrilineal), bukan 

semata berdasarkan sistem bagian tetap seperti dalam hukum Islam.112 Dalam 

kondisi semacam ini, hukum Islam berperan sebagai acuan normatif dan 

spiritual, namun pelaksanaan teknisnya bergantung pada dinamika adat dan 

konsensus keluarga. 

Penerimaan terhadap hukum waris Islam dalam masyarakat adat tidak 

sepenuhnya mutlak, melainkan bersifat kontekstual. Masyarakat menerima 

ketentuan Islam selama tidak bertentangan dengan sistem nilai lokal, dan 

dalam banyak kasus terjadi semacam kompromi atau sintesis antara prinsip 

syariah dan nilai-nilai lokal.113 Kedudukan hukum Islam dalam hal ini dapat 

dikatakan bersifat koeksistensi yakni kondisi dimana hukum Islam tidak 

menghapus hukum adat, tetapi memberikan alternatif normatif bagi 

masyarakat Muslim yang ingin menjalankan hukum agama mereka. Dalam 

hal ini, hukum Islam memberikan kerangka moral dan spiritual, sementara 

hukum adat memberikan konteks sosial yang mempengaruhi 

implementasinya. 

 
112 Farel Asyrofil U., M. Daffa Bagus S., and Nawal Rozieq, “Sistem Hukum Waris Adat 

Minangkabau,” Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial 2, no. 1 (January 16, 2023): 94, 

doi:10.55606/jhpis.v2i1.970. 
113 Maizidah Salas, Susilo Wardani, and Teguh Suroso, “Harmonisasi Hukum Waris Islam, 

Hukum Adat Dan Hukum Nasional Telaah Normatif Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum 

Adat Dan KUHPerdata,” Jurnal Penelitian Serambi Hukum 18, no. 2 (2025): 19–34, 

doi:https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1339. 
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Secara historis, dualisme antara hukum Islam dan hukum adat telah 

menjadi isu penting dalam pembentukan hukum nasional Indonesia. 

Pendekatan yang digunakan oleh negara dalam merespons keberagaman ini 

adalah pendekatan pluralisme hukum, yaitu mengakui keberadaan berbagai 

sistem hukum yang hidup dalam masyarakat selama tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.114 Hukum Islam dianggap 

sebagai bagian dari hukum positif sepanjang dilembagakan dalam bentuk 

peraturan atau menjadi dasar dalam sistem peradilan agama.115 Oleh sebab 

itu, hukum waris Islam menjadi normatif secara yuridis formal hanya dalam 

konteks peradilan agama dan bagi masyarakat Muslim, sedangkan di luar itu 

hukum adat masih memiliki ruang hidup yang luas dan bahkan menjadi 

preferensi utama dalam penyelesaian sengketa waris secara kekeluargaan.116 

Adapun dalam konteks hukum negara, keberadaan hukum Islam dalam 

kewarisan dilindungi oleh prinsip kebebasan beragama dan pengakuan 

terhadap hukum agama yang dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945. Artinya, 

umat Islam memiliki hak untuk menjalankan hukum agamanya dalam urusan 

pribadi, termasuk kewarisan. Hal ini ditegaskan pula oleh keberadaan 

peradilan agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang diatur 

 
114 Sartika Intaning Pradhani, “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: 

Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional,” Undang: Jurnal Hukum 4, no. 

1 (2021): 81–124. 
115 Nilna Aliyan Hamida, “Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New 

Perspective?,” Indonesian Journal of Law and Society 3, no. 1 (March 19, 2022): 1, 

doi:10.19184/ijls.v3i1.26752. 
116 Lutfi Lutfi, Amir Muallim, and Universitas Islam Indonesia, “Penerapan Kompilasi 

Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhonah Dan Eksekusi Putusannya,” Millah 

20, no. 2 (February 28, 2021): 275–300, doi:10.20885/millah.vol20.iss2.art4. 
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dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006.117 

Peradilan agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara 

waris umat Islam, yang menjadikan hukum waris Islam memiliki kekuatan 

hukum positif ketika dijalankan melalui jalur hukum formal.118 Meskipun 

demikian, banyak sengketa waris diselesaikan di luar pengadilan, melalui 

mekanisme musyawarah keluarga atau lembaga adat. Dalam praktik ini, 

hukum Islam sering menjadi referensi normatif, tetapi keputusan akhir 

banyak dipengaruhi oleh dinamika kekeluargaan, status sosial, dan adat 

setempat.119 

4. Paradigma Kewarisan Islam 

a. Pengertian Paradigma 

Paradigma dapat dipahami sebagai kerangka berpikir yang membentuk 

cara pandang seseorang terhadap realitas sosial, sekaligus memengaruhi 

proses lahirnya ilmu pengetahuan dan teori. Istilah ini pertama kali 

diperkenalkan secara luas oleh Thomas S. Kuhn melalui karya klasik nya, The 

Structure of Scientific Revolutions (1962), yang kemudian banyak digunakan 

dalam wacana filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Dalam ranah 

akademik, paradigma seringkali disetarakan dengan istilah lain seperti 

perspektif, aliran pemikiran (school of thought), model konseptual, 

 
117 “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama,” 2006. 
118 Taj Bahy Fardayana and Mega Dewi Ambarwati, “Penyelesaian Sengketa Waris Pada 

Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023),” 

Journal Justiciabelen (JJ) 4, no. 01 (January 30, 2024): 27, doi:10.35194/jj.v4i01.3906. 
119 Riska Fitriani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Masyarakat 

Adat Melayu Riau,” Riau Law Journal 1, no. 2 (November 30, 2017): 226, 

doi:10.30652/rlj.v1i2.4519. 
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pendekatan teoretis, strategi intelektual, bahkan juga kerangka pemikiran atau 

pandangan dunia (worldview).120 

Dalam konteks penelitian, paradigma memiliki posisi yang sangat 

penting karena penelitian pada dasarnya merupakan sarana untuk 

menemukan kebenaran atau minimal mendekati kebenaran ilmiah. Upaya 

pencarian kebenaran tersebut tidak pernah dilakukan secara netral, melainkan 

selalu dipandu oleh kerangka konseptual yang mendasarinya. Paradigma 

berfungsi sebagai worldview atau cara pandang menyeluruh dalam 

memahami segala sesuatu. Pandangan dunia ini membentuk perspektif 

individu dalam menafsirkan berbagai gejala yang ia temui, sehingga 

memengaruhi pula cara ia merumuskan masalah, menyusun konsep, hingga 

memilih metode penelitian. 

Paradigma juga dapat didefinisikan sebagai himpunan model, 

keyakinan, dan asumsi dasar yang dijadikan pegangan peneliti dalam 

memandang objek kajiannya. Oleh karena itu, paradigma berperan sebagai 

penghubung antara apa yang diamati (realitas empiris) dengan konsep-konsep 

abstrak yang dipakai untuk menafsirkan pengamatan tersebut.121 Dengan 

demikian, paradigma menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa 

penelitian tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga memberikan makna 

yang relevan dalam menjawab persoalan keilmuan 

 
120 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 9. 
121 Elvinaro Ardianto and Bambang Q-Anees, Filsafat Ilmu Komunikasi (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2007), 77. 
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b. Karakteristik dan Prinsip Dasar Paradigma Kewarisan Islam 

Paradigma kewarisan Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip syariat 

yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas. Dalam perspektif 

Islam, warisan (al-miraṯ) dipahami sebagai perpindahan hak kepemilikan 

harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli 

warisnya yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum Allah.122 Paradigma ini 

menekankan bahwa harta bukanlah milik mutlak manusia, melainkan titipan 

dari Allah yang pada saat tertentu akan dialihkan kepada pihak lain dengan 

aturan yang jelas di dalam Al-Qur’an. 

Hukum waris dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting 

karena ia mengatur hak-hak dasar manusia setelah wafatnya seseorang. Hal 

ini sekaligus menegaskan bahwa distribusi harta warisan tidak semata-mata 

masalah sosial atau adat, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan 

hukum syariat. Paradigma kewarisan Islam berangkat dari keyakinan bahwa 

Allah sebagai pemilik mutlak segala sesuatu lebih mengetahui siapa yang 

berhak atas harta peninggalan dan dalam proporsi seperti apa bagian itu harus 

diberikan.123 

Salah satu ciri mendasar dari paradigma kewarisan Islam adalah adanya 

ketentuan kuantitatif yang bersifat baku. Al-Qur’an secara eksplisit 

 
122 Rahmat Haniru, “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” 

Al-Hukama 4, no. 2 (August 7, 2023): 457, doi:10.15642/al-hukama.2014.4.2.456-474. 
123 Saifullah Basri, “Hukum Waris Islam (Fara’id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat 

Islam,” Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 1, no. 2 (July 12, 2020): 40–41, 

doi:10.32502/khdk.v1i2.2591. 
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menyebutkan bagian ahli waris tertentu, seperti anak laki-laki memperoleh 

dua kali lipat dari anak perempuan, orang tua, suami, istri, dan seterusnya 

(QS. An-Nisa: 11–12, 176). Penetapan proporsi ini menunjukkan adanya 

prinsip keadilan distributif yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam perspektif 

fiqh, ketentuan bagian tersebut disebut sebagai farā’iḍ atau bagian tertentu 

yang telah ditentukan syariat.124 

Paradigma kewarisan Islam bersifat universal dan transhistoris. Ia tidak 

dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu, melainkan berlaku sepanjang masa 

bagi umat Islam di manapun berada. Keunikan sistem kewarisan Islam 

terletak pada keseimbangan nya antara kepastian hukum dan fleksibilitas 

dalam konteks tertentu. Misalnya, Islam memberikan ruang bagi hibah atau 

wasiat maksimal sepertiga harta, namun sisanya tetap wajib dibagikan sesuai 

ketentuan faraidh.125 Hal ini menandakan adanya keseimbangan antara 

kepentingan individu dan kepentingan keluarga secara kolektif. 

Lebih jauh, paradigma kewarisan Islam memandang harta sebagai 

amanah, bukan sebagai warisan budaya yang diwariskan semata-mata untuk 

mempertahankan status sosial. Karena itu, proses pewarisan harus disertai 

dengan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keikhlasan, dan penghormatan 

terhadap hak orang lain.  

 
124 Isniyatin Faizah, Febiyanti Utama Parera, and Silvana Kamelya, “Bagian Ahli Waris Laki-

Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam,” The Indonesian Journal of Islamic Law and 

Civil Law 2, no. 2 (December 28, 2021): 152–69, doi:10.51675/jaksya.v2i2.166. 
125 Rifqi Muttaqin, “Pengaturan Hibah Dan Wasiat Dalam Hukum Islam,” At-Tabayyuun: 

Journal Islamic Studies 3, no. 1 (2023): 93, doi:https://doi.org/10.47766/atjis.v3i1.1749. 
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Dalam konteks Indonesia, paradigma kewarisan Islam diakomodasi 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama bagi umat 

Islam. Pasal 171–214 KHI secara rinci mengatur mekanisme pembagian 

warisan berdasarkan prinsip faraidh.126 Kehadiran KHI memperkuat posisi 

paradigma Islam dalam sistem hukum nasional, meskipun dalam praktiknya 

sering kali bersinggungan dengan paradigma kewarisan adat dan paradigma 

hukum negara. Dengan demikian, paradigma kewarisan Islam dapat menjadi 

fondasi penting dalam memahami praktik kewarisan umat Islam, baik dalam 

lingkup keluarga maupun masyarakat luas. 

c. Landasan Paradigma Kewarisan Islam dalam Al-Qur’an 

Sebagai sebuah sistem hukum yang bersumber dari wahyu, paradigma 

kewarisan Islam berakar kuat pada ketentuan Al-Qur’an sebagai sumber 

hukum utama. Al-Qur’an tidak hanya memberikan pedoman umum tentang 

keadilan dan kepemilikan harta, tetapi juga menetapkan secara tegas prinsip-

prinsip dasar yang mengatur perpindahan harta peninggalan seseorang setelah 

wafat.  

Dalam konteks kewarisan, Al-Qur’an menempatkan pembagian harta 

sebagai bagian dari ketaatan hukum yang memiliki konsekuensi hukum dan 

moral. Oleh karena itu, pembahasan mengenai paradigma kewarisan Islam 

tidak dapat dilepaskan dari analisis ayat-ayat Al-Qur’an yang secara eksplisit 

mengatur mekanisme dan batasan pembagian warisan. Ayat-ayat tersebut 

 
126 Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” 2020. 
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berfungsi sebagai landasan paradigmatik yang membentuk cara pandang 

umat Islam terhadap kewajiban membagi harta warisan sesuai dengan 

ketentuan syariat, sekaligus menegaskan bahwa aturan kewarisan bukan hasil 

konstruksi sosial semata, melainkan bagian dari ketetapan ilahi yang bersifat 

mengikat. Atas dasar inilah, QS. An-Nisa ayat 13 dan 14 menjadi ayat kunci 

yang merepresentasikan fondasi teologis dan yuridis paradigma kewarisan 

Islam. 

1) An-Nisa’ ayat 13 

َاللّهٰ َو ر س وْل هَ َو م نَْييط ع 
َح د وْد َاللّهٰ   لْهَ ت لْك  ل د يْنَ َالَْ نْْهرَ َتَ ْت ه اَم نََْتَ ْر يََْج نهٰتٍََي دْخ  اَ َخه َف ي ْه 

 الْع ظ يْمَ ََالْف وْزَ ََو ذهل كَ 
Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada 

Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga 

yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di 

dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. (QS. An-Nisa’: 

13)127 

QS. An-Nisā’ ayat 13 menegaskan dimensi normatif dan 

eskatologis dari ketaatan terhadap ketentuan syariat, khususnya setelah 

Allah menjelaskan secara rinci hukum-hukum kewarisan pada ayat-

ayat sebelumnya. Frasa merupakan ḥudūd Allāh, yaitu batas-batas 

hukum yang dipahami sebagai seluruh ketentuan hukum waris yang 

telah ditetapkan Allah secara tegas dan rinci.  

Ayat ini berfungsi sebagai penguatan normatif bahwa aturan 

warisan bukan hasil kesepakatan manusia, melainkan bagian dari 

 
127 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, 107. 
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syariat yang wajib ditaati. Allah menjanjikan balasan berupa surga dan 

keberuntungan yang besar bagi siapa saja yang menaati ketentuan 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan dalam pembagian 

warisan memiliki dimensi ibadah dan konsekuensi ukhrawi, sehingga 

pelaksanaannya harus dilakukan secara jujur, adil, dan sesuai dengan 

ketentuan yang telah digariskan dalam Al-Qur’an.128 

Dari sisi asbāb al-nuzūl, para ulama tidak mencatat peristiwa 

khusus yang melatarbelakangi turunnya ayat ini, namun konteks 

turunnya sangat jelas berkaitan dengan penataan sistem kewarisan 

masyarakat Arab yang sebelumnya sarat dengan ketidakadilan, seperti 

penghapusan hak waris perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, QS. 

An-Nisā’ ayat 13 dipahami sebagai penegasan bahwa sistem faraid 

merupakan bentuk keadilan ilahiah yang harus diterima dan dijalankan 

sebagaimana ketentuannya.129  

Dalam kerangka teori hukum Islam, ayat ini menunjukkan bahwa 

hukum waris memiliki karakter qaṭ‘ī dan mengikat, sehingga ruang 

ijtihad hanya terbuka pada aspek teknis pelaksanaan, bukan pada 

perubahan substansi pembagian. Dengan demikian, QS. An-Nisā’ ayat 

13 memberikan dasar teoretis bahwa ketaatan terhadap hukum waris 

Islam berimplikasi pada tercapainya keadilan sosial dan keberkahan, 

 
128 Dul Jalil, “Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia,” Jurnal Al-Mizan 6, no. 1 (2022): 

3. 
129 Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, Terj. M. ‘Abdul Ghoffar E.M, Cet. 1 

(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008). 
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sekaligus menjadi tolok ukur normatif dalam menilai praktik kewarisan 

yang berkembang dalam masyarakat Muslim, khususnya ketika adat 

dan kebiasaan lokal berpotensi menyimpang dari ketentuan syariat.130 

2) Surah An-Nisa’ ayat 14 

َميه يَ  ل دًاَف يه اَو ل ه ۥَع ذ اب  راًَخ ه لْه َنَ  َٱللَّّ َو ر س ول ه ۥَو ي  ت  ع دََّح د ود ه ۥَي دْخ   و م نَي  عْص 
Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan 

melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke 

dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang 

menghinakan. (QS. An-Nisa’: 14)131 

QS. An-Nisā’ ayat 14 menempatkan hukum waris dalam 

kerangka sanksi normatif dan tanggung jawab hukum di hadapan Allah. 

Ayat ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial agar hukum 

waris tidak direduksi menjadi sekadar kesepakatan kekeluargaan atau 

tradisi lokal yang mengabaikan ketentuan syariat. Ketiadaan asbāb al-

nuzūl yang bersifat partikular menunjukkan bahwa larangan ini bersifat 

umum dan lintas konteks, berlaku bagi setiap pelanggaran terhadap 

hukum Allah, termasuk dalam persoalan kewarisan. Dengan demikian, 

QS. An-Nisā’ ayat 14 memberikan landasan teoretis bahwa hukum 

waris Islam memiliki sifat mengikat dan imperatif, sehingga setiap 

penyimpangan darinya tidak hanya berdampak pada ketidakteraturan 

sosial, tetapi juga mengandung konsekuensi teologis yang tegas. Ayat 

ini sekaligus menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum waris 

 
130 Jalil, “Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia,” 3. 
131 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 108. 
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merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan yang tidak dapat 

dinegosiasikan atas dasar adat, kompromi sosial, maupun pertimbangan 

subjektif lainnya132 

Meskipun dalam realitas sosial terdapat sebagian masyarakat 

yang mempersoalkan ketentuan kewarisan Islam khususnya terkait 

perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan yang sering 

dipersepsikan tidak adil namun dalam kerangka hukum Islam, sikap 

yang ditekankan adalah penerimaan dan ketaatan terhadap perintah 

Allah dan Rasul-Nya.  

Prinsip sami‘nā wa aṭa‘nā menjadi fondasi teologis dalam 

menyikapi ketentuan hukum yang bersifat qat’i. Al-Qur’an juga 

memberikan peringatan agar umat Islam tidak menjadikan pendapat 

mayoritas manusia sebagai tolok ukur kebenaran, karena banyaknya 

manusia tidak selalu sejalan dengan petunjuk ilahi dan bahkan 

berpotensi menyesatkan dari jalan yang benar.133 

Rincian ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan 

merupakan bagian dari hukum-hukum Allah yang wajib dijalankan dan tidak 

boleh diabaikan. Hal ini sekaligus menjadi dalil bahwa ketentuan wasiat bagi 

ahli waris telah dihapus (mansukh), karena Allah swt sendiri telah 

menetapkan secara langsung bagian-bagian tertentu bagi masing-masing ahli 

 
132 Jalil, “Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia,” 3. 
133 Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, 9–10. 
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waris. Oleh karena itu, firman Allah tilka hudud allah menegaskan bahwa 

aturan-aturan tersebut merupakan batasan-batasan hukum dari Allah yang 

tidak boleh dilanggar. Dengan demikian, pemberian wasiat kepada ahli waris 

melebihi haknya termasuk perbuatan melampaui ketentuan syariat, 

sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi saw “Tidak ada wasiat bagi ahli 

waris.” 

Selanjutnya, Allah swt menyebutkan secara umum tentang ketaatan 

kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya serta larangan untuk bermaksiat kepada 

keduanya. Penyebutan ini mencakup pelaksanaan hukum-hukum warisan 

maupun sikap mengabaikannya. Allah berfirman: ﴾ُوَرَسُولَه َ  yakni ,﴿وَمَن يطُِعِ اللَّه

siapa saja yang menaati Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan perintah-

perintah keduanya di mana ketaatan tertinggi adalah mentauhidkan Allah 

serta menjalankan seluruh perintah sesuai tingkatannya dan menjauhi seluruh 

larangan, yang puncak pelanggarannya adalah kesyirikan, maka Allah akan 

memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, 

dan mereka kekal di dalamnya. Setiap orang yang menunaikan perintah dan 

menjauhi larangan, niscaya ia berhak memperoleh surga dan keselamatan dari 

neraka.134 

Hadis tentang larangan wasiat bagi ahli waris diriwayatkan oleh 

sejumlah sahabat dan dicantumkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, 

Ibnu Majah, an-Nasa’i, serta selain mereka, dan telah dinilai sahih oleh al-

 
134 Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an Terj. Muhammad Iqbal 

(Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), 49. 
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Albani dalam al-Irwa’. Keberuntungan besar yang dimaksud dalam ayat 

tersebut adalah keselamatan dari murka dan azab Allah, serta keberhasilan 

meraih pahala dan keridaan-Nya berupa kenikmatan abadi yang tidak mampu 

dilukiskan oleh ungkapan manusia. 

Sebaliknya, Allah swt juga menjelaskan ancaman bagi orang yang 

durhaka kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya. Kedurhakaan tersebut 

mencakup kekufuran maupun berbagai bentuk maksiat lainnya yang 

tingkatannya lebih ringan. Dengan demikian, ayat ini tidak dapat dijadikan 

dalil oleh kelompok Khawarij yang mengafirkan pelaku maksiat, karena 

Allah telah membedakan balasan antara ketaatan dan kedurhakaan.  

Orang yang menaati Allah secara sempurna akan masuk surga tanpa 

azab, sedangkan siapa yang durhaka secara total termasuk dengan kesyirikan 

akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Adapun orang yang dalam dirinya 

terdapat unsur ketaatan dan kemaksiatan sekaligus, maka ia berpotensi 

mendapatkan pahala dan juga siksaan sesuai kadar amalnya. 

Telah banyak nash mutawatir yang menegaskan bahwa pelaku maksiat 

dari kalangan orang-orang bertauhid tidak akan kekal di dalam neraka. 

Tauhid yang ada pada diri seseorang menjadi penghalang baginya untuk kekal 

dalam azab, sehingga siapa pun yang memiliki keimanan tauhid pada 

akhirnya tidak akan menetap selamanya di neraka.135 

 
135 Ibid., 50. 
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5. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan 

Pembahasan mengenai rukun waris merupakan bagian penting dalam 

kajian hukum kewarisan Islam, karena rukun dan syarat waris menjadi 

fondasi dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu peristiwa pewarisan. 

Pemahaman terhadap rukun waris diperlukan untuk menjelaskan struktur 

kewarisan secara sistematis, mulai dari subjek yang mewariskan, objek yang 

diwariskan, hingga pihak-pihak yang berhak menerima warisan. Tanpa 

terpenuhinya rukun-rukun tersebut, pembagian harta warisan tidak dapat 

dilaksanakan secara sah menurut ketentuan syariat Islam.136 Pemahaman 

terhadap rukun dan syarat ini menjadi penting agar proses pembagian warisan 

berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan sengketa 

di kemudian hari. Syarat dan rukun ini merujuk pada ketentuan yang telah 

diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama fikih.137 

a. Rukun Pembagian Warisan 

Rukun pembagian warisan adalah elemen utama yang harus ada agar 

pembagian warisan dapat dilakukan secara sah. Menurut Sayid Sabiq, 

pewarisan memerlukan tiga unsur:138 

1) Pewaris (Al-Muwarrits) 

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan 

harta yang akan diwariskan kepada ahli waris. Pewaris harus 

 
136 Pongoliu, “Wujud Keadilan Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam.” 
137 Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” Al-Mizan: Jurnal 

Ilmu Syariah Dan Hukum 4, no. 2 (2020): 120–34, doi:https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771. 
138 Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” 2020. 
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dinyatakan meninggal dunia baik secara fisik maupun secara hukum, 

seperti dalam kasus hilang yang telah diputuskan oleh pengadilan 

sesuai syariat.139 

2) Ahli waris (Al-Warits) 

Ahli waris adalah orang yang secara syar’i berhak menerima 

harta peninggalan pewaris. Kelayakan seseorang untuk menjadi ahli 

waris didasarkan pada tiga sebab utama, yaitu hubungan nasab, 

hubungan pernikahan, dan wala’ (hubungan perwalian karena 

memerdekakan budak). Oleh karena itu, anak, orang tua, serta suami 

atau istri termasuk dalam kategori ahli waris utama yang ditetapkan 

berdasarkan ketentuan syariat Islam.140 

3) Warisan (Al-Mauruts) 

Harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris 

dan dapat dialihkan kepada ahli waris. Harta ini meliputi benda 

bergerak seperti uang dan benda tidak bergerak seperti tanah dan 

bangunan. Warisan yang juga dikenal dengan istilah Agar degan tirkah 

atau mirats, adalah pemindahan harta atau hak dari pewaris kepada ahli 

waris.141 Ketiga pilar yang disebutkan di atas saling terkait. Ketiganya 

harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak 

mungkin terjadi jika salah satu dari ketiga faktor yang disebutkan di 

atas tidak ada. 

 
139 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, Jilid 3 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 17. 
140 Hikmatullah, Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam, 2021, 31. 
141 Muslich Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris (Semarang: Mujahidin, 1981), 11–12. 
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b. Syarat Pembagian Warisan 

Proses pembagian warisan dapat dilaksanakan, terdapat beberapa 

syarat yang harus dipenuhi: 

1) Pewaris Telah Meninggal Dunia 

Pewaris harus dipastikan telah meninggal dunia, baik secara 

alami maupun melalui putusan hukum. Dalam kasus pewaris yang 

hilang, pengadilan syariah dapat mengeluarkan keputusan berdasarkan 

batas waktu tertentu.142 Berdasarkan syarat pertama yang disebutkan di 

atas, hingga seseorang meninggal dunia atau hakim memutuskan bahwa 

orang tersebut telah meninggal dunia misalnya, orang hilang, semua 

aset dan haknya tidak dapat dibagi. Warisan hanya dapat dibagi di 

antara para ahli waris jika hakim telah memutuskan, berdasarkan bukti 

yang cukup, bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.  

2) Ahli Waris Masih Hidup pada Saat Pewaris Meninggal 

Ahli waris harus berada dalam keadaan hidup pada saat pewaris 

meninggal dunia. Apabila ahli waris meninggal dunia lebih dahulu, 

maka ia tidak berhak atas harta warisan. Dalam kasus ini, cucu dapat 

menggantikan kedudukan ayah atau ibu yang telah meninggal 

berdasarkan qiyas.143 Karena ahli waris akan menjadi orang yang 

menerima pengalihan aset yang diwarisi dari orang yang meninggal, 

syarat kedua memastikan bahwa seseorang layak menjadi ahli waris.  

 
142 al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah, 349. 
143 Hallaq, An Introduction to Islamic Law, 65–67. 
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3) Tidak Ada Penghalang (Mawani’) 

Terdapat beberapa hal yang dapat menghalangi seseorang untuk 

menerima warisan, di antaranya:144 

a) Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Rasulullah 

bersabda:  

َ َي ر ث  :َلَ  ع ل يْه َو س لَّم َق ال  ََّص لَّىَاللََّّ  َالنَّب  ع ن ْه م اَأ نَّ َاللََّّ  ي  ع نَْأ س ام ة َبْن َز يْدٍَر ض 

َالْم سْل مَ  َالْك اف ر  َو لَ   .الْم سْل م َالْك اف ر 
Dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 

'alaihi wa sallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang 

kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR. 

Bukhari No. 6764).145 

b) Pembunuhan terhadap pewaris. Seorang ahli waris yang dengan 

sengaja membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan. 

Dengan syarat ketiga, diharapkan, para ahli waris berupaya untuk 

tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk 

menerima harta peninggalan si pewaris. Menurut beberapa ahli 

Faraidh, syarat ketiga tidak adanya halangan dalam pewarisan bukan 

merupakan salah satu syarat pewarisan.  

 
144 Facturrahman, Ilmu Waris, 79. 
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4) Harta yang Ditinggalkan Jelas 

Harta yang akan dibagi harus jelas kepemilikannya dan bebas dari 

sengketa. Apabila terdapat utang atau tanggungan pewaris, maka harta 

tersebut harus digunakan terlebih dahulu untuk melunasi kewajiban 

tersebut sebelum didistribusikan kepada ahli waris. 

6. Sebab-sebab Memperoleh Warisan 

Warisan dalam Islam adalah bentuk distribusi harta peninggalan yang 

diatur secara komprehensif dalam syariat. Tujuan utamanya adalah untuk 

memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta di antara 

keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris.146 Dalam sistem hukum waris 

Islam, terdapat beberapa sebab utama yang menyebabkan seseorang berhak 

memperoleh warisan. Sebab-sebab ini menjadi dasar bagi ahli waris untuk 

mendapatkan bagian mereka berdasarkan ketentuan syariat yang telah 

ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta dijelaskan lebih lanjut oleh 

ijma’ ulama dan qiyas.147 Sebab-sebab tersebut adalah:  

a. Hubungan Kekerabatan 

Hubungan nasab atau kekerabatan merupakan salah satu sebab 

utama terjadinya pewarisan dalam hukum Islam. Nasab dipahami sebagai 

ikatan darah yang menghubungkan seseorang dengan garis keturunannya, 

baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping, yang diakui secara sah 

 
146 Hakim, “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan 

Perempuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam.” 
147 Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” 2020, 72–73. 
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menurut syariat. Hubungan ini menjadi dasar utama dalam penetapan hak 

waris karena mencerminkan kedekatan biologis dan tanggung jawab 

keluarga antara pewaris dan ahli waris. Yang menjadi dasar sebab 

kekerabatan adalah  

َْ َب ب  عْضٍَفِ  َب  عْض ه مَْا وْلَه َو ا ول واَالَْ رْح ام  َاللّهٰ    كَ تهب 
Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih 

berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfal: 75).148 

Kekerabatan adalah hubungan nasabiyah antara pewaris dengan ahli 

waris. Kekerabatan ini terdiri atas al-Furu' (keturunan bawah), al-Ushul 

(keturunan atas), dan al-Hawasyi (keturunan sampingan). Mereka yang 

memiliki hubungan kekerabatan dengan almarhum menjadi sebab untuk 

menerima harta warisan, yaitu ayah, ibu, anak-anak, dan pihak-pihak yang 

memiliki garis keturunan langsung dari mereka.149 Hubungan nasab 

(kekerabatan) terbagi menjadi tiga kelompok utama: 

1) Ashabul Furudh (Penerima Bagian Tetap) 

Dalam sistem kewarisan Islam, ashabul furūḍ merupakan 

golongan ahli waris yang bagian-bagiannya telah ditetapkan secara 

pasti (fardh muqaddar) dalam sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-

Qur’an, Hadis, dan ijma’ ulama. Penetapan bagian yang bersifat pasti 

ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak sepenuhnya 

 
148 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, 257. 
149 Usman and Somawinata, Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam, 76–77. 



71 

 

 

 

diserahkan kepada kehendak manusia, melainkan berada dalam koridor 

ketentuan ilahi yang mengikat. Oleh karena itu, bagian yang diterima 

oleh ashabul furūḍ tidak boleh dikurangi ataupun dilebihkan, kecuali 

dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh syariat, seperti terjadinya 

‘awl atau radd sesuai dengan kaidah fikih kewarisan.150 

Keberadaan ashabul furūḍ memiliki posisi yang sangat penting 

dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam 

pembagian warisan. Dengan adanya ketentuan bagian yang jelas dan 

terukur, setiap ahli waris memperoleh haknya sesuai dengan tingkat 

kedekatan hubungan kekerabatan dengan pewaris, serta peran dan 

tanggung jawab yang melekat pada hubungan tersebut. Hal ini 

sekaligus mencegah terjadinya sengketa antar ahli waris, karena 

proporsi pembagian tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan 

subjektif, melainkan berdasarkan ketentuan syariat yang bersifat 

normatif dan mengikat. 

Penerima bagian ashabul furūḍ dapat berasal dari hubungan 

kekerabatan melalui nasab maupun dari hubungan sebab. Secara 

keseluruhan, para ulama menetapkan terdapat dua belas golongan 

ashabul furūḍ. Dari jalur nasab laki-laki, terdapat tiga golongan, yaitu 

ayah, kakek (dari garis ayah), dan saudara laki-laki seibu. Sementara 

 
150 Raja Ritonga and Martua Nasution, “Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh 

Menurut Konsep Syajarotul Mirats,” Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum 4, no. 01 (March 30, 2022): 

15–25, doi:10.35961/teraju.v4i01.414. 
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itu, dari jalur nasab perempuan, terdapat tujuh golongan, yaitu anak 

perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan 

sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, ibu, 

dan nenek. Adapun dari hubungan sebab, terdapat dua golongan ahli 

waris, yaitu suami dan istri.151 

2) Ashabah (Penerima Sisa Harta) 

Dalam hukum waris Islam, setelah bagian para ashabul furudh 

(ahli waris dengan bagian tetap) diberikan, sisa harta warisan dibagikan 

kepada golongan ashabah. Istilah ashabah merujuk pada ahli waris 

yang tidak memiliki ketetapan bagian tertentu dalam Al-Qur’an dan 

Sunnah, tetapi berhak atas sisa harta setelah kebutuhan para ahli waris 

dengan bagian pasti dipenuhi.152 Jika tidak ada ashabul furudh, maka 

seluruh harta diberikan kepada ashabah. Dalam ilmu faraidh, ashabah 

dibagi menjadi tiga jenis yaitu: 

Pertama, ashabah bi al-nafs adalah ahli waris yang menjadi 

ashabah karena dirinya sendiri tanpa membutuhkan kehadiran orang 

lain. Yang termasuk dalam golongan ashabah bi al-nafs antara lain: 

anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak 

ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki 

dari saudara laki-laki, paman kandung (saudara ayah satu ibu dan ayah), 

 
151 al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah, 372. 
152 Ris Dwi Yuliani et al., “Kedudukan Ashobah Dalam Ilmu Faroidh Menurut Perspektif 

Hukum Islam,” Al-Yasini: Jurnal KeIslaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan 10, no. 6 (2025): 693–

700. 
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paman seayah, serta anak laki-laki dari paman. Kesemuanya adalah 

laki-laki dari garis keturunan ayah yang tidak terputus oleh perantara 

perempuan.153 

Kedua, ashabah bi al-ghayr (ashabah karena bersama orang lain), 

ashabah bi al-ghayr adalah perempuan yang memperoleh status 

ashabah karena keberadaan pihak laki-laki yang setingkat dengannya 

dalam hubungan kekerabatan. Golongan ashabah bi al-ghayr meliputi, 

anak perempuan bersama anak laki-laki; cucu perempuan dari anak 

laki-laki bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki; saudara perempuan 

kandung bersama saudara laki-laki kandung; dan saudara perempuan 

seayah bersama saudara laki-laki seayah.154 

Ketiga, ashabah ma'a al-ghay. (ashabah bersama orang lain), 

yaitu perempuan yang menjadi ashabah karena keberadaan ahli waris 

perempuan lain yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris. Yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah: Saudara perempuan kandung, 

apabila bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari 

anak laki-laki; dan saudara perempuan seayah, apabila bersama anak 

perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dan tidak ada 

saudara perempuan kandung.155 

 
153 Ibid. 
154 Slamet Arofik and Rafida Fidaroini, “Ahli Waris ‘Ashabah Perspektif Hukum Keluarga 

Islam,” Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 1, no. 1 (2021): 33–45. 
155 Khairunnisa Khairunnisa, Putri Utami, and Dwi Noviani, “Konsep Ashabah Dalam 

Warisan Islam Menurut Beberapa Hadis Bukhori,” Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2, no. 4 

(June 3, 2024): 14–22, doi:10.59841/intellektika.v2i4.1256. 
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3) Dzawil Arham (Kerabat Jauh) 

Mereka adalah kerabat yang tidak termasuk dalam ashabul 

furudh atau ashabah, namun dapat mewarisi dalam kondisi tertentu.156 

Golongan ini terdiri dari perempuan, seperti bibi dari jalur ayah, bibi 

dari jalur ibu, serta anak perempuan dari saudara laki-laki. Sementara 

dari laki-laki, mereka adalah kerabat yang memiliki hubungan dengan 

mayit melalui garis perempuan, seperti kakek dari jalur ibu, anak-anak 

dari saudari perempuan, dan cucu dari anak perempuan.  

Menurut pandangan ulama Hanafiyyah dan Hanabilah, mereka 

berhak menerima warisan jika mayit tidak memiliki seorang pun dari 

ashabul furudh yang menerima bagian radd serta tidak ada ashabah 

baik dari jalur nasab (kekerabatan) maupun jalur sebab (perkawinan).157 

b. Hubungan Perkawinan  

Pernikahan yang sah menurut syariat Islam juga menjadi sebab yang 

menyebabkan seseorang berhak memperoleh warisan. Suami dan istri 

saling mewarisi harta satu sama lain apabila salah satu di antara mereka 

meninggal dunia, selama hubungan pernikahan tersebut masih sah pada 

saat kematian terjadi. Namun, hak waris suami atau istri dapat gugur jika 

terjadi perceraian dan masa iddah telah selesai sebelum pewaris meninggal 

dunia.  

 
156 Ibn Qudamah, Al-Mughni (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1986), 543. 
157 al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah, 373. 
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Jika perkawinan telah putus karena talak raj'i tetapi masih dalam 

masa iddah, maka perkawinan tersebut masih dianggap utuh. Sebab, suami 

pada saat itu masih memiliki hak untuk menghidupi mantan istrinya yang 

masih dalam masa iddah baik secara lisan maupun perbuatan, tanpa 

memerlukan persetujuan istri, mahar baru, maupun kehadiran saksi dan 

wali. Dengan demikian, hak waris suami istri tetap utuh. Oleh karena itu, 

wanita yang ditalak raj'i hukumnya seperti istri. Jika salah satu dari mereka 

meninggal dunia sebelum masa iddah berakhir, mereka tetap memiliki hak 

sebagai suami istri, termasuk hak untuk mewarisi dari yang lain.158 

Meskipun belum terjadi khalwat (hidup bersama) dan ikatan 

perkawinan masih utuh, syariat mengisyaratkan bahwa perkawinan yang 

menjadi sumber warisan haruslah merupakan akad yang sah. Oleh karena 

itu, dalam kasus pernikahan yang batal secara syar’i, pasangan juga tidak 

memiliki hak untuk mewarisi harta. 

c. Wala’ (Perwalian) 

Menurut hukum syariat, wala’ adalah hubungan kekerabatan yang 

sah yang dapat terbentuk antara hamba yang dimerdekakan dan tuannya 

(wali). Sebagai akibat dari pembebasan budak tersebut, atau antara dua 

orang sebagai akibat dari perjanjian muwalah (mengikat persetujuan) atau 

muhalafah (perjanjian aliansi atau kerjasama).159   

 
158 Husnul Khitam, “Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam,” Az-Zarqa’: Jurnal Hukum 

Bisnis Islam 12, no. 2 (2020): 190, doi:https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i2.2187. 
159 Usman and Somawinata, Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam, 56. 
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Dalam konteks sejarah, wala’ berlaku bagi budak yang telah 

dimerdekakan oleh tuannya. Ketika budak tersebut tidak memiliki ahli 

waris dari kalangan kerabat nasab atau pasangan, maka tuan yang telah 

memerdekakan nya berhak mendapatkan warisan. Karena Wala’ 

didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, 

maka dapat disimpulkan bahwa Wala’ memiliki bagian sebagaimana 

halnya anggota keluarga.  

َع رْو ة َبْن َالزيب يْر َق ال تَْع ائ ش ة ََ َق ال  ع ن ْه اع نَْالزيهْر يٰ  َاللََّّ  ي  َالل َص لَّىََََر ض  َر س ول  ع ل يْه َف قال  اللَ 

ل م نَأ عْت قَ   و س لَّم َاشْتَ  َوأ عْت قَْف إ نََّّ اَالْو لَءَ 
Dari Az Zuhriy, berkata: 'Urwah bin Az Zubair telah berkata: 'Aisyah 

radliyallahu 'anha:  Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 

"Belilah, dan merdekakanlah, dan hak wala' bagi yang 

memerdekakannya."  (HR. Bukhari no. 2155)160 

Dalam konstruksi hukum Islam klasik, wala’ dipandang sebab 

pewarisan yang ketiga, setelah nasab (keturunan) dan nikah (perkawinan). 

Artinya, apabila seorang yang dimerdekakan wafat tanpa meninggalkan 

ahli waris berdasarkan hubungan darah ataupun perkawinan, maka harta 

peninggalannya berpindah kepada orang yang telah memerdekakan nya 

berdasarkan hubungan wala’. Namun, sebab wala’ ini lebih relevan dalam 

konteks sejarah Islam awal, karena sistem perbudakan telah dihapus di 

sebagian besar negara Muslim saat ini.161 

 
160 Abu Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah Al-Bukhari, Shahih 

Bukhari (Kairo: Dar Ibnu Hazm, n.d.), 278. 
161 Al-Qalyubi and Al-Umairah, Hasyiyah Ala Minhaj Al-Talibin, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 

n.d.), 136. 
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7. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan 

Hukum waris Islam telah mengatur secara rinci siapa saja yang berhak 

memperoleh harta warisan, sekaligus menjelaskan kondisi-kondisi tertentu 

yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan hak tersebut. Ketentuan ini 

menunjukkan bahwa hak waris dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan 

tunduk pada batasan-batasan syar’i yang ditetapkan demi menjaga keadilan, 

kepastian hukum, dan keharmonisan dalam pembagian harta peninggalan 

pewaris. Kejelasan mengenai pihak yang berhak dan tidak berhak mewarisi 

menjadi bagian integral dari sistem kewarisan Islam yang bersifat 

komprehensif dan terstruktur. 

Sebab-sebab tidak memperoleh warisan dalam hukum Islam dikenal 

dengan istilah mawāni‘al-irs (penghalang waris), yaitu keadaan atau 

perbuatan tertentu yang secara hukum menggugurkan hak seseorang sebagai 

ahli waris untuk menerima harta peninggalan pewaris. Pengaturan mengenai 

penghalang waris ini bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dan 

menjaga tatanan moral serta sosial dalam keluarga. Secara umum, sebab-

sebab tidak diterimanya harta warisan atau hilangnya hak waris tersebut dapat 

digolongkan ke dalam beberapa kategori utama yang akan diuraikan lebih 

lanjut dalam pembahasan berikutnya:162 

 

 
162 al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah, 351. 
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a. Pembunuhan terhadap pewaris 

Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris 

terhadap ahli waris lainnya mempersulit dirinya (ahli waris yang 

membunuhnya) untuk menuntut hak waris ahli waris. Ketentuan ini 

berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi: 

ئًا َش ي ْ َالْم قْت ول  َالْق ات ل َم ن  َي ر ث  َلَ   ع نَْل يْثٍَع نَْمُ  اه دٍَع نَْابْن َع بَّاسٍَق ال 
Dari Laits dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata; “Pembunuh tidak 

dapat mewarisi sedikit pun dari harta orang yang dibunuh.” (HR. Darimi 

No. 3122)163 

Hadis ini diakui oleh semua pihak dan dinilai sangat kuat. Pembunuh 

tidak dapat menuntut hak waris dari orang yang dibunuhnya karena alasan-

alasan yang tercantum di bawah ini. 

1) Pembunuhan memutus hubungan kekerabatan yang menjadi sebab 

adanya warisan; dengan terputusnya sebab maka terputus jugalah 

nasab nya 

2) Mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan. 

3) Pembunuhan adalah tindakan kriminal yang disebut sebagai 

perbuatan maksiat dalam istilah agama; tetapi, hak kewarisan adalah 

sumber kenikmatan, karenanya maksiat tidak dapat dimanfaatkan 

untuk memperoleh kenikmatan.164 

 
163 Al-Darimi, Sunan Al-Darimi, Juz II (Beirut: Dar al-Qutub al-Ilmiyyah, 1987), 345. 
164 Apriadi, Misra Netti, and Muhammad Kamalin, “Studi Komperative Pasal 173 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dan Konsep Hukum Islam tentang Fitnah sebagai Penghalang Waris” 4, no. 2 

(2023): 156–64, doi:https://doi.org/10.37985/hq.v4i2.239. 
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Hikmah di balik aturan ini adalah untuk mencegah terjadinya niat 

jahat atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang ahli waris 

terhadap pewaris demi mendapatkan harta warisan lebih cepat. Para ulama 

sepakat bahwa jenis pembunuhan yang dimaksud mencakup pembunuhan 

yang disengaja (dengan niat), sedangkan pembunuhan yang tidak 

disengaja memerlukan analisis kasus per kasus untuk menentukan apakah 

hak waris tetap berlaku. 

b. Karena Perbedaan Agama 

Salah satu sebab utama yang menyebabkan seseorang tidak dapat 

menerima warisan adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. 

Yang dimaksud dengan “berbeda agama” adalah perbedaan agama antara 

pewaris dan ahli waris, artinya seorang muslim tidak mewarisi harta dari 

non-muslim, begitu pula sebaliknya.165 Ketentuan ini berdasarkan kepada 

hadits dari Usamah bin Zaid, menurut riwayat Al-Bukhari  

َالْمَ عَ  َي ر ث  :َلَ  َق ال  ََّص لَّىَاللَّّ َع ل يْه َو س لَّم  َالنَّب  َاللَّّ َع ن ْه م اَأ نَّ ي  َز يْدٍَر ض  سْل م َنَْأ س ام ة َبْن 

َالْم سْل مَ  َالْك اف ر  َو لَ   .الْك اف ر 
Dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wa 

sallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang 

Kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR. Bukhari No. 6764).166 

Penjelasan ini menggarisbawahi prinsip loyalitas agama dalam 

hukum Islam, yang menempatkan hubungan keagamaan di atas hubungan 

 
165 Muhamad Isna Wahyudi, “Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama,” Jurnal 

Hukum Dan Peradilan 10, no. 1 (April 20, 2021): 155, doi:10.25216/jhp.10.1.2021.155-172. 
166 al-Bukhari, Al-Jami al-Shahih, Juz II, 87. 
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darah. Namun, dalam beberapa pandangan ulama, jika ada kebutuhan 

khusus, seseorang dari agama lain masih dapat menerima bagian harta 

warisan sebagai hibah, bukan sebagai bagian wajib waris.167 Selanjutnya, 

hubungan antar kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari 

hanya terbatas pada pergaulan dan hubungan baik (hubungan sosial), dan 

tidak termasuk dalam pelaksanaan hukum syariat (termasuk hukum waris) 

yang sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Qur'an. 

c. Status Budak 

Dalam sistem hukum Islam, seorang budak tidak memiliki hak untuk 

mewarisi harta. Hal ini dikarenakan budak dianggap sebagai milik 

tuannya, sehingga segala harta yang dimiliki oleh budak secara otomatis 

menjadi milik tuannya. Ia tidak dapat mewariskan karena ia dianggap 

sebagai orang yang tidak memiliki harta sama sekali, dan status 

keluarganya terputus dari ahli warisnya karena ia dianggap tidak mampu 

mengurus hartanya.168 

Apabila seorang budak telah maka ia kembali memperoleh kapasitas 

hukum secara penuh. Sejak saat kemerdekaannya, ia dapat menjadi ahli 

waris bagi kerabatnya yang meninggal dunia setelah peristiwa 

pembebasan tersebut, dan demikian pula sebaliknya. Dalam konteks inilah 

dikenal konsep wala’, yaitu hubungan kewarisan yang timbul antara orang 

 
167 Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, 144. 
168 Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Al-Walā` in Islamic Inheritance Law: Looking 

for Its Legal Effects,” Jurnal Hukum Novelty 11, no. 1 (February 28, 2020): 56, 

doi:10.26555/novelty.v11i1.a15307. 
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yang memerdekakan budak dan budak yang dimerdekakan, sebagai salah 

satu sebab sah terjadinya pewarisan dalam hukum Islam.169 

d. Kehilangan Hak Nasab karena Hubungan Tidak Sah 

Ahli waris yang status nasab nya tidak sah atau tidak diakui oleh 

hukum Islam, seperti anak hasil zina, tidak memiliki hak untuk mewarisi 

dari pewaris. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hubungan nasab yang 

sah harus didasarkan pada pernikahan yang sah menurut syariat Islam. 

Namun, anak hasil zina tetap memiliki hak untuk mewarisi dari ibunya dan 

kerabat dari pihak ibu.170 

e. Wasiat yang Melebihi Batas 

Wasiat merupakan instrumen penting yang memungkinkan seorang 

muslim mengatur sebagian hartanya sebelum wafat untuk tujuan kebaikan 

atau membantu pihak-pihak tertentu di luar ahli waris yang sah. Namun, 

Islam memberikan batasan yang tegas terhadap seberapa jauh seorang 

pewaris dapat menggunakan hak ini. Islam mengatur bahwa wasiat yang 

dibuat oleh pewaris tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta yang 

dimiliki, kecuali atas persetujuan semua ahli waris. Apabila pewaris 

memberikan wasiat yang melanggar batas ini tanpa persetujuan, maka ahli 

waris dapat kehilangan sebagian hak mereka, karena prioritas pembagian 

 
169 Amru Syaputra Lubis, “Perbedaan Seseorang Yang Terhalang Mendapatkan Warisan 

Dalam KHI Dan Fikih,” Wahana Inovasi 9, no. 2 (2020): 114. 
170 Darmawan Darmawan, “Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Zina Dan Anak 

Li’an,” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 25, no. 1 (2021): 45–62, 

doi:https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.310-327. 
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warisan tetap diberikan kepada ahli waris yang sah setelah utang dan 

kewajiban lainnya diselesaikan.171 

f. Hilangnya Hak karena Sumpah atau Pengingkaran 

Seorang ahli waris dapat kehilangan haknya jika ia secara sukarela 

melepaskan hak warisnya melalui sumpah, perjanjian, atau pengingkaran 

terhadap hubungan kekerabatan dengan pewaris. Contohnya adalah ketika 

seorang anak secara terbuka menyatakan bahwa ia bukan bagian dari 

keluarga pewaris. Dalam kasus seperti ini, hak waris dapat dicabut, 

terutama jika tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran 

terhadap prinsip syariat. 

8. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam 

Salah satu elemen penting dalam hukum kewarisan Islam adalah asas-

asas yang menjadi landasan prinsipil dalam pelaksanaannya. Asas-asas ini 

berfungsi sebagai pedoman normatif dalam pengelolaan harta peninggalan 

pewaris serta pengaturan hak dan kewajiban para ahli waris, sehingga 

pembagian warisan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Keberadaan 

asas-asas tersebut menegaskan bahwa hukum waris Islam tidak hanya 

mengatur aspek teknis pembagian harta, tetapi juga mengandung nilai 

keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi seluruh ahli waris.172 

 
171 Ibn Qudamah, Al-Mughni, 171. 
172 Irfan Abdurahman, Asep Lukman Daris Salam, and Parhan Taqwa Ali Hasan, 

“Implementation of Islamic Inheritance Law: Study of History, Law and Its Principles,” Al-Arfa: 

Journal of Sharia, Islamic Economics and Law 2, no. 1 (October 5, 2024): 81–91, 

doi:10.61166/arfa.v2i1.53. 
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Dasar-dasar hukum kewarisan Islam bersumber dari nash syar‘i, baik 

Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi Muhammad Saw., yang kemudian diperkuat 

oleh ijma’ dan ijtihad para ulama. Ayat-ayat kewarisan, khususnya dalam 

Surah an-Nisā’ ayat 11, 12, dan 176, memberikan ketentuan yang jelas 

mengenai subjek dan proporsi pembagian warisan, sementara hadis Nabi 

Saw. berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dalam penerapan nya. 

Berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, asas-asas kewarisan Islam 

dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok utama yang menjadi 

dasar konseptual dan operasional dalam pelaksanaan hukum waris Islam. 

Asas-asas yang diuraikan dapat digolongkan sebagai berikut: 173 

a. Asas Ijbari (Pemberlakuan Otomatis) 

Secara etimologis, kata ijbari berarti paksaan (compulsory), 

khususnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan 

sendiri. Dalam konteks hukum waris, kata ini merujuk pada pengalihan 

harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup 

dengan sendirinya, yang berarti bahwa tanpa adanya tindakan hukum atau 

pernyataan wasiat dari pewaris, pengalihan tersebut tidak dapat ditolak 

atau dicegah oleh pewaris (semasa hidupnya).174 

Dengan kata lain, ketika pewaris meninggal dunia, hartanya 

langsung mengalir kepada ahli warisnya, terlepas apakah mereka 

 
173 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat 

Minangkabau (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 5–12. 
174 Suhrawadi, Lubis, and Simanjutak, Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis), 39. 
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menginginkannya atau tidak (begitu pula dengan pewaris). Asas ijbari ini 

dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yakni dari segi peralihan harta, 

dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu 

beralih. 

Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa harta yang dimiliki oleh 

pewaris tidak sepenuhnya menjadi miliknya, melainkan juga merupakan 

hak ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah. Persyaratan asas ijbari ini 

dapat dicermati, misalnya dalam QS. An-Nisa’ (4) ayat 7, yang 

menunjukkan bahwa seorang laki-laki atau perempuan memiliki nasibun 

( نَصِیْب  )  berdasarkan warisan orang tuanya dan kerabat dekatnya. Dalam 

ayat ini, "( نَصِیْب  ) " dapat merujuk pada bagian atau jatah dari harta pewaris. 

Asas ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan dalam Islam 

bukanlah hasil kesepakatan keluarga, melainkan ketentuan syariat yang 

wajib diikuti.175 

b. Asas Keadilan Berimbang 

Asas keadilan merupakan prinsip yang menekankan pada 

penempatan hak-hak individu sesuai dengan ketentuan syariat, tanpa 

mengesampingkan unsur kemaslahatan sosial dan keadilan substantif. 

Keadilan dalam pembagian warisan tidak hanya bersifat matematis atau 

setara secara nominal, tetapi berlandaskan pada keadilan proporsional 

 
175 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2010), 

34. 
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sesuai peran, tanggung jawab, dan kebutuhan ahli waris, Dengan perkataan 

lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan 

dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai 

dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilinial, yang 

ahli waris tersebut hanyalah keturunan laki- laki saja/garis kebapakan). 

Keadilan dalam pembagian warisan bertujuan untuk menciptakan 

keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial dalam keluarga.176 

c. Asas Individual 

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara 

individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli 

waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang 

dijumpai di dalam ketentuan Hukum Adat). Asas ini menunjukkan bahwa 

harta warisan dibagi kepada ahli waris secara langsung dan menjadi hak 

milik individu masing-masing. Tidak ada konsep kepemilikan bersama 

dalam hukum Islam, sehingga setiap ahli waris bebas mengelola bagian 

yang diterimanya tanpa intervensi dari ahli waris lain.  

Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta 

pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris lainnya tidak memiliki 

hubungan apa pun dengan bagian yang menjadi haknya, sehingga individu 

masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian 

 
176 Suhrawadi, Lubis, and Simanjutak, Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis), 40. 



86 

 

 

 

yang diperolehnya. Dengan demikian, setiap ahli waris bebas memilih 

(memiliki hak penuh atas) bagian yang diterimanya dari harta warisan.177 

d. Asas Bilateral 

Konsep bilateral dalam hukum waris Islam menyatakan bahwa 

seseorang dapat mewarisi harta dari kedua jalur kekerabatan—baik dari 

pihak ayah (nasab paternal) maupun pihak ibu (nasab maternal). Asas ini 

menegaskan bahwa dalam Islam, tidak ada diskriminasi antara hubungan 

darah dari garis laki-laki atau garis perempuan dalam hal hak waris, selama 

hubungan tersebut sah secara syar‘i dan termasuk dalam kategori ahli 

waris.178 Asas bilateral ini dinyatakan dengan baik dalam QS. An-Nisa' 

(4), ayat 7, 11, 12, dan 176. Antara lain, ayat 7 menyatakan bahwa seorang 

laki-laki berhak mewarisi baik dari pihak ayah maupun pihak ibunya. 

Begitu pula seorang perempuan mewarisi dari kedua orang tuanya. Asas 

bilateral ini juga berlaku bagi kerabat di garis ke samping (dari pihak ayah 

dan ibu).  

Prinsip bilateral ini menegaskan bahwa hubungan kekerabatan 

dalam warisan tidak bersifat unilineal (hanya satu garis), sebagaimana 

yang berlaku dalam sebagian sistem kekerabatan adat seperti sistem 

matrilineal atau patrilineal. Islam mengakomodasi hak pewarisan dari 

kedua belah pihak sebagai bentuk keadilan dan keseimbangan. Misalnya, 

 
177 Hikmatullah, Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam, 2021, 27. 
178 Nur Istifadah and Nur Khoirin, “Sistem Waris Adat Bilateral Hazairin: Analisis Dalam 

Lensa Maqasid Syariah Yusuf Qaradawi,” Journal of Islamic Studies and Humanities 9, no. 1 

(2024): 64–89, doi:https://doi.org/10.21580/jish.v9i1.20901. 
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seorang cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan dapat 

memperoleh bagian waris sesuai konteks dan ketentuan syar‘i tertentu,179 

termasuk jika diatur melalui wasiat wajibah atau prinsip keadilan 

maslahat. 

e. Asas Kepastian Hukum 

Asas ini menegaskan bahwa hukum waris Islam memberikan 

kepastian tentang siapa saja yang berhak menerima warisan, berapa bagian 

yang diterima, dan kondisi tertentu yang dapat menggugurkan hak waris. 

Ketentuan ini secara rinci telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. 

Sebagai contoh, Q.S. An-Nisa’: 11-12 memberikan rincian pembagian 

warisan untuk anak-anak, orang tua, dan pasangan. Dengan adanya 

kepastian hukum ini, Islam bertujuan menghindarkan sengketa dalam 

pembagian harta warisan. 

9. Ketentuan Pembagian Warisan dalam Islam 

Pembagian warisan dalam Islam diatur secara detail dalam Al-Qur'an, 

Sunnah, dan Ijma’ ulama, dengan tujuan menciptakan keadilan, 

kemaslahatan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Ketentuan ini mengatur 

siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan, bagaimana 

pembagiannya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 

pelaksanaannya. 

 
179 Ibid., 69. 
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Pada Surat An-Nisa’ ayat 11-12 dijelaskan bahwa pihak-pihak yang 

berhak mendapatkan warisan yang dikenal dengan istilah furudhul 

muqaddarah (bagian yang sudah ditentukan bagi ahli waris sesuai dengan 

ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadis) yaitu suami, istri, ibu, 

nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara tiri ibu, bapak jika ada 

keturunan, dan kakek jika ada keturunan laki-laki. Berikut adalah uraian 

lengkap mengenai ketentuan pembagian warisan dalam Islam.180 

a. Ahli Waris Yang Berhak Menerima Setengah 

Dalam hukum waris Islam, bagian setengah dari harta warisan 

diberikan kepada ahli waris tertentu dalam kondisi dan syarat yang telah 

ditentukan secara tegas dalam Al-Qur’an. Bagian setengah merupakan 

bagian warisan paling besar yang bisa diterima secara fardh (bagian pasti) 

oleh ahli waris individu, sebelum mempertimbangkan keberadaan ahli 

waris lainnya yang mungkin memengaruhi besaran nya. Ketentuan ini 

menunjukkan bahwa hukum waris Islam telah merinci pembagian harta 

secara adil dan terperinci agar tidak menimbulkan konflik. Setengah 

bagian dimiliki oleh lima ahli waris. Satu laki-laki dan empat 

perempuan.181 Mereka adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan 

dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara perempuan 

 
180 Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani, Fath Al-’Allam Bi Syarh Mursyid al-Anam (Beirut: 

Dar Ibnu Hazm, 1997), 166. 
181 Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” 2020. 
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seayah. Masing-masing dari kelima ahli waris yang disebutkan memiliki 

kriteria tersendiri yaitu:182 

1) Suami 

Suami menerima setengah dengan satu syarat: tidak ada 

keturunan yang mewarisi tirkah (anak laki-laki atau perempuan) dari 

istri yang meninggal. Baik anak tersebut adalah anak kandungnya atau 

anak orang lain. 

2) Anak perempuan. 

Anak perempuan memperoleh setengah bagian dalam dua 

keadaan: pertama, Anak perempuan tidak memiliki saudara kandung 

yang memaksanya untuk mendapatkan ashabah, yaitu anak laki-laki. 

Kedua, apabila dia sendirian. Anak perempuan tidak memperoleh 

bagian setengah hanya ketika ada saudara laki-lakinya yang membuat 

dia ganti memperoleh bagian ashabah. Sebab, jika kita memberikan 

setengah bagian kepada anak perempuan, maka bagiannya sama dengan 

bagian anak laki-laki, bahkan lebih besar. Hal ini tidak dianjurkan 

dalam Islam.183 

3) Cucu perempuan dari anak laki-laki. 

Cucu perempuan dari anak laki-laki menerima setengahnya 

dengan tiga syarat, pertama, dia tidak memiliki saudara kandung yang 

membuatnya memperoleh ashabah, seperti cucu laki-laki dari anak 

 
182 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 62. 
183 al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah, 378. 
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laki-laki. Kedua, jika hanya ada satu (individu). Ketiga, Tidak memiliki 

anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Dalilnya sama 

dengan dalil anak perempuan yang menerima warisan. Penjelasannya 

adalah bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki menggantikan anak 

perempuan ketika tidak ada anak perempuan. 

4) Saudara kandung perempuan 

Sedangkan saudara perempuan mendapat setengah dengan tiga 

syarat, yaitu: pertama, tidak memiliki saudara kandung yang 

menyebabkannya mengalami ashabah, yaitu saudara laki-laki. Kedua, 

jika ia sendiri. Ketiga, jenazah tidak meninggalkan induk (ashlun) dan 

keturunan (far'un) yang mewarisi tirkah. Istilah "ashlun" merujuk 

kepada laki-laki, seperti ayah dan kakek. Sedangkan "far'un" merujuk 

kepada anak laki-laki dan anak perempuan.184 

5) Saudara perempuan seayah 

Saudara perempuan seayah mendapatkan warisan setengah 

dengan empat syarat, yaitu: pertama, tidak memiliki saudara kandung 

yang memaksanya untuk mendapat ashabah, yakni saudara laki-laki 

seayah. Kedua, apabila dia seorang saja (sendirian). Ketiga, tidak ada 

induk atau keturunan yang mewarisi tirkah (sebagaimana disebutkan 

sebelumnya). Keempat, tidak ada saudara kandung perempuan. 

 

 
184 Ibid. 
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b. Ahli Waris Yang Berhak Mendapat Bagian Seperempat 

Seperempat adalah bagian waris milik dua ahli waris. Mereka berdua 

adalah suami dan istri. Adapun perinciannya sebagai berikut. 185 

1) Suami 

Suami mendapatkan bagian seperempat ketika istri (yang 

meninggal dunia) mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan 

terus ke bawahnya. Baik anak itu adalah anaknya sendiri atau anak 

orang lain.186 

2) Istri 

Istri mendapat bagian seperempat dari harta warisan suaminya 

apabila suami tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki dan 

seterusnya ke bawah. Baik anak itu adalah anaknya maupun anak 

istrinya yang lain.187 

c. Ahli waris yang berhak mendapatkan seperdelapan 

Seperdelapan adalah bagian waris yang hanya dimiliki satu orang 

saja, yaitu istri, baik satu maupun lebih. Betapapun jumlahnya satu atau 

lebih, istri mendapatkan bagian seperdelapan ketika mayat mempunyai 

anak atau cucu dari anak laki-laki. Baik anak itu adalah anaknya sendiri 

maupun anak dari istri yang lain.188 

 
185 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Terjemahan Oleh AM 

Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 48. 
186 al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah, 379. 
187 Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Terjemahan Oleh AM Basalamah, 49. 
188 Ibid. 
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d. Ahli waris yang berhak mendapatkan dua pertiga 

Dua pertiga adalah bagian waris kepunyaan empat ahli waris. 

Mereka semua berasal dari kalangan perempuan. Mereka adalah sebagai 

berikut. 

1) Dua atau lebih anak kandung perempuan 

Mereka mendapatkan bagian dua pertiga apabila bersama mereka 

tidak ada saudara laki-laki yang membuatnya mendapatkan ashabah, 

yakni anak laki-laki. 

2) Dua atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, atau dua cicit 

perempuan atau lebih dari cucu laki-laki dari anak laki-laki 

Mereka mendapat bagian dua pertiga dengan syarat sebagai 

berikut. Pertama, mayat tidak memiliki anak kandung, baik anak laki-

laki maupun anak perempuan. Kedua, tidak ada dua anak kandung 

perempuan. Ketiga, bersama mereka tidak ada saudara laki-laki yang 

membuatnya mendapatkan ashabah, yakni cucu laki-laki dari anak 

laki-laki (yang sederajat dengan mereka).  Hukum ini juga berlaku bagi 

anak-anak perempuannya cucu laki-laki dari anak laki-laki dan 

seterusnya ke bawah. Cucu perempuan dari anak laki-laki hanya 

dicegah dari mendapat warisan ketika ada anak laki-laki.189 

3) Dua atau lebih saudara kandung perempuan 

Mereka mendapatkan bagian dua pertiga dengan syarat-syarat 

berikut. Pertama, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan atau 

 
189 Ibid., 50. 



93 

 

 

 

tidak ada ayah atau kakek (tidak ada induk atau keturunan yang 

mewarisi tirkah). Kedua, tidak ada saudara yang menjadikannya 

ashabah, yakni saudara kandung. Ketiga, tidak ada anak perempuan 

atau cucu perempuan dari anak laki-laki  

4) Dua atau lebih saudara perempuan seayah atau lebih 

Mereka mendapatkan bagian dua pertiga dengan syarat-syarat 

berikut: pertama, tidak ada anak laki-laki, ayah, atau kakek (induk atau 

keturunan yang mewarisi tirkah). Kedua, Tidak ada saudara laki-laki 

yang menjadikannya mendapat ashabah, yakni saudara laki-laki 

seayah. Ketiga, tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari 

anak laki-laki, atau juga tidak ada saudara kandung, baik laki-laki 

maupun perempuan.190 

e. Ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga 

Sepertiga adalah bagian waris milik dua ahli waris. Di antaranya 

sebagai berikut. 191 

1) Ibu dengan syarat-syarat tertentu 

Ibu mendapatkan bagian sepertiga dengan dua syarat, yaitu: 

pertama, mayat tidak mempunyai anak dan cucu dari anak laki-laki. 

Kedua, Mayat tidak mempunyai dua atau lebih saudara laki-laki dan 

perempuan. Baik mereka itu saudara kandung, seayah, maupun seibu. 

Baik mereka mewarisi tirkah maupun terhalang dari mewarisi tirkah.  

 
190 Ibid., 51. 
191 Hikmatullah, Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam, 2021, 59. 
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2) Saudara laki-laki dan perempuan seibu (dua atau lebih) 

Mereka mendapatkan bagian sepertiga dengan syarat berikut. 

Pertama, tidak ada induk dan keturunan yang mewarisi tirkah. Kedua, 

berjumlah dua atau lebih. Baik mereka itu laki-laki semua maupun 

perempuan semua atau sebagian laki-laki dan sebagian lagi perempuan. 

f. Ahli waris yang berhak mendapatkan seperenam 

Bagian seperenam (1/6) dari harta warisan merupakan bagian tetap 

(fardh) yang telah ditetapkan oleh syariat untuk beberapa jenis ahli waris 

tertentu. Bagian ini diberikan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu dan 

tidak terhalang oleh keberadaan ahli waris lain yang lebih utama atau 

sederajat. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian seperenam ada 

tujuh orang, yaitu: ayah, kakek sahih, ibu, cucu perempuan dari anak laki-

laki, saudara perempuan seayah, anak dari ibu (saudara seibu baik laki-laki 

maupun perempuan), dan nenek sahih. Adapun perincian persyaratan bagi 

mereka adalah sebagai berikut.192 

1) Ayah 

Ayah mendapatkan bagian seperenam dari harta tirkah apabila 

mayat mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan.193 

2) Kakek sahih 

Maksud dari kakek sahih adalah ayahnya ayah. Dia mendapatkan 

bagian seperenam harta tirkah apabila mayat mempunyai anak atau 

 
192 Ibid. 
193 al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah, 380. 
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cucu dari anak laki-laki dan tidak ada ayah. Dengan demikian, kakek 

akan menduduki posisi ayah ketika yang terakhir ini tidak ada, kecuali 

dalam tiga kasus perkara, yaitu, 

Pertama, saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah 

tidak mendapatkan bagian waris ketika bersama ayah berdasarkan 

ijmak ulama. Kedua, ketika seorang perempuan meninggal dunia 

dengan meninggalkan ahli waris suami, ibu, dan ayah, maka ibu 

mendapatkan sepertiga dari tirkah yang tersisa sebagaimana yang sudah 

diterangkan.  

Adapun jika yang berada di posisi ayah adalah kakek, 

berdasarkan ijmak ulama, ibu mendapatkan sepertiga dari seluruh harta 

tirkah. Ketiga, ketika seorang laki-laki meninggal dunia dengan 

meninggalkan ahli waris istri, ibu, dan ayah, maka ibu mendapatkan 

sepertiga dari tirkah yang tersisa Adapun jika yang berada di posisi 

ayah adalah kakek, berdasarkan ijmak ulama juga, ibu mendapatkan 

sepertiga dari seluruh harta tirkah.194 

3) Ibu 

Ibu mendapatkan bagian seperenam dengan dua syarat sebagai 

berikut. Pertama, mayat memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki. 

Kedua, mayat memiliki dua atau lebih saudara baik mereka adalah laki-

laki semuanya, perempuan semuanya, maupun berbeda-beda betapapun 

 
194 Ibid., 381. 
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berbeda hubungan darah mereka (saudara kandung, seayah, atau 

seibu).195 

4) Cucu perempuan dari anak laki-laki 

Dia mendapatkan bagian seperenam ketika mayat hanya memiliki 

satu anak perempuan. Lalu anak perempuan mendapatkan bagian 

setengah dan seorang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki 

mendapatkan bagian seperenam untuk menyempurnakan bagian dua 

pertiga karena bagian perempuan banyak adalah dua pertiga.  

Ketika anak perempuan sudah mendapat bagian setengah, tersisa 

seperenam yang kemudian didapatkan cucu perempuan dari anak laki-

laki. Dengan catatan, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat 

bagian seperenam dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Bila ada anak 

laki-laki, cucu perempuan menjadi terhalang. Kemudian disyaratkan 

pula apabila anak-anak perempuan tidak menyempurnakan dua pertiga. 

Ketika mereka sudah menyempurnakan bagian dua pertiga, hak waris 

cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi gugur.196 

5) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) 

Dia mendapat bagian seperenam ketika mayat memiliki satu 

saudara kandung perempuan yang hukum ini berlaku untuknya sama 

seperti hukum bagi cucu perempuan dari anak laki-laki ketika bersama 

dengan anak perempuan. Ketika mayat meninggalkan saudara kandung 

 
195 Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Terjemahan Oleh AM Basalamah, 58. 
196 Hikmatullah, Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam, 2021, 60. 
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perempuan dan saudara perempuan seayah (seorang atau lebih), baik 

seorang maupun lebih saudara perempuan seayah, mendapatkan bagian 

seperenam untuk menyempurnakan hitungan dua pertiga karena itu 

adalah hak bagi saudara-saudara perempuan. Ketika saudara kandung 

perempuan mendapatkan setengah (dengan dasar kekerabatan), tinggal 

tersisa seperenam yang kemudian diambil oleh seorang atau lebih 

saudara perempuan seayah. 

6) Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu.197 

Salah satu dari mereka berdua mendapatkan bagian seperenam 

ketika sendirian. Dia dapat mewarisi tirkah selama tidak ada induk laki-

laki yang mewarisi tirkah atau keturunan laki-laki perempuan yang 

mewarisi tirkah. 

7) Nenek sahih 

Nenek mendapat bagian seperenam ketika tidak ada ibu, baik dia 

seorang saja maupun lebih, seperti nenek dari ibu dan nenek dari ayah. 

Ketika jumlah nenek lebih dari satu, bagian seperenam dibagikan sama 

rata di antara mereka.198 

B. Hukum Adat 

Hukum adat dipahami sebagai seperangkat norma dan kebiasaan yang hidup 

dan berkembang dalam masyarakat, yang ditaati karena mengandung nilai keadilan 

menurut pandangan komunitas lokal. Dalam bab ini, pembahasan mengenai hukum 

 
197 Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Terjemahan Oleh AM Basalamah, 59. 
198 al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah, 381. 
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adat akan diarahkan pada beberapa aspek pokok, seperti pengertian dan ciri-ciri 

hukum adat, kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia, serta 

ruang lingkup hukum adat waris. Selain itu, akan dibahas pula bagaimana peran 

tokoh adat dan musyawarah keluarga dalam mekanisme penyelesaian warisan 

secara adat. Teori-teori ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana nilai-

nilai lokal turut membentuk pola distribusi harta warisan dan bagaimana hukum 

adat berinteraksi dengan hukum Islam dan hukum positif negara. 

1. Pengertian Hukum Adat  

Hukum adat adalah suatu sistem hukum yang hidup dan berkembang di 

dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat yang telah 

diterima dan dipatuhi secara turun-temurun. Berbeda dengan hukum negara 

atau hukum agama, hukum adat tidak selalu tertulis dan cenderung fleksibel 

untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.199 

Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pembagian 

warisan, pernikahan, hak dan kewajiban warga masyarakat, serta 

penyelesaian sengketa. Secara umum, hukum adat memiliki kekuatan yang 

sangat besar dalam menjaga kestabilan dan keharmonisan dalam masyarakat 

yang bersangkutan. 

Hukum adat bisa ditemukan di berbagai suku bangsa dan wilayah di 

Indonesia, salah satunya adalah pada masyarakat adat Melayu di Kepulauan 

 
199 Aprilianti and Kasmawati, Hukum Adat Di Indonesia, 4–6. 
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Riau, yang memiliki tradisi dan kebiasaan tertentu terkait dengan pembagian 

warisan. Prinsip-prinsip dalam hukum adat ini sangat dipengaruhi oleh 

budaya lokal dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tersebut, sehingga 

setiap komunitas adat mungkin memiliki variasi dalam praktik dan penerapan 

hukum adat. 

Beberapa ahli memberikan definisi yang beragam mengenai hukum 

adat. Menurut Soerjono Soekanto. hukum adat adalah hukum yang 

berkembang dalam masyarakat tertentu berdasarkan adat kebiasaan dan 

diterima oleh masyarakat tersebut sebagai suatu kewajiban yang harus 

dipatuhi.200 Hukum adat tidak diatur oleh suatu lembaga negara atau badan 

legislatif tertentu, namun merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih 

besar, yang diatur oleh norma-norma yang tidak tertulis. 

Menurut C. van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan 

yang tercipta dari adat kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat 

adat.201 Ia mengemukakan bahwa hukum adat memiliki dua fungsi utama: 

pertama, sebagai pengatur hubungan sosial antar individu dalam masyarakat, 

dan kedua, sebagai pengatur hak dan kewajiban individu dalam konteks 

komunitas adat tersebut. 

Kusumadi Pudjosewojo mendefinisikan hukum adat sebagai 

keseluruhan aturan tingkah laku yang “adat” dan sekaligus “hukum “pula.  

 
200 Soerjono Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), 11. 
201 C. Van Vollenhoven, Penemuan Hukum Adat (Jakarta: Djambatan, 1987), 4. 
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Dengan kata lain hukum adat keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis.202 

Lebih lanjut, menurut Djojodigoeno hukum adat adalah sekumpulan norma 

dan aturan yang hidup dalam masyarakat secara tidak tertulis, namun ditaati 

dan memiliki sanksi bagi pelanggar nya. Hukum adat berkembang secara 

dinamis sesuai dengan nilai dan kebiasaan masyarakat setempat.203 Oleh 

karena itu, hukum adat mengandung prinsip-prinsip yang sangat terkait 

dengan cara hidup masyarakat yang menganut nya. 

2. Karakteristik Hukum Adat 

Hukum adat memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya 

dari hukum lainnya, seperti hukum negara atau hukum agama. Berikut adalah 

karakteristik utama dari hukum adat: 

a. Tidak Tertulis: Hukum adat umumnya tidak tertulis, tetapi berkembang 

melalui kebiasaan atau tradisi yang diterima oleh masyarakat.204 Oleh 

karena itu, hukum adat sering disebut sebagai hukum yang tidak 

tertulis. Pemberlakuan hukum ini bergantung pada pengakuan 

masyarakat setempat. 

b. Fleksibel: Hukum adat bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan 

perubahan zaman.205 Ini memungkinkan hukum adat untuk tetap 

 
202 Imam Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat: Bekal Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1981), 

16. 
203 Aprilianti and Kasmawati, Hukum Adat Di Indonesia, 10. 
204 Yulia, Hukum Adat (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 5. 
205 Erwin Owan, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari, Buku Ajar Hukum Adat (Malang: 

Madza Media, 2021), 32. 
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relevan meskipun terjadi perubahan sosial dan budaya dalam 

masyarakat. Hukum adat dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang terus berkembang. 

c. Bersifat Lokal: Hukum adat berlaku hanya di dalam suatu komunitas 

atau kelompok masyarakat tertentu, dan tidak dapat dipaksakan untuk 

diterima oleh masyarakat lainnya. Setiap suku bangsa atau kelompok 

adat memiliki hukum adat yang berbeda, yang disesuaikan dengan 

norma, nilai, dan kebiasaan yang berlaku di dalam kelompok 

tersebut.206 

d. Berdasarkan Konsensus: Hukum adat biasanya dihasilkan melalui 

konsensus dalam masyarakat dan dapat dimusyawarahkan untuk 

memperoleh solusi bersama. Oleh karena itu, prinsip musyawarah 

mufakat sangat penting dalam hukum adat. 

3. Sistem Hukum Adat  

Sistem hukum adat pada dasarnya bersendikan atas dasar alam pikiran 

masyarakat Indonesia yang sudah jelas berbeda dengan alam pikiran 

masyarakat lain. Untuk dapat memahami dan mengetahui hukum adat 

manusia harus menyelami alam pikiran yang hidup di dalam lingkungan 

masyarakat. 

 
206 Dian Sasmitha Dwi Maharani and Ruth Petra Laura Latuny, “Analisis Yuridis Konsep 

Hukum Waris Adat yang Berlaku pada Masyarakat Adat Toraja,” Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 

1, no. 6 (2022): 93–101, doi:https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.589. 
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Hukum adat Indonesia memiliki corak-corak tertentu, yang merupakan 

ciri khasnya, antara lain: 

a. Bersifat tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek 

moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap 

berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. 207 

b. Keagamaan, artinya perilaku hukum atau kaidah- kaidah hukum 

berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan 

pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.208 

c. Kebersamaan (Bercorak Komunal), maksudnya bahwa di dalam hukum 

adat diutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi 

diliputi oleh kepentingan bersama.209 Satu untuk semua dan semua 

untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat 

didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan 

gotong-royong. 

d. Serba konkret dan serba jelas, artinya hubungan-hubungan hukum yang 

dilakukan tidak tersembunyi atau samar-samar, antara kata-kata dan 

perbuatan berjalan serasi, jelas dan nyata.210 

 
207 C. Dewi Lestari Lestari, Hukum Adat Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2010), 15. 
208 I. Gede A.B Wiranata, Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 61–68. 
209 Paripurna P Sugarda, “Posisi Hukum Adat Dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia,” 

Yustisia Jurnal Hukum 4, no. 3 (April 10, 2017): 504–21, doi:10.20961/yustisia.v4i3.8680. 
210 Aprilianti and Kasmawati, Hukum Adat Di Indonesia, 21–22. 
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e. Visual, maksudnya hubungan-hubungan hukum itu dianggap hanya 

terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak. Misalnya adanya 

pemberian “uang muka atau panjar” dalam perkara jual beli.  

f. Tidak dikodifikasi, artinya tidak tertulis oleh karena itu hukum adat 

mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan 

masyarakat.211 

g. Dapat berubah, biasanya perubahan tersebut terjadi karena adanya 

perkembangan zaman, perubahan keadaan tempat dan waktu 

h. Terbuka dan sederhana. Terbuka maksudnya hukum adat itu dapat 

menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar asal saja tidak 

bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri.212 Sedangkan maksud 

corak hukum sederhana maksudnya hukum adat itu bersahaja, tidak 

rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, 

mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai. 

i. Musyawarah dan mufakat baik di dalam keluarga, hubungan 

kekerabatan, memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri 

pekerjaan, apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan 

perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya, diutamakan jalan 

penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan 

mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru 

pertikaian itu langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara. 

 
211 Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum,” no. 50 (2010): 4. 
212 Achmad Asfi Burhanudin, “Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi,” Salimiya: Jurnal 

Studi Ilmu Keagamaan Islam 2, no. 4 (2021): 104, doi:https://doi.org/10.2906/salimiya.v2i4.466. 
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Dengan demikian hukum adat bersifat tradisonal yang 

mempertahankan adat kebiasaan yang telah terbentuk sejak dulu, sedangkan 

pada sisi lain hukum adat akan berkembang mengikuti perkembangan zaman 

yang ada dalam masyarakat. 

4. Asas-Asas Hukum Waris Adat 

Dalam hukum kewarisan masyarakat adat di Indonesia, terdapat 

sejumlah asas yang menjadi landasan dalam pengaturan pewarisan harta. 

Asas-asas ini tidak hanya menekankan pembagian materi, tetapi juga menjaga 

hubungan sosial dan nilai-nilai kekerabatan. Secara umum, lima asas utama 

hukum waris adat dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri: Asas ini menekankan bahwa 

harta yang dimiliki manusia merupakan karunia dari Tuhan. Kesadaran 

ini mendorong para ahli waris untuk menghormati dan menggunakan 

harta warisan sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma adat yang 

berlaku. Tujuan utama asas ini bukan semata-mata membagi harta, 

tetapi menjaga hubungan baik antar ahli waris agar tidak terjadi 

perselisihan yang dapat mengganggu kedamaian keluarga maupun 

perjalanan arwah pewaris. Dengan kata lain, pembagian harta warisan 

harus dilakukan dengan penuh kesadaran spiritual dan rasa tanggung 

jawab terhadap keharmonisan keluarga.213 

 
213 Eric Eric, “Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan 

Di Dalam Masyarakat Minangkabau,” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni 3, no. 1 

(October 4, 2019): 61–70, doi:10.24912/jmishumsen.v3i1.3532. 
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b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak: Asas ini menegaskan bahwa 

setiap ahli waris memiliki kedudukan yang setara dalam memperoleh 

hak atas harta peninggalan pewaris. Kesetaraan ini tidak selalu berarti 

pembagian harta secara sama banyak, tetapi lebih menekankan pada 

keseimbangan antara hak dan tanggung jawab masing-masing ahli 

waris. Dengan memperhitungkan kontribusi, posisi dalam keluarga, dan 

tanggung jawab yang diemban, pembagian dilakukan secara 

proporsional sehingga tercapai rasa keadilan bagi semua pihak.214 

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan: Asas ini menekankan pentingnya 

menjaga hubungan kekerabatan yang harmonis. Para ahli waris dituntut 

untuk tetap memelihara perdamaian dan kerukunan, baik ketika harta 

warisan masih utuh maupun ketika telah dibagi. Tujuan utama asas ini 

adalah agar nilai-nilai kekeluargaan tetap terjaga, konflik dapat 

dihindari, dan hubungan sosial antar anggota keluarga tetap solid meski 

ada perbedaan dalam hak atau jumlah warisan yang diterima.215 

d. Asas Musyawarah dan Mufakat: Dalam hukum adat, pembagian harta 

warisan dilakukan melalui musyawarah. Proses ini biasanya dipimpin 

oleh anggota keluarga yang dituakan atau dianggap bijaksana. 

Keputusan yang diambil harus berdasarkan mufakat, artinya semua 

pihak setuju dengan kesepakatan secara tulus dan ikhlas. Musyawarah 

ini juga menekankan komunikasi yang baik, sehingga setiap pendapat 

 
214 Rosnidar Sembiring, Hukum Waris Adat (Depok: Rajawali Pers, 2022), 38–39. 
215 Ibid., 39. 
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dihargai dan hasil keputusan mencerminkan kepentingan bersama, 

bukan hanya keinginan individu tertentu.216 

e. Asas Keadilan: Asas keadilan dalam konteks waris adat memperhatikan 

status sosial, kedudukan dalam keluarga, dan jasa atau kontribusi yang 

telah diberikan oleh setiap anggota keluarga. Keadilan tidak hanya 

terkait dengan hak ahli waris, tetapi juga memperhatikan anggota 

keluarga lainnya yang bukan ahli waris secara formal, namun tetap 

mendapat jaminan bagian tertentu sebagai bentuk pengakuan dan 

penghargaan atas kedekatan atau hubungan keluarga. Asas ini 

memastikan distribusi harta warisan berlangsung adil dan sesuai dengan 

nilai-nilai sosial budaya yang berlaku.217 

5. Hukum Adat Masyarakat Melayu 

Dalam masyarakat Melayu, pemahaman tentang adat telah mengalami 

perkembangan dari makna aslinya. Kata "adat" tidak lagi sekadar merujuk 

pada ucapan atau tindakan yang dilakukan secara berulang, tetapi juga 

mencerminkan nilai-nilai perilaku yang harus dijaga dan dipertahankan. Bagi 

masyarakat Melayu, adat berfungsi sebagai sistem nilai yang menjadi tolok 

ukur dalam setiap aktivitas yang mereka jalankan. 

 
216 Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8–

10. 
217 Patricia Sarah Pongoh, “Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut 

Hukum Waris Adat,” Lex Privatum 7, no. 2 (2019): 130. 
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Adat dalam masyarakat Melayu-Siak berfungsi sebagai norma yang 

mengikat dan memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Secara umum, adat ini 

terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu Adat Sebenar Adat, Adat Yang 

Diadatkan, dan Adat Yang Teradat. Masing-masing tingkatan memiliki peran 

dan aturan tersendiri dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.218 

a. Adat Sebenar Adat 

Adat Sebenar Adat merupakan aturan yang bersumber dari ajaran 

Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, adat ini memiliki 

kekuatan yang sangat mengikat bagi masyarakat Melayu. Sebagai 

perwujudan dari nilai-nilai Islam, Adat Sebenar Adat menempati posisi 

tertinggi dan paling dihormati dalam tatanan adat Melayu. Sistem nilai ini 

dianggap paling fundamental dan menjadi rujukan utama bagi sistem nilai 

lainnya dalam masyarakat. Kepatuhan terhadap Adat Sebenar Adat tidak 

bergantung pada pengawasan lembaga tertentu, melainkan lahir dari 

kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap ajaran agamanya. Oleh sebab 

itu, seseorang yang melanggar adat ini tidak hanya dianggap sebagai orang 

yang tidak beradat, tetapi juga dipandang sebagai individu yang kurang 

berpegang teguh pada ajaran agama. 

b. Adat yang Diadatkan 

Adat Yang Diadatkan adalah aturan yang dirancang, diterapkan, dan 

diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai pedoman 

 
218 Thamrin, Antropologi Melayu, 114–16. 
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dalam kehidupan masyarakat. Adat ini ditetapkan oleh sulthan atau 

penguasa pada suatu masa dan tetap berlaku selama tidak diubah oleh 

pemimpin selanjutnya. Berbeda dengan Adat Sebenar Adat, Adat Yang 

Diadatkan bersifat lebih fleksibel dan dapat mengalami perubahan seiring 

perkembangan zaman serta situasi yang berkembang. Adat ini dapat 

diibaratkan sebagai "peraturan pelaksana" dari ketentuan Adat Sebenar 

Adat. Namun, meskipun dapat berubah, adat ini tetap harus disusun 

melalui musyawarah dan mufakat serta tidak boleh bertentangan atau 

menyimpang dari prinsip-prinsip Adat Sebenar Adat.219 

c. Adat yang Teradat 

Adat Yang Teradat merupakan kebiasaan setempat yang bersifat 

dinamis, dapat berkembang atau hilang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Kebiasaan ini awalnya dirumuskan oleh ninik mamak sebagai 

pemangku adat di suatu daerah untuk menerapkan aturan pokok dalam 

Adat Yang Diadatkan, dengan penyesuaian terhadap kondisi dan situasi 

setempat. Karena sifatnya yang fleksibel, Adat Yang Teradat dapat 

bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada 

keadaan, waktu, serta kebutuhan masyarakat yang mengamalkannya. 

Adat Yang Teradat adalah kesepakatan bersama yang dianggap tepat 

sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan dalam 

 
219 Wan Galib, Said Muhammad Umar, and Muhammad Daud Kadir, Adat Istiadat Melayu 

Di Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura (Pekanbaru: Lembaga Adat Daerah Riau, 1991), 123. 
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menghadapi berbagai peristiwa di masyarakat. Kesepakatan ini kemudian 

menjadi pegangan bersama dan berkembang sebagai kebiasaan yang 

diwariskan dari generasi ke generasi. Seiring waktu, Adat Yang Teradat 

dapat mengalami perubahan sesuai dengan nilai-nilai baru yang muncul 

dan berkembang di tengah masyarakat, menjadikannya adat yang lebih 

dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman.220 

6. Adat Melayu Riau 

Adat Melayu merupakan suatu sistem nilai, norma, dan perilaku sosial 

yang diwariskan turun-temurun dalam masyarakat Melayu yang menjadi 

pedoman dalam mengatur kehidupan individu dan kolektif. Dalam konteks 

budaya Melayu, adat tidak hanya dipandang sebagai tradisi, melainkan 

sebagai hukum tidak tertulis yang memiliki kekuatan mengikat secara sosial 

dan moral. Sebagai disiplin ilmu sosial, adat Melayu Riau bukan sekadar adat 

istiadat semata, tetapi pula teori sosial-budaya yang mencerminkan identitas 

Melayu: berbicara Bahasa Melayu, menjunjung adat, dan beragama Islam.221 

Teori budaya menyatakan bahwa kebudayaan adalah gagasan, rasa, 

tindakan, dan karya manusia selama hidupnya. Dalam konteks Melayu Riau, 

adat ini menciptakan semacam kerangka norma yang membentuk perilaku 

 
220 Budi Santoso, Masyarakat Melayu-Riau Dan Kebudayaan Nya (Pekanbaru: Pemda Riau, 

1985), 504. 
221 Muhammad Hafiz and Tafsiruddin, “Masyarakat Melayu Riau Berbudaya,” Dakwatul 

Islam 6, no. 2 (June 29, 2022): 89–96, doi:10.46781/dakwatulIslam.v6i2.505. 
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kolektif dan kesadaran etis masyarakat.222 Misalnya, pakaian adat Melayu 

Riau tidak hanya simbol estetika, tetapi sarat norma sosial, agama, dan adat 

mewakili kehormatan dan status seseorang dalam masyarakat. Nilai-nilai 

yang membentuk struktur adat memberikan fondasi bukan hanya pada simbol 

budaya, tetapi juga pada aturan sosial yang mengatur konflik, warisan, 

kepemimpinan, serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah. 

Adat Melayu Riau melalui Tunjuk Ajar Melayu telah diakui sebagai 

warisan budaya tak benda di Indonesia. Nilai-nilai seperti musyawarah, 

mufakat, rasa tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap orang tua 

dijadikan pedoman hidup. Kombinasi ini menjadikan adat Melayu sebagai 

sistem orientasi nilai yang bersifat holistik, di mana norma agama 

memperkuat adat, dan adat mendukung moralitas Islam masyarakat.223 Adat 

Melayu Riau berfungsi sebagai stabilisator sosial dalam komunitas yang kuat 

nilai gotong-royong nya. Lembaga Adat Melayu (LAM) di Riau berperan 

penting dalam melestarikan nilai-nilai ini dengan dukungan Perda dan strategi 

sosialisasi terutama dalam menghadapi modernitas dan perubahan sosial.224  

Nilai kekeluargaan, seperti pembagian warisan secara musyawarah, 

tanggung jawab sosial, dan menjaga marwah keluarga, dijadikan instrument 

 
222 Tenas Effendy, Tunjuk Ajar Melayu: Butir-Butir Budaya Melayu Riau (Pekanbaru: Balai 

Bahasa Riau, 2003), 30. 
223 M Musa, “Tunjuk Ajar Adat Melayu Sebagai Instrumen Alternatif Dalam Menyelesaikan 

Konflik Lahan Perkebunan Di Riau,” UIR Law Review 1, no. 02 (October 25, 2017): 4–5, 

doi:10.25299/uirlrev.2017.1.02.604. 
224 Maryati Bachtiar, “Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik 

Tanah Ulayat Di Provinsi Riau,” Jurnal Hukum Respublica 16, no. 2 (June 13, 2018): 298, 

doi:10.31849/respublica.v16i2.1442. 
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moral untuk menjaga solidaritas antar generasi dan menyeimbangkan 

kepentingan individu dan komunitas. Dalam implementasinya, adat Melayu 

Riau bersifat adaptif dan fleksibel. Secara formal diatur oleh lembaga seperti 

Lembaga Adat Melayu (LAM), namun banyak praktik penghormatan 

keturunan, pembagian warisan, dan ritual sosial masih berjalan secara 

informal melalui musyawarah keluarga dan aturan adat yang hidup di desa 

atau kampung.  

C. Hukum Kewarisan Adat 

1. Pengertian Hukum Waris Adat 

Hukum adat memiliki pengaruh besar terhadap hukum waris adat, 

begitu pula sebaliknya, karena hukum waris menempati posisi sentral dalam 

kaitannya dengan berbagai aspek hukum adat lainnya. Hal ini disebabkan 

oleh sifat hukum waris yang mencakup aturan-aturan hukum yang terus 

berkembang dalam proses yang berkelanjutan.225 

Hukum waris adat merupakan seperangkat aturan yang mengatur 

mekanisme penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud 

maupun tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum ini 

menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai sistem dan asas hukum waris, 

mencakup aspek pewaris, ahli waris, serta prosedur pengalihan kepemilikan 

 
225 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2002), 

39. 
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dan penguasaan harta warisan.226 Beberapa pakar hukum telah memberikan 

definisi mengenai hukum waris adat, yang menjelaskan lebih lanjut tentang 

cakupan dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem pewarisan dalam 

masyarakat adat, diantaranya: 

a. Ter Haar mendefinisikan hukum waris adat sebagai seperangkat aturan 

hukum yang mengatur proses penerusan dan peralihan harta kekayaan, 

baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari generasi ke generasi 

secara terus-menerus sepanjang waktu.227 

b. Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat waris mencakup peraturan-

peraturan yang mengatur bagaimana barang-barang, baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud, diwariskan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya.228 

c. M. Rasyid Ariman menyatakan bahwa hukum waris adat mengatur 

tentang harta warisan, pewaris, ahli waris, serta mekanisme pengalihan 

hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris.229 

d. Surojo Wignyodipuro menambahkan bahwa hukum waris adat 

mencakup norma-norma hukum yang menentukan harta kekayaan, baik 

 
226 Haniru, “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” 
227 Ter Haar, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Terj. Surbakti Presponoto) (Jakarta: 

Pradnya Paramitha, 2001), 47. 
228 Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradya Paramita, 2003), 72. 
229 M. Rasyid Ariman, Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1988), 9. 
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materiil maupun immateriil, yang dapat diwariskan kepada keturunan, 

serta mengatur tata cara dan proses pewarisan nya.230 

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa hukum waris adat merupakan seperangkat aturan yang 

mengatur proses penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud 

maupun tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum 

waris adat tidak hanya mencakup penentuan pewaris dan ahli waris, tetapi 

juga mengatur mekanisme pengalihan hak dan kewajiban atas harta warisan. 

Proses pewarisan ini berlangsung secara turun-temurun dan disesuaikan 

dengan norma serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat adat. Selain 

itu, hukum waris adat memiliki karakteristik yang fleksibel, mengikuti 

perkembangan zaman dan perubahan sosial di masyarakat. Hukum waris adat 

memiliki peran penting dalam mengatur pewarisan harta kekayaan dalam 

suatu masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek hukum, nilai budaya, 

serta mekanisme pewarisan yang berlangsung secara turun-temurun.231 

2. Asas-asas Hukum Waris Adat 

Hukum waris adat di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada asas 

kerukunan dan kesetaraan hak dalam pewarisan, tetapi juga mencakup 

 
230 Soeroyo Wignyodipuro, Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat Waris (Jakarta: Haji 

Masagung, 1983), 161. 
231 Fatma Wati Tuharea, La Ode Angga, and Mahrita Aprilya Lakburlawal, “Pembagian 

Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat,” Bameti: Customary Law Review 2, no. 1 (June 2, 2024): 

25–37, doi:10.47268/bameti.v2i1.13558. 
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beberapa asas hukum lainnya. Berikut adalah asas-asas dalam hukum waris 

adat:232 

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri: Asas ini menekankan 

pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi persoalan pewarisan 

serta menahan diri dari sifat materialistis yang berlebihan. Asas ini 

mengajarkan bahwa dalam pewarisan, seseorang harus mampu 

mengendalikan dirinya dari sikap serakah terhadap harta benda. 

Pewarisan tidak hanya dilihat dari aspek materi, tetapi juga dari sudut 

pandang spiritual dan tanggung jawab moral terhadap keluarga.233 

b. Asas Kesetaraan Hak dan Kebersamaan dalam Warisan: Dalam 

pewarisan, prinsip kebersamaan dan kesetaraan hak harus diterapkan 

secara adil dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Pembagian dan 

pemanfaatan harta warisan harus mempertimbangkan kebutuhan ahli 

waris, terutama mereka yang kurang mampu. Asas ini juga 

menekankan pentingnya kepedulian terhadap ahli waris yang kurang 

mampu agar mendapatkan bagian yang layak.234 

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan: Prinsip ini bertujuan untuk 

menjaga keharmonisan dalam keluarga dengan memastikan bahwa 

pengelolaan, pemanfaatan, dan pembagian warisan dilakukan secara 

damai dan tidak menimbulkan konflik di antara ahli waris. Oleh karena 

itu, pengelolaan dan pembagian harta warisan harus dilakukan dengan 

 
232 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 21–23. 
233 Haniru, “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” 468. 
234 Ibid. 
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cara yang tidak menimbulkan konflik. Kesepakatan bersama dan rasa 

saling menghormati di antara ahli waris sangat ditekankan dalam 

pelaksanaannya. 

d. Asas Musyawarah dan Mufakat: Dalam menentukan dan 

menyelesaikan pembagian harta warisan, seluruh ahli waris memiliki 

hak dan tanggung jawab yang sama. Oleh karena itu, keputusan 

mengenai warisan harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat 

bersama. Hukum waris adat tidak mengutamakan individualisme, 

tetapi lebih kepada keputusan kolektif yang dihasilkan melalui 

musyawarah. Setiap anggota keluarga berhak menyampaikan 

pendapatnya dalam proses pewarisan, sehingga tercapai kesepakatan 

yang adil bagi semua pihak.235 

e. Asas Keadilan dan Parimiuma (belas kasih): Prinsip keadilan dalam 

hukum waris tidak selalu berarti pembagian yang sama rata, tetapi 

lebih kepada pembagian yang proporsional sesuai dengan kebutuhan 

dan pemerataan. Sementara itu, asas parimiuma (belas kasih) 

menekankan belas kasih terhadap anggota keluarga pewaris. Bahkan, 

seseorang yang bukan ahli waris secara langsung tetap dapat 

dipertimbangkan untuk menerima bagian dari warisan berdasarkan 

peran, jasa, atau hubungannya dengan pewaris.236 

 
235 Surjanti, Hukum Waris Adat (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2025), 22. 
236 Rizky Aldjufri, “Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam,” Lex Et 

Societatis 4, no. 1 (2016): 95–102, doi:https://doi.org/10.35796/les.v4i1.11146. 
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Asas-asas ini mencerminkan bahwa hukum waris adat tidak hanya 

berorientasi pada kepemilikan materi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai 

sosial, budaya, dan kemanusiaan dalam masyarakat. 

3. Peran Hukum Adat dalam Pembagian Warisan 

Salah satu aspek kehidupan yang diatur oleh hukum adat adalah 

pembagian warisan. Dalam masyarakat adat Melayu, pembagian warisan 

biasanya dilakukan berdasarkan prinsip kekeluargaan dan musyawarah, 

dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.237  

Pembagian ini dilakukan tanpa melibatkan pihak luar seperti tokoh agama 

atau negara, meskipun dalam beberapa kasus dapat terjadi ketidaksepakatan 

mengenai siapa yang berhak menerima bagian warisan. Selain itu, tetap ada 

norma yang mengatur bahwa pembagian warisan harus dilakukan dengan adil 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip sosial yang berlaku dalam masyarakat. 

Dalam hal ini, hukum adat bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga 

dan memastikan bahwa pembagian warisan dapat diterima oleh semua pihak 

yang terlibat.238 

4. Jenis-jenis Harta Warisan dalam Hukum Adat 

Secara umum, dalam hukum waris adat, harta warisan terbagi menjadi 

dua jenis, yaitu harta warisan yang berwujud dan yang tidak berwujud. Harta 

warisan berwujud meliputi aset fisik seperti sawah, kebun, tanah, bangunan 

 
237 Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, 263. 
238 I. Muin, “Analisis Perbandingan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Perdata,” Jurnal 

Tana Mana 6, no. 1 (2025): 495, doi:https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1076. 
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rumah, serta hewan ternak. Sementara itu, harta warisan yang tidak berwujud 

mencakup gelar adat, kedudukan, dan jabatan adat yang diwariskan dalam 

suatu komunitas atau keluarga tertentu. Harta tidak berwujud ini memiliki 

nilai sosial dan budaya yang tinggi, karena berkaitan erat dengan identitas 

serta struktur sosial masyarakat adat.239 Adapun jenis-jenis harta warisan 

dalam hukum kewarisan adat dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a. Harta waris yang dapat dibagi: Merupakan harta yang diberikan kepada 

masing-masing ahli waris secara individu. Setiap ahli waris memiliki 

hak untuk menguasai, menggunakan, mengelola, dan menikmati hasil 

dari harta tersebut. Pembagian harta ini dilakukan berdasarkan 

kesepakatan keluarga atau aturan adat yang berlaku. Biasanya, harta ini 

berupa properti atau benda berharga yang dapat dipindahtangankan 

kepada ahli waris sesuai dengan sistem pewarisan yang dianut oleh 

masyarakat adat setempat.240 

b. Harta waris yang tidak dapat dibagi: Merupakan harta yang dimiliki 

secara kolektif oleh para ahli waris tanpa adanya klaim kepemilikan 

individu. Jika harta ini menghasilkan manfaat atau keuntungan, maka 

hasilnya akan dinikmati bersama oleh seluruh ahli waris. Harta jenis ini 

umumnya berupa tanah ulayat, rumah adat, atau benda pusaka yang 

 
239 Fikri & Wahidin Fikri & Wahidin, “Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris 

Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis),” Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan 

Hukum 2, no. 2 (January 8, 2017): 201, doi:10.22515/al-ahkam.v2i2.500. 
240 Agya Kusuma and Firya Oktaviarni, “Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat 

Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Kec. Tabir Kab. Merangin,” Zaaken: 

Journal of Civil and Business Law 4, no. 3 (October 17, 2023): 396, 

doi:10.22437/zaaken.v4i3.14617. 
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memiliki nilai historis dan kultural bagi komunitas. Harta kolektif ini 

dipertahankan untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi 

dalam.241 

5. Paradigma Kewarisan Adat 

Paradigma kewarisan adat merupakan kerangka berpikir yang lahir dari 

sistem sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang dianut oleh suatu masyarakat. 

Hukum adat sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Ter Haar, adalah hukum 

yang tumbuh, hidup, dan berkembang di tengah masyarakat berdasarkan 

kebiasaan yang diakui serta dipatuhi oleh anggota komunitas tersebut. Oleh 

karena itu, hukum adat kewarisan tidak bersifat universal sebagaimana 

hukum Islam, melainkan partikular dan relatif, tergantung pada budaya dan 

struktur sosial masyarakat yang bersangkutan.  

Dalam konteks masyarakat Indonesia, kewarisan adat mencerminkan 

keragaman sistem kekerabatan dan pola relasi sosial yang berbeda-beda di 

tiap daerah. Terdapat tiga sistem pokok dalam kewarisan adat, yaitu sistem 

patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental/bilateral. Sistem patrilineal 

menekankan pewarisan harta melalui garis laki-laki, sistem matrilineal 

melalui garis perempuan, sedangkan sistem parental mengakui kedudukan 

garis keturunan dari kedua belah pihak.  Keragaman sistem ini memengaruhi 

paradigma kewarisan adat di berbagai daerah, termasuk dalam hal siapa yang 

 
241 Hadikusuma, Hukum Waris Adat, 24. 
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dianggap ahli waris, bagaimana mekanisme pembagiannya, serta kapan 

warisan itu boleh dibagikan. 

Salah satu ciri utama paradigma kewarisan adat adalah sifatnya yang 

kolektif. Warisan dalam perspektif adat tidak sekadar dipahami sebagai 

perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris, melainkan sebagai sarana 

menjaga kesinambungan keluarga, menjaga tanah pusaka, serta 

memperkokoh ikatan sosial dalam masyarakat. Misalnya, pada masyarakat 

Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, harta pusaka tinggi 

diwariskan kepada anak perempuan dalam satu garis keturunan untuk 

menjamin keberlangsungan rumah gadang dan kaum.  Paradigma ini 

menunjukkan bahwa kewarisan adat lebih menitikberatkan pada fungsi 

sosial-ekonomi harta bagi komunitas, bukan semata pada kepentingan 

individual. 

Paradigma kewarisan adat juga menekankan asas musyawarah dan 

mufakat. Dalam banyak kasus, pembagian harta warisan dilakukan melalui 

kesepakatan keluarga besar tanpa berpegang pada ketentuan angka yang kaku 

sebagaimana dalam hukum faraidh. Hal ini didasarkan pada prinsip 

kebersamaan dan rasa keadilan yang bersifat subjektif menurut ukuran 

komunitas. Paradigma kewarisan adat juga sering kali memperhitungkan 

faktor-faktor non-yuridis dalam pembagiannya. Misalnya, seorang anak yang 

tinggal dan merawat orang tua cenderung diberikan bagian lebih besar 

daripada anak yang tinggal jauh.  
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Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa paradigma kewarisan adat, 

meskipun berakar pada nilai kebersamaan dan musyawarah, tidak jarang 

menghadirkan problematika ketika berhadapan dengan isu kepastian hukum 

dan perlindungan hak-hak pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak 

angkat. Fleksibilitas yang menjadi ciri khasnya di satu sisi memberi ruang 

bagi kesepakatan keluarga, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya 

pengabaian hak.  Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi kritis terhadap 

praktik pewarisan adat agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan yang 

diusung oleh hukum Islam. Dengan demikian, kajian komparatif antara 

kewarisan adat dan kewarisan Islam menjadi penting, tidak hanya untuk 

melihat titik perbedaan, tetapi juga untuk menemukan titik temu yang dapat 

dijadikan dasar penguatan sistem hukum kewarisan di Indonesia. 

6. Perbandingan Paradigma Kewarisan Hukum Islam dan Adat 

Paradigma kewarisan Islam dan paradigma kewarisan adat memiliki 

titik temu sekaligus perbedaan yang cukup mendasar. Keduanya sama-sama 

lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mengatur proses distribusi harta 

peninggalan pewaris, namun sumber legitimasi, prinsip dasar, serta tujuan 

akhirnya berbeda.  

Dari segi sumber hukum, kewarisan Islam berakar pada teks normatif 

yang bersifat qat‘i, yakni Al-Qur’an, hadis, serta ijtihad ulama yang 

menurunkan aturan faraidh secara rinci. Ketentuan siapa yang berhak 

menjadi ahli waris, berapa bagian yang diterima, dan kapan harta boleh 
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dibagikan telah diatur secara pasti dalam nash. Oleh karena itu, paradigma 

kewarisan Islam bercorak normatif-doktrinal, menekankan kepastian hukum, 

serta memiliki orientasi pada keadilan proporsional berdasarkan ketentuan 

Allah SWT. Sebaliknya, paradigma kewarisan adat lahir dari praktik sosial, 

nilai budaya, dan kebutuhan komunitas lokal. Ketentuannya tidak tertulis, 

melainkan dijalankan berdasarkan kebiasaan, musyawarah, serta rasa 

keadilan yang berlaku dalam masyarakat.  Dengan demikian, hukum adat 

lebih bersifat relatif, berubah sesuai ruang dan waktu, serta tidak memiliki 

angka-angka baku sebagaimana faraidh dalam Islam. 

Meskipun berbeda, terdapat pula persamaan antara keduanya. 

Paradigma kewarisan Islam dan adat sama-sama menekankan pentingnya 

menjaga kerukunan keluarga dan menghindari konflik. Islam mengajarkan 

agar harta dibagi dengan adil tanpa merugikan ahli waris, sementara adat 

menekankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Kedua 

paradigma ini juga sama-sama menolak praktik zalim, misalnya penguasaan 

harta oleh salah satu pihak yang merugikan ahli waris lainnya. Namun, 

perbedaan mendasar terlihat pada prinsip keadilan yang digunakan. Dalam 

Islam, keadilan bersifat normatif, terikat oleh ketentuan Allah yang 

menempatkan laki-laki dan perempuan dengan bagian berbeda berdasarkan 

fungsi dan tanggung jawabnya. Sedangkan dalam adat, keadilan lebih bersifat 

subjektif dan kontekstual, misalnya anak yang merawat orang tua mendapat 

bagian lebih besar, atau pembagian ditunda hingga kedua orang tua 

meninggal demi menjaga keutuhan keluarga. Dalam kasus seperti ini, adat 
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lebih lentur tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara 

Islam tegas tetapi terkadang dipersepsi kaku oleh masyarakat.  

Dengan demikian, analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa 

paradigma kewarisan Islam menekankan kepastian hukum berbasis nash, 

sementara paradigma kewarisan adat menekankan harmoni sosial berbasis 

kebiasaan. Perbedaan tersebut sering kali melahirkan variasi praktik 

kewarisan di masyarakat, yang pada akhirnya merefleksikan pluralisme 

hukum di Indonesia. 

D. Penelitian yang Relevan 

Agar penelitian ini lebih terfokus pada suatu masalah penelitian serta dapat 

menghasilkan kebaruan ilmiah, maka perlu dilakukan studi terhadap penelitian-

penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema. Studi literatur terhadap 

penelitian yang relevan tidak hanya berfungsi untuk memetakan posisi penelitian 

yang sedang dilakukan, tetapi juga untuk memahami bagaimana penelitian 

sebelumnya telah mengkaji topik serupa serta melihat celah penelitian yang 

masih dapat dieksplorasi lebih lanjut. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian ini. Studi ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam praktik pembagian 

warisan di masyarakat adat Melayu, serta menemukan aspek yang belum banyak 

diteliti untuk menjadi kontribusi utama dalam penelitian ini. Analisis terhadap 

temuan-temuan sebelumnya juga dapat memberikan perspektif mengenai 



123 

 

 

 

bagaimana praktik ini berkembang dan beradaptasi dengan dinamika sosial dan 

hukum yang ada. Dengan demikian, subbab ini akan menguraikan penelitian 

yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji serta mengaitkannya dengan 

fokus utama penelitian ini. Adapun hasil dari kajian terhadap penelitian 

terdahulu akan dijabarkan sebagai berikut. 

Pertama, Jurnal penelitian tentang pembagian warisan adat melayu 

diantaranya dilakukan oleh Al-Muthahhiri pada tahun 2021 dengan judul 

“Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi Masyarakat Kabupaten 

Batanghari Menurut Hukum Islam” yang dilaksanakan di Jambi. Artikel 

penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh 

adat, masyarakat, serta tinjauan terhadap dokumen adat yang digunakan dalam 

pembagian warisan. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat adat Melayu 

di Jambi masih mempertahankan sistem waris adat yang diwariskan turun-

temurun. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga, di 

mana anak laki-laki biasanya mendapat bagian lebih besar dibandingkan anak 

perempuan. Keputusan dilakukan tanpa campur tangan pengadilan atau tokoh 

agama. Temuan ini relevan dengan penelitian saya yang sama-sama meneliti 

pembagian warisan adat melayu yang dilakukan secara kekeluargaan.242 

 
242 Al Muthahhiri, “Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat 

Kabupaten Batanghari Menurut Hukum Islam,” Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata 

Sosial 9, no. 01 (May 1, 2021): 104–29, doi:10.30868/am.v9i01.1248. 
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Kedua, jurnal penelitian yang ditulis oleh Muslim pada tahun 2021 dengan 

judul “Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Melayu Bunut dan 

Kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam” yang berlokasi di Pelalawan. 

Artikel ini menggunakan pendekatan etnografi dengan pengumpulan data 

melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan para ahli waris, 

kepala adat, serta masyarakat yang terlibat dalam pembagian warisan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam adat Melayu Bunut, warisan dibagi 

berdasarkan prinsip musyawarah keluarga. Tokoh adat memiliki peran penting 

dalam memastikan pembagian dilakukan secara adil. Namun, terdapat perbedaan 

dalam praktiknya, beberapa keluarga membagi harta berdasarkan hukum adat, 

sementara lainnya mulai mengadopsi hukum Islam.243 

Ketiga, Jurnal lainnya yang ditulis oleh Wulandari, Nababan dan Karlina 

pada tahun 2024 dengan judul “Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Adat 

Melayu” menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara, dengan 

pendekatan yuridis-normatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hukum 

adat Melayu serta wawancara dengan ahli hukum adat. Artikel penelitian ini 

menyimpulkan bahwa hukum waris adat Melayu sering kali fleksibel dan dapat 

berubah tergantung pada kesepakatan keluarga. Meskipun ada pengaruh dari 

hukum Islam, dalam praktiknya, pembagian sering kali lebih 

 
243 Muslim, “Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Melayu Bunut Dan Kedudukannya 

Dalam Kompilasi Hukum Islam.” 
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mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dibandingkan ketentuan 

syariah.244 

Keempat, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Setia Putra pada tahun 2022 

dengan judul “Hukum Waris Adat Melayu Riau di Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu” menggunakan pendekatan sosiologis yang bertujuan 

untuk mengetahui ahli waris dan harta waris pada masyarakat melayu dan 

pembagian warisan. Hasil penelitian didapatkan bahwa sistem kekerabatan 

patrilineal lebih dominan dalam pembagian warisan dimana harta dibagikan 

setelah harta pusaka tinggi dan pusaka rendah dipisahkan dengan harta bawaan 

suami istri. Meskipun demikian, terdapat praktik sosial pewarisan yang tetap 

dipertahankan oleh masyarakat, seperti menjaga keberlangsungan tempat tinggal 

peninggalan orang tua, merawat orang tua yang masih hidup, serta membantu 

anggota keluarga yang secara ekonomi kurang mampu.245 

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Morro’aini dan Kholis yang berjudul 

“Studi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Kampar” pada tahun 

2019 menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dan studi 

hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat, pemuka 

agama, dan masyarakat Kampar, serta melalui analisis dokumen terkait hukum 

adat dan hukum Islam. Penelitian ini menyoroti praktik pembagian warisan 

 
244 Ayu Wulandari, Veronica Laurensia Boru Nababan, and Leni Karlina, “Pembagian Hak 

Waris Menurut Hukum Adat Melayu” 1, no. 4 (2024): 241–47, 

doi:https://doi.org/10.62017/syariah.v1i4.1617. 
245 Setia Putra, “Hukum Waris Adat Melayu Riau Di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu,” Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 2 (November 17, 2022): 123, 

doi:10.30652/jih.v11i2.8385. 
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dalam masyarakat adat Kampar yang masih mempertahankan sistem hukum adat 

dengan beberapa modifikasi akibat pengaruh hukum Islam. Sistem kekerabatan 

yang dianut adalah matrilineal, di mana perempuan memiliki peran dominan 

dalam pewarisan, khususnya dalam kepemilikan harta pusaka. Meskipun adat 

mendominasi dalam pembagian warisan, pengaruh hukum Islam mulai terlihat, 

terutama dalam harta pusaka rendah (harta yang diperoleh secara pribadi). 

Pembagian harta dilakukan melalui musyawarah keluarga yang dipimpin oleh 

ninik mamak (tokoh adat). Keputusan diambil dengan mempertimbangkan 

keadilan menurut adat dan kesejahteraan keluarga.246 

Keenam, jurnal penelitian yang ditulis oleh Arman Arroisi Hatta dan Josua 

Arya Subagiyo pada tahun 2024 dengan judul “Pengaruh Modernisasi Terhadap 

Hukum Waris Adat Batak Karo”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bertujuan untuk 

menganalisis dampak modernisasi terhadap sistem hukum waris adat Batak 

Karo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris adat Batak Karo yang 

secara tradisional berlandaskan pada sistem kekerabatan patrilineal, di mana 

anak laki-laki menjadi pewaris utama, mengalami pergeseran seiring 

berkembangnya modernisasi. Modernisasi mendorong terjadinya penyesuaian 

dalam praktik pewarisan, antara lain melalui penggabungan unsur hukum adat 

dan hukum nasional, sehingga pembagian warisan dalam praktik tertentu 

menjadi lebih fleksibel dan mempertimbangkan keadilan serta kebutuhan 

 
246 Morroaini and N. Kholis, “Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat 

Kampar,” Jurnal Studi Gender Dan Islam 18, no. 1 (2019): 93, 

doi:https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.93-104. 
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ekonomi seluruh anggota keluarga tanpa semata-mata berlandaskan gender atau 

urutan kelahiran. Meskipun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa 

praktik hukum waris adat Batak Karo tetap dipertahankan oleh masyarakat 

sebagai bagian dari identitas budaya.247 

Ketujuh, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Hidayat, Muhibbin, dan 

Afifullah dilakukan pada tahun 2022 dengan judul “Pembagian Harta Warisan 

Menurut Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik 

Sanggau)” menggunakan pendekatan studi kasus normatif berupa produk 

perilaku hukum. Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta warisan di 

kalangan masyarakat Melayu di Desa Sungai Muntik. Pembagian warisan dalam 

masyarakat ini dilakukan melalui musyawarah keluarga, tanpa melibatkan 

pemuka agama atau tokoh masyarakat, dan tidak mengikuti hukum Islam secara 

ketat. Pada pembagian warisan secara adat bagian yang diterima oleh ahli waris 

dapat bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Selain itu, 

penelitian ini mengungkapkan tantangan dalam menyelaraskan antara hukum 

Islam dan adat Melayu, dan menyarankan perlunya edukasi terkait prinsip-

prinsip syariat Islam untuk menciptakan sistem pembagian warisan yang lebih 

adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.248 

 
247 Arman Arroisi Hatta and Josua Arya Subagiyo, “Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum 

Waris Adat Batak Karo,” Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 2, no. 1 

(December 27, 2023): 314–20, doi:10.59059/mandub.v2i1.920. 
248 Rahmat Hidayat, Mohamad Muhibbin, and Mohammad Afifullah, “Pembagian Harta 

Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Sanggau),” 

DIH: Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 2 (August 2022), doi:10.30996/dih.v0i0.6558. 



128 

 

 

 

Kedepalan, Disertasi yang ditulis oleh Zikri Darussamin dengan judul 

“Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pelaksanaan Kewarisan 

Masyarakat Melayu di Daerah Siak” yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana 

hukum kewarisan Islam berinteraksi dengan hukum adat dalam praktik 

pewarisan masyarakat Melayu di Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan 

metode sosiologis, historis, dan fenomenologi dengan pendekatan hukum 

empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara hukum Islam dan 

hukum adat dalam pembagian warisan masyarakat Melayu-Siak terjadi dalam 

bentuk kerja sama dan pertentangan. Hukum kewarisan Islam mendominasi 

praktik pewarisan, tetapi tetap terdapat unsur-unsur adat lokal seperti 

pembatasan jenis harta warisan, keberadaan ahli waris pengganti, serta pola 

pembagian harta yang lebih mengutamakan anak perempuan.249 

Kesembilan, Disertasi oleh Nuraida Fitri Habi yang berjudul “Hukum 

Waris Islam dan Keadilan Gender dalam Seloko Adat Jambi pada Hukum Pucuk 

Induk Undang Nan Limo” bertujuan untuk mengkaji pluralisme hukum dalam 

sistem waris adat Jambi, menganalisis norma-norma dalam seloko adat Jambi 

terkait pembagian warisan, serta melihatnya dari perspektif hukum Islam dan 

keadilan gender. Disertasi ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengungkap bahwa pembagian 

warisan dalam adat Jambi tidak sepenuhnya selaras dengan hukum Islam. Anak 

perempuan mendapatkan harta berat seperti tanah dan rumah, tetapi tidak 

 
249 Zikri Darussamin, “Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Pelaksanaan 

Kewarisan Masyarakat Melayu Di Daerah Siak)” (UIN Sunan Kalijaga, 2003). 
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memiliki hak penuh untuk menjualnya tanpa izin saudara laki-laki. Sementara 

itu, laki-laki mendapatkan harta ringan, seperti hasil perkebunan atau ternak. 

Meskipun demikian, nilai-nilai adat tetap berusaha menjaga keseimbangan 

antara laki-laki dan perempuan dalam pewarisan, sebagaimana tercermin dalam 

seloko adat Jambi yang menyatakan bahwa laki-laki bertanggung jawab 

melindungi perempuan dan keluarga.250 

Kesepuluh, Disertasi yang ditulis oleh Muhammad April dengan judul 

“Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Adat di Kabupaten Kampar" bertujuan untuk mengkaji masyarakat 

kampar menerapkan sistem kewarisan yang berbasis adat dan interaksinya 

dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat 

kampar dalam membagi harta warisan didasarkan pada aturan adat soko pisoko, 

yang menekankan prinsip asas manfaat, keadilan, kejelasan tujuan, dan 

musyawarah keluarga. Dalam adat ini, perempuan sering kali mendapatkan hak 

yang lebih besar dibandingkan laki-laki, karena dianggap memiliki kewajiban 

sosial yang lebih banyak, bertentangan dengan hukum Islam yang menetapkan 

bahwa laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari perempuan.251 

Berdasarkan tabulasi hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di 

atas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian tersebut membahas aspek-

 
250 Nuraida Fitri Habi, Hukum Waris Islam Dan Keadilan Gender Dalam Seloko Adat Jambi 

Pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo (UIN Syarif Hidayatullah, 2022). 
251 Muhammad April, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum 

Islam Dan Hukum Adat Di Kabupaten Kampar” (UIN Sultan Syarif Kasim, 2017). 
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aspek yang berhubungan dengan pembagian harta warisan secara adat. Masing-

masing penelitian memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam mengkaji 

praktik pewarisan di masyarakat. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang 

akan saya lakukan terletak di lokasi yang menyoroti masyarakat melayu di 

Kabupaten Kepulauan Meranti.  

Merujuk pada hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas 

dan kaitannya dengan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, 

dapat disimpulkan bahwa fokus atau tema penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagai 

perbandingannya, fokus utama penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah mengungkap dinamika pembagian harta warisan dalam masyarakat adat 

Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, penelitian ini akan 

mengkaji bagaimana hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut 

berinteraksi dengan hukum Islam. Studi ini akan menyoroti faktor-faktor yang 

melatarbelakangi praktik pewarisan tersebut, mekanisme pembagiannya, serta 

dampaknya terhadap kesejahteraan ahli waris. Dengan demikian, penelitian ini 

akan memberikan perspektif baru dalam memahami keberlanjutan dan tantangan 

sistem warisan adat Melayu di tengah perubahan sosial dan hukum yang 

berkembang di Indonesia. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk 

memperoleh data empiris mengenai implementasi pembagian harta warisan 

dalam masyarakat adat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti.252 

Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara 

mendalam bagaimana masyarakat setempat melaksanakan pembagian 

warisan, faktor-faktor yang memengaruhi pembagian warisan, serta 

bagaimana praktik ini berinteraksi dengan hukum Islam. 

Penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk menggali fakta 

sosial dan hukum yang berkembang di tengah masyarakat secara lebih 

komprehensif. Karena penelitian lapangan bertujuan memahami fenomena 

yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara 

mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks 

alamiah.253 Dalam hal ini, penelitian ini tidak hanya berfokus pada bagaimana 

warisan dibagikan, tetapi juga menelusuri latar belakang budaya, sosial, dan 

ekonomi yang melatarbelakangi praktik pewarisan tersebut. Melalui 

pendekatan ini, peneliti dapat melihat apakah terdapat pola-pola khusus 

 
252 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 12. 
253 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2017), 6. 
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dalam pembagian warisan, seperti keterlibatan keluarga besar dalam 

pengambilan keputusan, peran perempuan dan laki-laki dalam sistem 

warisan, serta sejauh mana masyarakat memahami dan menerapkan hukum 

Islam dalam kewarisan mereka. 

Selain itu, penelitian lapangan ini juga memberikan ruang bagi analisis 

perbedaan antara teori dan praktik. Dalam kajian hukum waris Islam, 

pembagian warisan telah memiliki aturan yang jelas sebagaimana ditetapkan 

dalam Al-Qur’an dan hadis. Namun, dalam praktiknya, masyarakat sering 

kali memiliki interpretasi dan cara tersendiri dalam membagi warisan, yang 

dipengaruhi oleh adat istiadat yang telah berlaku turun-temurun.254  Oleh 

karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana hukum Islam 

benar-benar diterapkan dalam pembagian warisan masyarakat Melayu 

Kepulauan Meranti, atau apakah hukum adat masih lebih dominan dalam 

praktik tersebut. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk menggali 

data empiris, berinteraksi langsung dengan pelaku dan ahli waris, serta 

memahami nilai dan persepsi hukum masyarakat setempat secara 

kontekstual.255 

Sebagai bagian dari penelitian lapangan, penelitian ini juga akan 

mengkaji tantangan dan pergeseran dalam sistem pewarisan adat. Dengan 

semakin berkembangnya masyarakat dan meningkatnya kesadaran hukum, 

 
254 Siregar, “Prinsip Keadilan Hukum Waris Islam Tentang Pembagian Warisan Antara Laki-

Laki Dan Perempuan.” 
255 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 6. 
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penting untuk melihat apakah ada perubahan dalam praktik pewarisan, 

misalnya meningkatnya jumlah keluarga yang mulai mengadopsi hukum 

Islam atau bahkan hukum negara dalam pembagian warisan mereka. Selain 

itu, penelitian ini juga akan meneliti bagaimana konflik yang mungkin timbul 

dalam pembagian warisan diselesaikan di tingkat keluarga maupun 

komunitas, apakah melalui mekanisme adat, musyawarah, atau lembaga 

formal seperti peradilan agama.256 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan 

autentik mengenai bagaimana masyarakat Melayu di Kepulauan Meranti 

mengelola pembagian warisan mereka. Data yang diperoleh tidak hanya akan 

memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan sosiologi, tetapi 

juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan pihak yang 

berkepentingan dalam upaya harmonisasi antara hukum adat, dan hukum 

Islam dalam sistem pewarisan pada masyarakat melayu. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif menggunakan desain etnografi. Pendekatan kualitatif bertujuan 

mendalami fenomena untuk mencari makna yang tersembunyi, menggali 

cerita yang belum jelas, menafsirkan sesuatu yang bersifat multi-tafsir, dan 

memahami konotasi yang tersirat. Pendekatan ini berfokus pada proses 

 
256 Dewi Sukarti, “Legal Pluralism in Settling Inheritance Disputes in Besemah, South 

Sumatera,” Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah 13, no. 1 (February 1, 2013): 47–56, 

doi:10.15408/ajis.v13i1.950. 
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interpretasi data berdasarkan konteks sosial dan budaya yang 

melatarbelakangi fenomena tersebut.257 Dengan demikian, penelitian 

kualitatif menjadi alat yang sangat berguna untuk menjelajahi dimensi 

subjektif dari perilaku manusia, hubungan sosial, dan praktik budaya. 

Metode penelitian etnografi merupakan metode dalam penelitian 

kualitatif yang bertujuan untuk memahami pola kehidupan, kebiasaan, nilai, 

dan norma dari suatu kelompok masyarakat tertentu dalam konteks budaya 

mereka. Metode etnografi memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara 

langsung fenomena sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat, dengan 

berfokus pada observasi dan interaksi langsung dengan informan di dalam 

konteks kehidupan sehari-hari mereka. Peneliti akan terlibat dalam proses 

pengamatan dan pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk 

memahami bagaimana masyarakat adat Melayu di Kabupaten Kepulauan 

Meranti melaksanakan pembagian warisan secara turun-temurun. 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Wilayah ini 

dipilih sebagai lokasi penelitian karena mayoritas penduduknya merupakan 

masyarakat Melayu yang masih memegang teguh adat istiadat dalam berbagai 

aspek kehidupan. Keberadaan budaya Melayu di Meranti yang kaya akan nilai-

nilai tradisi lokal menjadi salah satu alasan penting dalam pemilihan lokasi 

 
257 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2018), 225. 
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penelitian ini. Masyarakat Melayu dikenal memiliki sistem sosial yang erat 

dengan nilai gotong-royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap tradisi 

leluhur. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut terkadang berpotensi 

memunculkan konflik kepentingan atau ketidakjelasan hak ahli waris, terutama 

dalam pembagian harta keluarga.  

Oleh karena itu, penelitian di lokasi ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang mendalam mengenai dinamika pembagian harta warisan dalam 

konteks budaya dan adat Melayu, sekaligus menemukan solusi untuk 

menciptakan sistem pembagian warisan yang lebih adil dan harmonis sesuai 

dengan ajaran Islam. Dalam hal ini penulis akan meneliti ketentuan hukum waris 

adat dalam perspektif hukum Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

C. Informan Penelitian 

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:  

1. Tokoh Adat 

Tokoh adat dipilih berdasarkan pengakuan masyarakat serta 

keterlibatan aktif dalam praktik adat. Tokoh adat yang dipilih memahami dan 

terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai pembagian warisan. 

Tokoh adat yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Datuk Sri 

Afrizal Cik (Ketua LAM Meranti). 

2. Tokoh agama 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten kepulauan meranti adalah 

organisasi ulama dan cendekiawan muslim yang membina, membimbing, dan 



136 

 

 

 

melayani masyarakat dikabupaten kepulauan meranti. Tokoh yang menjadi 

informan pada penelitian ini adalah bapak Dr. Imam Ghazali, S.H., M.Pd.I 

masa khidmat 2022-2027 dan juga ketua MUI sebelumnya bapak H. Mustafa, 

S.Ag., MM masa khidmat 2015-2020. Ketua pimpinan pondok Darul Fikri 

Selatpanjang bapak KH. Ahmad Fauzi, S.Ag. 

3. Ahli Waris 

Ahli waris dalam penelitian ini merupakan individu yang terlibat 

langsung atau memiliki pengalaman dalam pembagian warisan. Ahli waris 

sebagai informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka 

sebagai anggota keluarga yang mengetahui proses pewarisan, memiliki harta 

warisan, dan telah melakukan pembagian warisan. Ahli waris yang menjadi 

informan pada penelitian ini sebanyak 11 keluarga. Setiap keluarga mewakili 

kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti 

4. Tokoh masyarakat 

Tokoh masyarakat dalam penelitian ini dipilih berdasarkan perannya 

sebagai figur yang dihormati serta sering dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan dan penyelesaian persoalan sosial. Tokoh masyarakat yang 

menjadi informan sebanyak 6 orang, mereka adalah Afrizal Long, SE. Sy 

(ketua Fosimmus meranti) Ir. Nazaruddin, M.Si. (Ketua Perkumpulan 

Masyarakat Kabupaten (Permaskab) Meranti), Drs. Said Hasyim (Wakil 

Bupati Meranti 2016-2021), Ir. Said Iskandar, dan Dr. Ir. Agusnimar, M.Sc. 

Abdul latif S.Sos (ketua forum kades sekabupaten meranti). 
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D. Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan 

data sekunder, untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif 

mengenai praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat Melayu di 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

utama melalui interaksi antara peneliti dan informan, sehingga memiliki 

keunikan dan relevansi yang tinggi terhadap penelitian.258 Data ini bersifat 

otentik dan orisinal karena dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab 

permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Data primer diperoleh 

langsung dari informan penelitian yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, 

kepala keluarga, dan ahli waris yang memiliki pengalaman atau pengetahuan 

terkait praktik pembagian warisan. Data ini dikumpulkan melalui metode 

wawancara mendalam (in-depth interview)259 yang dirancang untuk 

mengeksplorasi praktik, nilai-nilai adat, serta pandangan masyarakat terkait 

pembagian harta warisan. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk 

memahami secara langsung konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi 

praktik tersebut.  

 

 
258 Ibid., 137. 
259 John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches, 4th Ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 90–91. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang 

relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan 

resmi, serta arsip adat yang berkaitan dengan hukum waris dan tradisi 

masyarakat Melayu. Referensi ini mencakup informasi tentang hukum Islam 

dalam pembagian warisan, konsep hukum adat, serta penelitian sebelumnya 

yang membahas isu serupa. Creswell menjelaskan bahwa data sekunder 

adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, yang 

dapat digunakan untuk memberikan landasan teoretis, membandingkan 

temuan penelitian, dan memperkuat analisis.260 

Penggunaan data primer dan sekunder dalam penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam mengenai 

praktik pembagian warisan, baik dari sudut pandang adat lokal maupun 

perspektif syariat Islam, sehingga dapat menjawab tujuan dan rumusan 

masalah penelitian dengan lebih baik. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian 

untuk mendapatkan informasi yang relevan dan valid sesuai dengan tujuan 

penelitian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan beberapa 

teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. 

 
260 Ibid., 4–5. 
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Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data di mana 

peneliti melakukan interaksi langsung dengan informan untuk menggali 

informasi secara mendalam mengenai topik penelitian. Wawancara ini bersifat 

fleksibel dan terbuka,261 memberi ruang bagi peneliti untuk menyesuaikan 

pertanyaan sesuai dengan konteks yang berkembang selama wawancara 

berlangsung. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tokoh adat, 

tokoh agama, masyarakat lokal dan ahli waris di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan 

pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti.262 Teknik ini 

digunakan untuk memahami situasi sosial, interaksi, dan praktik budaya yang 

terkait dengan pembagian warisan dalam masyarakat Melayu. Tujuan utama dari 

observasi ini adalah untuk mendokumentasikan proses yang terjadi, baik secara 

formal maupun informal, dalam pembagian warisan. Dalam penelitian ini, 

observasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif, di mana peneliti tidak hanya 

menjadi pengamat tetapi juga terlibat dalam kehidupan masyarakat untuk lebih 

memahami dinamika sosial dan budaya yang ada. 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menganalisis dokumen, arsip, atau literatur yang relevan dengan penelitian. 

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan untuk mengkaji literatur 

tentang hukum adat Melayu, hukum waris Islam, dan penelitian-penelitian 

 
261 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 186. 
262 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 227. 
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sebelumnya terkait pembagian warisan. Dokumen yang dikaji meliputi kitab 

adat, regulasi lokal, dan jurnal-jurnal ilmiah. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses sistematis dalam mengorganisasi, 

menginterpretasi, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan 

selama penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara 

sistematis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengungkap pola-

pola penting dari data yang telah dikumpulkan. Adapun langkah-langkah dalam 

analisis deskriptif kualitatif yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan.263 

Reduksi data adalah langkah awal untuk menyederhanakan data mentah 

yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam tahap 

ini, peneliti menentukan data mana yang penting untuk dianalisis dan mana yang 

tidak relevan dan memfokuskan perhatian pada data yang relevan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Data yang tidak relevan diabaikan, sementara 

data penting disusun dalam catatan lapangan dan transkrip yang terstruktur. Data 

yang relevan dikelompokkan berdasarkan kategori atau tema yang telah 

ditentukan, seperti praktik adat pembagian warisan, perspektif hukum Islam, dan 

faktor sosial-budaya.  

 
263 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 248. 
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Penyajian data adalah langkah di mana data yang telah direduksi disusun 

dalam format yang terorganisasi sehingga memudahkan peneliti untuk menarik 

kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian ini 

bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, 

atau perbedaan dalam data.264 

Penarikan kesimpulan merupakan analisis lanjutan penyajian data. 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menginterpretasi data yang telah 

disusun. Tahapan ini bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna 

mendalam dari data yang telah dianalisis. Tahapan penarikan kesimpulan harus 

bersifat fleksibel dan terbuka untuk diperbaiki berdasarkan validasi ulang data 

yang dilakukan selama penelitian. Setelah hasil penelitian diuji kebenarannya, 

maka peneliti dapat membuat kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai 

laporan penelitian.265 

 
264 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, Qualitative Data 

Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd Ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 31. 
265 Ibid. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maks dapat disimpulkan bahwa: 

1. Masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti hingga kini masih 

menggunakan hukum adat dalam proses pembagian warisan. Dalam 

hukum waris adat tersebut ditemukan pola khas yang berlangsung secara 

berurutan dan konsisten di hampir seluruh keluarga. Setelah satu orang tua 

wafat, harta belum dibagi dan dikelola oleh pasangan pewaris atau 

beberapa anak. Jika ada anak menikah, orang tua memberi sebagian tanah 

sebagai hibah. Pembagian baru dilakukan setelah kedua orang tua 

meninggal melalui musyawarah keluarga dengan hasil bagi sama rata 

tanpa membedakan jenis kelamin ahli waris. 

2. Faktor sosial yang melatarbelakangi pelaksanaan pembagian harta warisan 

secara adat pada masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: rasa tanggung jawab pasangan 

pewaris dalam menjaga marwah pewaris; penghormatan terhadap hierarki 

dan otoritas orang tua; serta komitmen menjaga keharmonisan. Nilai-nilai 

ini berakar pada pandangan hidup masyarakat Melayu yang menempatkan 

keluarga sebagai pusat kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, setiap 

keputusan terkait harta warisan selalu didasari pertimbangan moral, 
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kesantunan, kebersamaan dan keutuhan keluarga bukan sekadar 

kepentingan ekonomi. 

3. Dalam perspektif hukum Islam implementasi pembagian harta warisan 

secara adat pada masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti 

menunjukkan bahwa sebagian besar praktik adat belum sejalan dengan 

ketentuan faraidh sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, hadis. Unsur yang 

dapat dianggap sesuai dengan hukum Islam hanya terdapat pada 

pembagian sama rata yang dilakukan atas dasar kerelaan (ridha) dan 

perdamaian (takharuj) di antara para ahli waris, sebagaimana dibenarkan 

dalam syariat hukum Islam. Sementara praktik lain bertentangan dengan 

syariat Islam yaitu terjadinya penundaan pembagian warisan dan 

penguasaan harta oleh pasangan pewaris yang masih hidup.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada masyarakat adat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti, 

penting kiranya untuk mulai membuka ruang diskusi mengenai hukum 

waris Islam secara perlahan dan persuasif. Tradisi dan kebiasaan memang 

penting dijaga, namun nilai-nilai keadilan yang dibawa oleh syariat Islam 

juga layak dipahami dan dipertimbangkan sebagai panduan dalam 

pembagian harta warisan. 

2. Perlu adanya kolaborasi antara lembaga keagamaan dan lembaga adat 

seperti LAM (Lembaga Adat Melayu) serta KUA (Kantor Urusan 
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Agama) dalam memberikan edukasi hukum waris Islam yang berbasis 

budaya lokal. Misalnya, dengan menggelar forum musyawarah keluarga 

atau sosialisasi yang disampaikan dalam bahasa dan pendekatan yang 

akrab dengan keseharian masyarakat. 

3. Generasi muda di Kepulauan Meranti, khususnya yang memiliki latar 

belakang pendidikan agama atau hukum, diharapkan menjadi jembatan 

dialog antara adat dan syariat.  

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggali lebih dalam 

hubungan antara tingkat pendidikan dan penerimaan masyarakat terhadap 

hukum waris Islam. Penelitian lanjutan dengan pendekatan partisipatif 

juga dapat lebih menggali peran perempuan, generasi muda, dan tokoh 

adat dalam proses pewarisan. 
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Hari/Tanggal : Selasa, 22 April 2025 

Tempat : Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur 

Informan : Bapak Fauzi 

 

P: Setelah ayah Anda, almarhum Pak Bakar, wafat pada tahun 2006, bagaimana 

keluarga membicarakan soal harta peninggalan? 

I: Waktu itu kami sepakat belum membagi. Soalnya mak (Ana) masih hidup, dan 

adik bungsu kami, Raffi, masih tinggal dengan mak. Jadi kami biarkan dulu, biar 

mak tetap menguasai rumah dan kebun. 

P: Jadi bisa dikatakan pembagian warisan ditunda sampai ibu wafat? 

I: Betul. Selama mak masih hidup, kami anggap beliau yang berhak utama. Jadi 

kami belum pernah hitung-hitung secara resmi bagian masing-masing. 

P: Bagaimana dengan rumah peninggalan almarhum? Apakah ada yang 

menempatinya selain ibu? 

I: Rumah itu ditempati mak dan Raffi. Raffi kan belum menikah, jadi dia memang 

masih jadi tanggungan mak. 

P: Lalu bagaimana dengan kebun? Siapa yang mengelola dan bagaimana hasilnya 

dibagi? 

I: Kebun kami kelola bersama-sama. Hasilnya dibagi adil untuk semua saudara, 

dan juga dipakai untuk kebutuhan sehari-hari mak. Tidak ada yang merasa lebih 

atau kurang. 

P: Apakah pernah ada pembicaraan atau konflik kecil terkait pembagian hasil 

kebun atau harta peninggalan? 

I: Alhamdulillah, sampai sekarang belum ada konflik. Kami masih menjaga 

kekompakan dan saling percaya. Semua saudara sepakat dengan cara ini. 

P: Bagaimana pandangan keluarga tentang pembagian di masa depan? Apakah ada 

rencana jika suatu saat mak meninggal dunia? 

I: Belum dibicarakan detail. Tapi kemungkinan nanti dibagi sama rata saja, biar 

adil dan tidak ada yang iri. 
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2. Keluarga Basir & Halimah (Pelantai, Merbau) 

Hari/Tanggal : Minggu, 6 April 2025 

Tempat : Pelantai, Kecamatan Merbau 

Informan : Bapak Jumadi 

P: Setelah ayah Anda, almarhum Basir bin Bujang, wafat pada tahun 2004, 

bagaimana keluarga menyikapi soal harta peninggalan? 

I: Waktu itu tidak langsung dibagi, karena mak (Halimah) masih hidup. Rumah 

tetap ditempati mak, dan kami hanya bergantian datang menjenguk. 

P: Bagaimana dengan kebun sagu yang cukup luas? Siapa yang mengelola selama 

ibu masih hidup? 

I: Kebun sagu diurus oleh adik bungsu kami, Al Pian. Dia dianggap paling dekat 

dengan mak dan masih kuat secara fisik untuk mengelola kebun. 

P: Apakah pengelolaan kebun oleh Al Pian membuat dia mendapat bagian lebih 

besar? 

I: Tidak. Walaupun dia yang urus kebun, hasilnya dipakai untuk kebutuhan mak 

selama hidup. Jadi kami sepakat tidak ada keistimewaan lebih untuk dia. 

P: Setelah ibu Anda wafat, kapan pembagian warisan dilakukan? 

I: Baru tahun 2019 kami adakan musyawarah keluarga. Jadi sempat tertunda lama 

sejak ayah meninggal 2004, lalu mak meninggal 2017. 

P: Bagaimana keputusan keluarga terkait pembagian harta itu? 

I: Kami sepakat dibagi sama rata untuk enam anak laki-laki. Tidak ada yang merasa 

dirugikan karena semua laki-laki. 

P: Jadi keluarga tidak merujuk ke aturan hukum Islam tentang faraid? 

I: Tidak secara formal. Kami lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan. 

Yang penting semua adil dan tidak menimbulkan perselisihan. 

P: Bagaimana suasana musyawarah saat itu? 

I: Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Tidak ada yang keberatan. Semua 

menerima karena dianggap adil. 
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3. Keluarga M. Isa & Syam 

Hari/Tanggal : Senin , 2 Juni 2025 

Tempat : Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau 

Informan : Bapak Atan 

 

P: Setelah ayah Anda, almarhum M. Isa, wafat pada tahun 2018, bagaimana 

keluarga menyikapi soal harta peninggalan? 

I: Waktu itu kami sepakat tidak membagi dulu, karena mak (Syam) masih hidup. 

Jadi semua harta dianggap untuk kebutuhan mak. 

P: Apa saja bentuk harta peninggalan yang ditinggalkan ayah Anda? 

I: Ada kebun karet, kebun sagu, dan tanah rumah tempat tinggal kami. 

P: Siapa yang mengelola kebun-kebun itu setelah ayah meninggal? 

I: Tiga orang anak yang tinggal di kampung, yaitu saya, Comel, dan Atan. Kami 

urus kebun karet dan sagu, hasilnya semua kami serahkan ke mak untuk kebutuhan 

hidup sehari-hari. 

P: Bagaimana dengan anak-anak yang merantau, apakah mereka ikut mengurus? 

I: Tidak, karena mereka jauh. Nuh, Zur, dan Mom sudah merantau. Tapi mereka 

juga setuju kalau hasil kebun untuk mak. 

P: Apakah ada pemberian khusus untuk anak tertentu semasa ibu masih hidup? 

I: Ya, saya diberikan hak pakai sebidang tanah di samping rumah utama untuk 

tempat tinggal, karena saya sudah menikah dan tinggal dekat dengan mak. 

P: Bagaimana dengan Comel, anak bungsu yang masih tinggal di rumah? 

I: Comel tinggal bersama mak, membantu mengurus rumah tangga dan 

mendampingi mak. Jadi dia yang paling banyak bersama mak sehari-hari. 

P: Apakah keluarga pernah membicarakan pembagian resmi warisan? 

I: Belum ada pembagian resmi. Semua sepakat ditunda sampai mak meninggal 

nanti. 

P: Apakah ada konflik atau perbedaan pendapat mengenai hal ini? 

I: Tidak ada. Semua setuju, karena yang penting mak terurus dulu. 
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4. Keluarga Usman M. Nur & Zaimah  

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Maret 2025 

Tempat : Bantar, Kecamatan Rangsang Barat 

Informan : Bapak Rudi 

 

P: Setelah ayah Anda, almarhum Usman M. Nur, wafat pada tahun 2010, 

bagaimana keluarga menyikapi harta peninggalan beliau? 

I: Kami belum membagi warisan sampai sekarang. Sudah lebih dari sepuluh tahun, 

tapi tidak ada masalah di antara kami. 

P: Apa alasan utama belum dilakukan pembagian hingga sekarang? 

I: Karena mak (Zaimah) masih hidup. Dia masih sehat dan mampu mengelola harta 

peninggalan ayah. Jadi kami serahkan semua pada mak. 

P: Apa saja harta peninggalan yang ditinggalkan ayah Anda? 

I: Ada tanah, rumah tempat tinggal, dan kebun yang dulu jadi sumber penghidupan. 

P: Bagaimana pengelolaan kebun setelah ayah Anda meninggal? 

I: Kebun dikelola langsung oleh mak. Hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari mak. 

P: Apakah ada anak-anak yang menuntut bagian warisan sejak dulu? 

I: Tidak ada. Kami semua sepakat membiarkan mak mengelola. Kami sudah 

mandiri, masing-masing punya pekerjaan sendiri. 

P: Apakah pernah ada musyawarah khusus keluarga untuk membicarakan warisan 

ini? 

I: Belum ada. Karena belum ada kebutuhan mendesak. Kami lebih memilih 

menunggu waktu yang tepat. 

P: Jadi bisa dikatakan pembagian akan dilakukan nanti setelah ibu wafat? 

I: Ya, kemungkinan begitu. Sekarang kami anggap itu hak mak dulu. 

 

5. Keluarga Jamaluddin & Anis  

Hari/Tanggal : Jum’at , 7 Maret 2025 

Tempat : Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau 

Informan : Bapak Fendi 
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P: Setelah ayah Anda, almarhum Jamaluddin, wafat pada tahun 2007, bagaimana 

keluarga menyikapi harta peninggalannya? 

I Sejak ayah meninggal, harta warisan belum pernah dibagi secara resmi. 

P: Apa alasan utama belum dilakukan pembagian hingga sekarang? 

I: Kami merasa belum waktunya. Ibu (Anis) masih hidup, jadi kami anggap tidak 

pantas kalau warisan dibagi sekarang. 

P: Apakah ibu pernah meminta agar harta warisan dibicarakan? 

I: Pernah, ibu beberapa kali minta supaya dibagi. Tapi kami anak-anak sepakat 

untuk menunda, karena bagi kami membagi warisan selagi ibu masih ada itu seperti 

kurang sopan. 

P: Apa saja harta yang ditinggalkan almarhum? 

I: Ada tanah dan kebun, lokasinya dekat dengan rumah lama tempat kami 

dibesarkan. 

P: Siapa yang mengelola tanah dan kebun itu sekarang? 

I: Tidak ada pembagian resmi, jadi tidak ada pengelolaan yang terstruktur juga. 

Tanah tetap utuh, kebun belum dialihkan kepemilikannya. 

P: Bagaimana dengan anak-anak, apakah ada yang tinggal di rumah induk? 

I: Ya, dua adik kami, Efendi dan Efrizal, masih tinggal dengan ibu di rumah induk. 

P: Apakah ada anak lain yang menempati tanah peninggalan itu? 

I: Ada. Kak Ani dan Firdaus sudah membangun rumah di sekitar tanah warisan. 

Tapi mereka tetap menghormati ibu, tidak mengklaim kepemilikan. 

P: Apakah sejauh ini ada konflik terkait warisan? 

I: Alhamdulillah tidak ada. Kami masih menghormati ibu sebagai pusat keluarga. 

Semua sepakat menunggu waktu yang tepat. 

 

6. Keluarga Hj. Muhammad Jamil & Hj. Latifah  

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Juni 2025 

Tempat : Selang Pasung, Kecamatan Rangsang Barat 

Informan : Bapak drs. Jali Jamil 
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P: Bisa diceritakan bagaimana keadaan setelah almarhum Hj. Muhammad Jamil 

wafat pada tahun 1991? 

I: Waktu itu kami tidak langsung membicarakan warisan. Karena ibu, Hj. Latifah, 

masih ada dan beliau tetap mengelola kebun bersama kami. Jadi harta peninggalan 

ayah tetap utuh. 

P: Apa saja sebenarnya harta yang ditinggalkan? 

I: Ada kebun sagu, kebun durian, dan kebun karet. Semuanya cukup luas dan 

menjadi sumber penghidupan keluarga. 

P: Jadi selama ibu masih hidup, pembagian tidak dilakukan? 

I: Betul. Kami anggap harta itu masih tanggung jawab ibu. Kami membantu 

mengelola, tapi keputusan tetap ada pada beliau. 

P: Bagaimana situasinya setelah Hj. Latifah wafat pada tahun 2005? 

I: Nah, setelah ibu meninggal, barulah kami adakan musyawarah keluarga. Saat 

itulah pembagian harta mulai dibicarakan secara serius. 

P: Dalam musyawarah itu, keputusan apa yang paling penting? 

I: Salah satunya kami sepakat mewakafkan tanah rumah peninggalan orang tua 

untuk kantor desa. Itu bentuk sumbangsih keluarga untuk masyarakat, juga sebagai 

amal jariyah untuk ayah dan ibu. 

P: Bagaimana dengan kebun sagu, durian, dan karet? 

I: Itu dibagi di antara kami anak-anak. Pembagiannya tidak terlalu kaku seperti 

hitungan faraid, tapi tetap mengacu pada ketentuan Islam: anak laki-laki dapat 

bagian lebih besar daripada perempuan. 

P: Mengapa memilih pendekatan itu? 

I: Karena hampir semua anak-anak ayah berlatar belakang agama, ada yang ustaz, 

ada juga tokoh masyarakat. Jadi pemahaman hukum Islam kami jadikan pedoman 

utama. 

P: Apakah prosesnya lancar? 

I: Alhamdulillah, semua berjalan baik. Tidak ada pertengkaran. Musyawarah 

berlangsung dengan suasana saling mengerti. 
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7. Keluarga Muhammad Yatim & Zainab  

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025 

Tempat : Bantar, Kecamatan Rangsang Barat 

Informan : Ibu Umi Kalsum 

 

P: Bisa Ibu ceritakan bagaimana kondisi keluarga setelah almarhum Muhammad 

Yatim wafat pada tahun 2005? 

I: Setelah ayah meninggal, harta peninggalan beliau tidak langsung dibagi. Karena 

ibu kami, Zainab, masih hidup. Jadi semua harta tetap dibiarkan utuh di bawah 

tanggungan ibu. 

P: Apa saja sebenarnya harta yang ditinggalkan ayah? 

I: Ada kebun durian, kebun sagu, tanah rumah, dan juga tanah hutan belukar. 

Semuanya masih berada di sekitar desa sini. 

P: Selama ibu masih hidup, siapa yang mengelola harta tersebut? 

I: Sebenarnya tidak ada pembagian khusus. Tapi kami yang tinggal di kampung, 

terutama saya dan kakak, ikut menjaga kebun sekaligus merawat ibu. 

P: Jadi pembagian baru dilakukan setelah ibu wafat? 

I: Betul. Ibu meninggal tahun 2010, dan setelah itu barulah kami duduk 

bermusyawarah untuk membicarakan warisan. 

P: Bagaimana suasana musyawarah ketika itu? 

I: Alhamdulillah, suasananya kekeluargaan. Tidak ada ribut-ribut. Semua anak ikut 

hadir, dan kami sepakat untuk membagi secara adil menurut keadaan. 

P: Bisa dijelaskan bagaimana sistem pembagian itu? 

I: Kakak saya Abdul Gani dan saya, Suryati, mendapat bagian lebih besar. 

Alasannya, kami yang tinggal di kampung dan yang mengurus ibu sampai akhir 

hayatnya. Kakak Gani juga anak laki-laki tertua, jadi secara sosial dianggap paling 

bertanggung jawab. 

P: Lalu bagaimana dengan Umi Kalsum dan Ramlah? 

I: Mereka tetap dapat bagian, hanya saja porsinya lebih kecil. Tapi semuanya 

menerima dengan lapang dada. Tidak ada yang merasa dirugikan, karena keputusan 

ini diambil bersama-sama. 
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P: Jadi pembagian ini lebih menekankan aspek jasa dan tanggung jawab sosial ya, 

bukan sekadar nilai ekonomi? 

I: Betul sekali. Kami tidak menghitung secara faraid, tapi berdasarkan musyawarah 

dan pertimbangan siapa yang lebih banyak berkorban untuk keluarga. 

 

8. Keluarga Ismail & Zainab  

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Maret 2025 

Tempat : Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau 

Informan : Bapak Ruslan 

 

P: Setelah ayah Anda, almarhum Ismail, wafat pada tahun 2009, bagaimana sikap 

keluarga terhadap harta peninggalan beliau? 

I: Waktu itu tidak ada pembicaraan langsung tentang warisan. Semua sepakat untuk 

tidak membagi dulu, karena ibu kami masih hidup. Jadi harta tetap utuh sampai ibu 

wafat. 

P: Apakah selama itu ada yang mengelola atau menggunakan harta warisan 

tersebut? 

I: Ibu yang masih menempati rumah induk, sementara kebun dan hutan tetap 

dibiarkan, ada sebagian dikelola bersama-sama untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak 

ada penguasaan khusus dari salah satu anak. 

P: Kapan akhirnya keluarga mulai membicarakan pembagian harta peninggalan 

ini? 

I: Setelah ibu wafat pada tahun 2017, barulah kami semua duduk bermusyawarah. 

Pertemuan itu dipimpin oleh kakak tertua. 

P: Bisa diceritakan bagaimana suasana musyawarah tersebut? 

I: Suasananya cukup panjang, tapi tetap kekeluargaan. Semua anak menyampaikan 

keinginannya, dan kami mencoba mencari titik temu supaya adil bagi semua. 

P: Apa hasil kesepakatan yang dicapai keluarga? 

I: Kami membagi harta sesuai jenisnya. Tanah rumah diberikan kepada Melur, 

Ruslah, dan Bahtiar. Hutan belukar untuk Ruslan, Usman, dan Idar. Kebun karet 
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juga jatuh ke Idar, Ruslan, dan Usman. Kebun sagu untuk Zuleha. Kebun rambutan 

dibagi kepada Melur dan Ruslah. Jadi semua ada bagian. 

P: Apakah pembagian ini berdasarkan hitungan faraid atau ada pertimbangan lain? 

I: Tidak, kami tidak pakai hitungan faraid. Tapi nilainya dianggap seimbang, jadi 

semua merasa adil. Yang penting tidak ada yang merasa berat sebelah. 

P: Apakah sempat muncul perbedaan pendapat atau ketegangan dalam pembagian? 

I: Tidak ada. Karena semua ikut bicara dan keputusan dibuat bersama-sama, jadi 

tidak sampai jadi masalah. 

 

9. Keluarga Abdullah bin Nin & Yuk binti Atak  

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025 

Tempat : Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau 

Informan : Bapak Muhammadiyyah 

 

P: Setelah ayah Anda, almarhum Abdullah bin Nin, wafat pada tahun 1963, 

bagaimana sikap keluarga terhadap harta peninggalan beliau? 

I: Tidak ada pembagian sama sekali. Semua dibiarkan utuh, karena ibu kami, Yuk 

binti Atak, masih hidup. Beliau tetap jadi pusat keluarga, jadi kami menghormati 

itu. 

P: Jadi harta warisan dibiarkan tanpa pembagian cukup lama? 

I: Ya, betul. Bahkan sampai ibu wafat pada tahun 2011, belum juga dibagi. Jadi 

hampir lima puluh tahun lebih harta itu masih utuh. 

P: Apa alasan keluarga baru membicarakan warisan setelah sekian lama? 

I: Sebenarnya bukan karena konflik. Kami menunggu waktu yang tepat. Anak-anak 

tersebar, ada yang di kampung, ada yang di luar. Baru pada 2023 semua bisa 

berkumpul dan duduk bersama untuk bicara warisan. 

P: Selama masa penundaan itu, siapa yang mengelola kebun dan tanah 

peninggalan? 

I: Kebun tetap digarap seadanya oleh anak-anak yang tinggal di kampung, hasilnya 

dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk ibu semasa hidup. Tidak ada 

yang merasa itu milik pribadi, semuanya dianggap masih milik bersama. 
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P: Bagaimana jalannya musyawarah pembagian pada tahun 2023? 

I: Kami semua hadir, masing-masing anak menyampaikan pandangan. 

Alhamdulillah suasananya terbuka dan damai, jadi keputusan bisa diambil dengan 

mufakat. 

P: Apa keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut? 

I: Semua sepakat untuk membagi harta sama rata, tanpa membedakan laki-laki atau 

perempuan. Tapi ada satu kesepakatan khusus: tanah rumah satu hektar diberikan 

kepada Sahab, karena dia belum punya rumah sendiri. Itu kami serahkan dengan 

ikhlas. 

P: Mengapa keluarga memilih membagi sama rata, bukan dengan aturan faraid? 

I: Karena bagi kami, yang penting adil menurut pandangan keluarga. Kalau ikut 

faraid, mungkin akan ada selisih, tapi kami sepakat cara ini lebih menjaga 

kerukunan. 

P: Apakah ada perbedaan pendapat atau masalah dalam proses pembagian ini? 

I: Tidak ada. Justru semua merasa lega, karena sudah lama ditunda, akhirnya bisa 

selesai dengan baik. 

 

10. Keluarga Pendi & Nuraini 

Hari/Tanggal: Senin, 20 September 2025 

Tempat: Desa Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau 

Informan: Bapak Pendi 

 

P: Setelah istri Anda, almarhumah Nuraini, meninggal dunia pada awal tahun 2025, 

bagaimana keluarga menyikapi harta peninggalannya? 

I: Tidak lama setelah istri saya meninggal, pihak keluarga almarhumah 

mengadakan musyawarah di rumah orang tuanya. Saya tidak ikut dalam pertemuan 

itu, karena katanya urusan harta peninggalan akan dibicarakan oleh pihak keluarga 

istri dulu. 

P: Jadi Bapak tidak terlibat langsung dalam musyawarah pembagian warisan 

tersebut? 
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I: Iya, benar. Saya hanya diberi tahu hasilnya setelah mereka selesai 

bermusyawarah. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa seluruh harta peninggalan 

istri saya akan diberikan kepada anak kami satu-satunya. 

P: Apa saja bentuk harta peninggalan almarhumah Nuraini? 

I: Hanya berupa uang tunai sekitar dua puluh juta rupiah. Uang itu hasil tabungan 

dan sebagian dari simpanan pribadi istri saya sebelum meninggal. 

P: Bagaimana keputusan itu disampaikan kepada Bapak? 

I: Saya diberitahu oleh abang kandung almarhumah. Katanya hasil kesepakatan 

keluarga, uang itu diserahkan kepada anak saya karena dianggap lebih 

membutuhkan. Saya tidak bisa berbuat banyak, karena memang dari awal mereka 

yang membicarakan semuanya. 

P: Apakah dalam musyawarah itu orang tua almarhumah juga hadir? 

I: Iya, hadir. Tapi setahu saya, meskipun mereka ada di sana, tidak ada bagian yang 

diberikan kepada mereka. Semua diserahkan kepada anak saya saja. 

P: Jadi dalam pembagian itu, ahli waris lain seperti ayah dan ibu almarhumah tidak 

mendapat bagian? 

I: Betul. Hanya anak kami yang menerima semuanya. Saya sebagai suami juga 

tidak mendapatkan bagian. Katanya, keluarga ingin agar uang itu digunakan untuk 

masa depan anak, jadi semuanya difokuskan ke situ. 

P: Bagaimana tanggapan Bapak terhadap keputusan tersebut? 

I: Saya tidak mempermasalahkan nya. Meskipun saya tidak diajak bermusyawarah, 

saya tetap menghormati keputusan keluarga istri. Saya juga tidak mau 

memperpanjang masalah, karena bagi saya yang penting anak kami bisa terbantu. 

P: Dari sisi Bapak pribadi, apakah Bapak mengetahui bahwa dalam hukum Islam 

suami, orang tua, dan anak semuanya termasuk ahli waris yang berhak 

mendapatkan bagian? 

I: Iya, saya tahu sedikit. Tapi waktu itu suasananya masih duka, dan saya juga tidak 

ingin menyinggung perasaan keluarga istri. Jadi saya biarkan saja. Lagipula saya 

masih bisa bekerja, sementara anak kami masih kecil dan butuh biaya sekolah. 

P: Apakah Bapak merasa keputusan keluarga istri itu mencerminkan keadilan? 

I: Kalau dilihat dari segi agama mungkin belum sesuai, karena ada ahli waris lain 
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yang tidak dapat. Tapi kalau dari niat keluarga, mereka mungkin berpikir untuk 

kebaikan anak. Jadi saya terima saja dengan lapang dada. 

P: Apakah ada pembicaraan lanjutan atau keberatan dari pihak lain setelah 

pembagian itu dilakukan? 

I: Tidak ada. Semua berjalan begitu saja. Setelah musyawarah, uang itu langsung 

diserahkan kepada anak saya dan dipegang oleh keluarga istri untuk sementara 

waktu. 

 

11. Keluarga Jaafar & Mahatur 

Hari/Tanggal: Rabu, 22 September 2025 

Tempat: Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat 

Informan: Bapak Iskandar  

 

P: Setelah ayah Anda, almarhum Jaafar bin H. Ibrahim, wafat pada tahun 1995, 

bagaimana keluarga menyikapi harta peninggalannya? 

I: Waktu ayah meninggal, kami sekeluarga sepakat untuk tidak membagi dulu harta 

peninggalannya. Ibu masih hidup waktu itu, jadi kami semua setuju untuk menunda 

pembagian. 

P: Apa alasan utama keluarga menunda pembagian harta warisan tersebut? 

I: Kami anggap belum pantas untuk membagi warisan selama ibu masih hidup. 

Harta itu juga masih digunakan untuk kebutuhan keluarga dan jadi tempat tinggal 

ibu. Jadi selama beliau masih ada, harta itu kami jaga bersama. 

P: Apa saja harta yang ditinggalkan oleh almarhum? 

I: Harta peninggalan ayah cukup banyak, ada beberapa jalur kebun sagu dan tanah 

rumah yang kami tempati. Itu semua dulu hasil kerja keras ayah selama hidup. 

P: Siapa yang mengelola kebun dan tanah itu setelah ayah wafat? 

I: Sebenarnya tidak ada pengelolaan khusus. Hasil dari kebun itu digunakan untuk 

kebutuhan ibu. Kadang kami anak-anak bergantian membantu memelihara dan 

mengambil hasilnya. 

P: Kapan akhirnya keluarga melakukan pembagian warisan secara resmi? 
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I: Setelah ibu meninggal tahun 2010. Baru setelah itu kami berkumpul semua di 

rumah induk untuk bermusyawarah. 

P: Bagaimana suasana musyawarah tersebut? 

I: Alhamdulillah berjalan dengan damai. Semua anak hadir, dan kami sepakat untuk 

membagi harta peninggalan ayah dan ibu secara sama rata, baik laki-laki maupun 

perempuan. 

P: Apakah alasan keluarga memilih pembagian sama rata, bukan berdasarkan 

ketentuan faraid dalam Islam? 

I: Kami sepakat begitu karena menurut kami itu paling adil. Semua anak sama-

sama anak dari ayah dan ibu. Tidak ada yang dibedakan antara laki-laki dan 

perempuan. Prinsip kami, yang penting adil dan tidak ada yang merasa dirugikan. 

P: Bagaimana bentuk pembagian yang dilakukan? 

I: Kami bagi kebun sagu itu menjadi bagian yang sama untuk tujuh orang anak. 

Masing-masing dapat lima jalur kebun sagu. Sementara rumah induk kami sepakati 

diberikan kepada adik perempuan kami, Nimyati. 

P: Mengapa rumah induk diberikan kepada Nimyati? 

I: Karena sejak lama dia yang tinggal di rumah itu dan menjaga ibu sampai akhir 

hayat. Kami semua setuju dan tidak mempermasalahkan nya, karena itu bentuk 

penghargaan untuk pengorbanannya selama ini. 

P: Apakah dalam proses pembagian itu ada perbedaan pendapat atau konflik kecil 

di antara saudara? 

I: Tidak ada, Alhamdulillah. Semua berjalan lancar dan sepakat. Kami memang 

selalu membiasakan musyawarah dan saling menghormati keputusan keluarga. 

P: Apakah dalam musyawarah itu ada melibatkan tokoh agama atau pihak luar 

keluarga? 

I: Tidak, semuanya kami selesaikan di dalam keluarga saja. Karena semua sudah 

dewasa dan bisa berdiskusi dengan baik, jadi tidak perlu melibatkan orang lain. 
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